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Konflik Rumah Tangga Akibat Penggunaan Media Sosial dalam
Perspektif Nusyuz dan Syiqaq: Tinjauan Hukum Keluarga Islam

Annida Nabila Al Arsy', Irsan®

Abstract

This study aims to identify forms of marital conflict arising from social media use and to analyze them within the
Sframework of Islamic family law, particularly in relation to the concepts of nusyuz, and syiqaq. This research employs
a qualitative descriptive method with a normative-sociological approach. The data were collected throngh an online
questionnaire distributed to 18 married respondents who actively use social media and have experienced conflicts
related to its use. The findings reveal that social media contributes to various forms of marital conflict, inclnding
partner reprimands, jealonsy and suspicion, neglect of housebold obligations, privacy violations, recurring arguments,
and reduced communication. However, most conflicts remain at a moderate or manageable level and have not
developed into severe disputes. From the perspective of Islamic family law, not all conflicts can be categorized as
nusynz, or syigaq. Neglect of household obligations and infidelity demonstrate a connection with elements of nusynz,
while recurring arguments represent the form of conflict most closely associated with the characteristics of syiqaq.
Ouverall, social media functions as a contributing factor to marital conflict, while the severity of the conflict is influenced
by communication patterns and relationship management within the household.

Reywords: social media; marital conflict; nusyugy syiqaqy, Islamic family law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik rumah tangga akibat
penggunaan media sosial serta menganalisisnya dalam perspektif hukum keluarga Islam, khususnya
terkait konsep nusyuz dan syigag. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan
pendekatan normatif-sosiologis. Data diperoleh melalui kuesioner online yang disebarkan kepada
18 responden yang telah menikah, aktif menggunakan media sosial, dan pernah mengalami konflik
akibat penggunaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memunculkan berbagai
bentuk konflik, seperti teguran pasangan, rasa cemburu dan curiga, pengabaian kewajiban rumah
tangga, pelanggaran privasi, pertengkaran berulang, serta renggangnya komunikasi. Namun
demikian, sebagian besar konflik masih berada pada tingkat yang dapat diselesaikan dan belum
berkembang menjadi konflik serius. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, tidak semua konflik
tersebut dapat dikategorikan sebagai nusynz maupun syigag. Pengabaian kewajiban rumah tangga
dan perselingkuhan menunjukkan keterkaitan dengan unsur nusyuz, sedangkan pertengkaran
berulang merupakan bentuk konflik yang paling dekat dengan karakteristik syzgag. Dengan
demikian, media sosial berperan sebagai faktor pemicu konflik, sementara tingkat keparahannya
dipengaruhi oleh pola komunikasi dan pengelolaan hubungan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: media sosial; konflik rumah tangga; nusyuz; syigaq; hukum keluarga Islam
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Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan media sosial sebagai sarana
komunikasi digital yang memungkinkan masyarakat saling berinteraksi, berbagi informasi, serta
menghasilkan berbagai bentuk konten, seperti teks, gambar, video, dan suara, tanpa batas ruang
dan waktu.” Berdasarkan laporan DataReportal: Digital 2025 — Indonesia, jumlah pengguna media
sosial aktif di Indonesia pada Januari 2025 mencapai sekitar 143 juta pengguna, atau setara dengan
50,2% dari total populasi.* Tingginya penggunaan media sosial tersebut menunjukkan bahwa
kehadiran media sosial telah menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk dalam
kehidupan rumah tangga.

Dalam lingkungan rumah tangga, penggunaan media sosial tidak hanya dimanfaatkan
sebagai media komunikasi, tetapi juga memengaruhi pola interaksi, perhatian, dan kualitas
hubungan antara suami dan istri.” Media sosial memiliki manfaat sebagai sarana komunikasi dan
akses informasi. Di balik manfaat tersebut, penggunaan yang tidak proporsional berpotensi
menimbulkan berbagai permasalahan, seperti berkurangnya komunikasi langsung, munculnya
kecemburuan, kelalaian dalam menjalankan kewajiban rumah tangga, hingga terjadinya perselisihan
yang berkepanjangan.® Hal tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi
sebagai sarana komunikasi, tetapi juga dapat memengaruhi munculnya berbagai konflik konflik
dalam kehidupan rumah tangga.

Fenomena tersebut tercermin dalam praktik peradilan. Dalam penelitian terdahulu,
ditemukan beberapa perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang yang dipicu oleh penggunaan
media sosial. Pada perkara Nomor 0699/Pdt.G/2017/PA.Pdg., dalam replik Tergugat dijelaskan
bahwa perceraian disebabkan oleh kesibukan Penggugat dalam berkomunikasi melalui BBM dan
WhatsApp, sehingga perhatian terhadap suami dan anak-anak berkurang. Selain itu, pada perkara
Nomor 0993/Pdt.G/2017/PA.Pdg., petrceraian dilatarbelakangi oleh kecemburuan akibat
Termohon diketahui berkirim pesan mesra dengan pihak lain melalui media sosial, yang kemudian

memicu pertengkaran antara para pihak.7 Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan

3 Abdul Qadir and M. Ramli, “Media Sosial (Definisi, Sejarah dan Jenis-jenisnya),” A/-Furgan : Jurnal Agama,
Sosial, dan Budaya 3, no. 6 (2024): 2713-24.

4 Simon Kemp, Digital 2025 Indonesia (DataRepottal, 2025), https://datateportal.com/ reports/digital-2025-
indonesia.

5 Ilkham Aiman and Agus Budiman, “Dinamika Interaksi Pasangan Suami Istri pada Era Digital,” Bandung
Conference Series: Psychology Science 5, no. 1 (2025): 273-80, https:/ /doiorg/10.29313 /besps.v5il.16314.

¢ Nia Maulina et al., “Dinamika Pengaruh Media sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam
Perspektif Hukum Keluarga,” Sibatik Jonmal: Jumal llmiah Bidang Sosial, Ekononi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan 4,
no. 7 (2025): 1393-410, https:/ /doi.otg/10.54443/sibatik.v4i7.3016.

7 Yusnita Eva, Septia, and Witia Oktaviani, “Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan
Agama Padang Kelas 1a),” Ij#ihad 36, no. 2 (2020): 39-50.
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media sosial dapat menjadi salah satu faktor yang memicu konflik rumah tangga yang berujung
pada perceraian.

Konflik yang muncul akibat penggunaan media sosial tersebut menunjukkan adanya
pergeseran dalam kualitas hubungan dalam rumah tangga. Hubungan suami istri idealnya dibangun
atas dasar komunikasi yang baik, saling memenuhi hak pasangan dan menjalankan kewajiban, serta
menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Namun pada praktiknya, penggunaan media sosial
yang tidak terkendali justru sering menggeser kondisi ideal tersebut, sehingga memunculkan
ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, konflik dalam lingkungan rumah tangga telah
lama diatur melalui konsep nusyuzg dan syigag. Nusyuz merujuk pada sikap pembangkangan atau
pengabaian kewajiban oleh salah satu pihak dalam rumah tangga, sedangkan syigag merupakan
perselisihan yang bersifat tajam, berkelanjutan, dan sulit diselesaikan.” Namun demikian,
pembahasan kedua konsep tersebut dalam literatur fikih klasik umumnya masih berkaitan dengan
konteks sosial pada masanya. Sementara itu, perkembangan teknologi dan media sosial telah
melahirkan bentuk-bentuk interaksi baru yang berpotensi menimbulkan konflik dengan
karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menghubungkan
fenomena kontemporer tersebut dengan konsep nusyuz dan syigag dalam hukum keluarga Islam.

Kajian mengenai hubungan antara penggunaan media sosial dan konflik rumah tangga
telah banyak dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh
Nia Maulina, dkk. yang berjudul “Dinamika Pengarubh Media sosial Terbadap Kebarmonisan Rumah
Tangga dalam Perspektif Hukum Kelnarga”. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa penggunaan
media sosial dalam rumah tangga memiliki beberapa dampak negatif, di antaranya menyebabkan
phubbing (tindakan pengabaian terhadap pasangan karena terlalu fokus dengan media sosial),
penurunan kepuasan pernikahan, kecanduan media sosial, masalah kepercayaan dan privasi dalam
pernikahan.” Dampak negatif tersebut menjadi faktor yang signifikan dalam menurunnya
keharmonisan hubungan suami istri.

Selain itu, penelitian Ahmad Dahlan Baidowi mengenai “Perceraian Digital: Peran Media Sosial
Dalam Retaknya Rumah Tangga di Era Teknologi” juga menemukan bahwa penggunaan media sosial
berperan signifikan terhadap menurunnya keharmonisan rumah tangga, antara lain melalui

perselingkuhan daring, kecemburuan digital, terganggunya komunikasi dan pelanggaran privasi

8 Masri, “Mendalami Konsep Nusyuz Dan Syiqaq Dalam Perspektif Hukum Islam: Sebab, Dampak, Dan
Solusi,” Jumal Tabgiga: Jurnal Pemikiran Hukum Islam 17, no. 2 (2023): 72—84.

 Maulina et al., “Dinamika Pengatruh Media sosial Tethadap Kehatmonisan Rumah Tangga dalam
Perspektif Hukum Keluarga.”
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pasangan berkontribusi terhadap peningkatan angka perceraian.'” Meskipun demikian, penelitian-
penelitian tersebut lebih banyak menitikberatkan pada identifikasi media sosial sebagai faktor
penyebab konflik dan dampaknya terhadap kualitas hubungan dalam rumah tangga, serta belum
secara spesifik mengaitkannya dengan konsep nusyuz dan syigag dalam perspektif hukum keluarga
Islam.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menempatkan konflik rumah tangga
akibat penggunaan media sosial sebagai fokus utama, yang kemudian dianalisis menggunakan
konsep nusynz dan syigag dalam hukum keluarga Islam sebagai kerangka analisis. Penelitian ini
dilakukan terhadap suami istri yang aktif menggunakan media sosial dan pernah mengalami konflik
terkait penggunaannya, yang dijaring melalui kuesioner on/ine.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji bentuk-bentuk
perselisihan rumah tangga akibat penggunaan media sosial serta menganalisisnya dalam perspektif
hukum keluarga Islam, khususnya terkait ada atau tidaknya unsur nusyuz dan syigag. Kondisi
tersebut menjadi dasar ketertarikan peneliti untuk mengkaji lebih dalam fenomena konflik rumah
tangga di era digital dalam perspektif hukum keluarga Islam. Melalui penelitian ini, diharapkan
dapat diperoleh pemahaman yang lebih kontekstual terhadap dinamika konflik rumah tangga di
era digital sekaligus memperkaya kajian hukum keluarga Islam dalam merespons perkembangan
sosial yang terus berubah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah
penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) bagaimana bentuk perselisihan dalam rumah tangga yang
disebabkan oleh aktivitas media sosial; dan (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap

perselisihan tersebut terkait ada atau tidaknya unsur nusynz dan syigaq.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk
menggali pengalaman dan persepsi pasangan suami istri terkait konflik rumah tangga akibat
penggunaan media sosial, serta menganalisis fenomena tersebut dalam konteks nusynz dan syigag
menurut hukum keluarga Islam. Penelitian dilakukan pada periode Januari — April 2026.
Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner daring menggunakan Google Forms. Penggunaan
media tersebut memungkinkan responden mengisi kuesioner secara fleksibel dengan tetap menjaga
kerahasiaan identitasnya.

Subjek penelitian adalah laki-laki dan perempuan yang telah menikah. sampel ditentukan

menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi, yaitu: (1) telah menikah, (2) aktif

10 Ahmad Dahlan Baidowi, “Perceraian Digital: Peran Media Sosial dalam Retaknya Rumah Tangga di Era
Teknologi,” Jurnal Iimu Hukum 3, no. 2 (2025): 26-33.
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menggunakan media sosial, (3) pernah mengalami konflik rumah tangga yang berkaitan dengan
penggunaan media sosial. Adapun kriteria eksklusi meliputi individu yang belum menikah, tidak
aktif menggunakan media sosial, tidak pernah mengalami konflik rumah tangga akibat penggunaan
media sosial, atau tidak mengisi kuesioner secara lengkap. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh
18 responden yang memenuhi kriteria purposive sampling selama periode pengumpulan data serta
mengisi kuesioner secara lengkap sesuai kebutuhan penelitian. Kuesioner yang digunakan terdiri
atas pertanyaan pilihan ganda dan pertanyaan terbuka untuk menggali pengalaman konflik,
frekuensi serta jenis penggunaan media sosial, dan sikap responden dalam menghadapi konflik.

Penelitian ini menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Data primer diperoleh dari
jawaban responden melalui kuesioner Google Forms. Adapun data sekunder didapat dari berbagai
literatur berupa artikel jurnal, buku, serta sumber ilmiah lain yang relevan dengan hukum keluarga
Islam dan pembahasan mengenai konflik rumah tangga akibat penggunaan media sosial.

Analisis data dilakukan secara tematik, dengan fokus pada data primer yang diperoleh dari
kuesioner. Proses analisis dilakukan melalui pembacaan seluruh jawaban responden, pemberian
kode terhadap jawaban yang memiliki kesamaan makna, pengelompokan data berdasarkan kategori
tertentu, kemudian penyajian hasil dalam bentuk narasi deskriptif. Melalui analisis tersebut,
penelitian ini berupaya menemukan pola-pola konflik yang muncul dalam pengalaman responden

serta mempelajari keterkaitannya dengan konsep nusyuz dan syzgaq.

Hasil dan Pembahasan
Karakteristik Responden dan Pola Penggunaan Media Sosial
Berdasarkan data dari 18 responden, terdapat variasi lama pernikahan dan intensitas

penggunaan media sosial. Karakteristik tersebut memberikan gambaran konteks penggunaan

media sosial dalam kehidupan rumah tangga responden.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Peran

dalam Jumlah Lama Jumlah Per?“fz; - Jumlah
Rumah  Responden Pernikahan Responden gguha Responden
Media Sosial
Tangga
Suami 2 <1 tahun 3 1-3 jam per hari 7
istri 16 1 -5 tahun 5 3-5 jam per hari 9
>5 tahun 10 >5 jam per hari 2

Berdasarkan data penelitian yang didapat, mayoritas responden berjenis kelamin
perempuan. Dari segi lama pernikahan, mayoritas responden telah menjalani pernikahan lebih
dari lima tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa konflik akibat penggunaan media sosial dapat

terjadi pada berbagai tahap usia pernikahan, baik pada pasangan yang baru menikah maupun yang
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telah lama berumah tangga. Kondisi ini mengindikasikan bahwa faktor penggunaan media sosial
dapat memengaruhi dinamika hubungan rumah tangga tanpa bergantung pada lamanya usia

pernikahan.

Sementara itu, responden dengan lama pernikahan 1 - 5 tahun juga menunjukkan jumlah
yang cukup signifikan. Hal ini dapat dipahami karena pada fase tersebut pasangan masih berada
dalam tahap penyesuaian peran dan pola komunikasi, sehingga penggunaan media sosial
berpotensi memperbesar peluang terjadinya konflik apabila tidak disertai dengan komunikasi yang
efektif. Adapun responden dengan lama pernikahan kurang dari satu tahun relatif sedikit, yang
menunjukkan bahwa konflik akibat media sosial pada fase awal pernikahan belum banyak

teridentifikasi.

Dari segi durasi penggunaan media sosial, sebagian besar responden menggunakan media
sosial selama 3 — 5 jam per hari. Tingginya intensitas penggunaan ini menunjukkan bahwa media
sosial telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari responden. Namun, penggunaan yang cukup
lama tersebut berpotensi mengurangi waktu interaksi langsung antara suami dan istri, sehingga

dapat memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Selain itu, terdapat pula responden yang menggunakan media sosial selama 1 — 3 jam per
hari, yang menunjukkan bahwa penggunaan dalam durasi sedang masih tetap berpotensi
menimbulkan konflik, meskipun dalam tingkat yang lebih rendah. Sementara itu, responden yang
menggunakan media sosial lebih dari 5 jam per hari berjumlah dua orang. Meskipun jumlahnya
relatif sedikit, kelompok ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dalam durasi yang
sangat tinggi tetap berpotensi memengaruhi keseimbangan antara aktivitas digital dan tanggung

jawab dalam rumah tangga.

Selain dilihat dari durasi penggunaan, pola penggunaan media sosial juga dapat ditinjau
dari jenis platform yang digunakan serta aktivitas yang dilakukan oleh responden. Berdasarkan
hasil kuesioner, responden menggunakan berbagai platform media sosial, dengan Instagram
sebagai platform yang paling banyak digunakan, kemudian diikuti oleh WhatsApp, TikTok, dan
Facebook.

Adapun aktivitas yang paling sering dilakukan oleh responden di media sosial meliputi
konsumsi konten, menonton video untuk hiburan maupun informasi, berkomunikasi dengan
keluarga dan teman, membagikan konten, melakukan interaksi sosial secara umum (seperti

memberi tanda suka, komentar, dan mengikuti akun tertentu), serta mengelola pekerjaan.

Berdasarkan keseluruhan data tersebut, dapat dipahami bahwa karakteristik responden

mengindikasikan adanya keterkaitan antara durasi penggunaan media sosial dengan dinamika
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konflik dalam rumah tangga. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk memahami bentuk-bentuk
konflik yang muncul dalam rumah tangga akibat penggunaan media sosial, yang akan dibahas

pada bagian berikutnya.

Bentuk dan Dinamika Konflik Rumah Tangga Akibat Aktivitas Media Sosial

Hasil penelitian melalui kuesioner memperlihatkan bahwa aktivitas media sosial dalam
rumah tangga memunculkan berbagai bentuk konflik. Beberapa konflik yang paling banyak
dialami oleh responden berupa teguran dari pasangan, rasa curiga dan cemburu, pertengkaran
berulang, renggangnya komunikasi, hingga pengabaian kewajiban rumah tangga akibat

penggunaan media sosial yang tidak terkontrol.

Salah satu responden menyatakan bahwa terlalu sering mengonsumsi konten terkait
rumah tangga di media sosial membentuk ekspektasi tertentu terhadap pasangan, sehingga
menimbulkan ketidakpuasan dan perselisihan. Responden lain menyebutkan penggunaan media
sosial untuk mengunggah kehidupan rumah tangga tanpa kesepakatan bersama dapat
mengganggu  privasi pasangan dan memicu perselisihan. Beberapa responden juga
mengungkapkan kecemburuan akibat interaksi dengan lawan jenis melalui media sosial, dan satu
responden lainnya menceritakan konflik yang lebih serius, yaitu terjadinya perselingkuhan akibat
interaksi dengan lawan jenis di media sosial. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa munculnya
konflik tidak semata-mata dipengaruhi oleh lamanya penggunaan media sosial, tetapi juga
dipengaruhi oleh pola interaksi serta cara pasangan memanfaatkan media sosial dalam kehidupan

rumah tangga.

Dari sisi frekuensi konflik, sebanyak 11 responden menyatakan bahwa konflik akibat
penggunaan media sosial terjadi sesekali. Sedangkan 7 responden lainnya mengakui konflik terjadi
berulang atau cukup sering, namun belum sampai pada tahap konflik yang serius dan berlarut-
larut. Data tersebut menunjukkan bahwa konflik akibat media sosial pada umumnya masih berada

pada tingkat ringan hingga sedang.

Tabel 2. Bentuk dan Frekuensi Konflik dalam Rumah Tangga Akibat Media Sosial

Bentuk Konflik Jumlah Frekuensi Konflik Jumlah
(Jawaban lebih dari 1) Jawaban (Jawaban Tunggal) Responden
Teguran dari pasangan 13 Terjadi Sesekali 11
Rasa Cemburu/curiga 8 Tetjadi berulang/sering 7
Pertengkaran Berulang 8 Menjadi masalah serius 0

Komunikasi menjadi renggang 7
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Mengabaikan kewajiban rumah tangga 3

Berdasarkan data tersebut, bentuk konflik yang paling dominan adalah teguran dari
pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, konflik yang muncul masih berada
pada tahap awal berupa respons terhadap perilaku pasangan yang dianggap mengganggu
keseimbangan hubungan. Selain itu, munculnya rasa curiga dan cemburu yang cukup tinggi juga
menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dan tidak transparan dapat
memengaruhi rasa aman, kepercayaan terhadap pasangan, dan keterbukaan dalam hubungan suami
istri.!!

Apabila dilihat dari dinamika terjadinya, konflik umumnya berkembang secara bertahap.
Penggunaan media sosial yang tidak terkontrol pada awalnya memunculkan rasa curiga dan
cemburu, terutama ketika penggunaannya terdapat interaksi yang dianggap kurang terbuka atau
melewati batas yang disepakati bersama. Kondisi tersebut kemudian mendorong munculnya
teguran dari pasangan sebagai bentuk respons terhadap perilaku yang dinilai mengganggu
keseimbangan hubungan. Apabila situasi tersebut tidak diselesaikan melalui komunikasi yang baik,
konflik dapat berkembang menjadi pertengkaran berulang, renggangnya komunikasi, hingga pada
sebagian kecil kasus berujung pada pengabaian kewajiban rumah tangga.

Selain itu, perbedaan batasan dan persepsi antar pasangan mengenai penggunaan media
sosial juga turut memengaruhi munculnya konflik. Aktivitas yang dianggap wajar oleh satu pihak
belum tentu dipandang sama oleh pasangannya. Misalnya, kebiasaan memberikan respons terhadap
unggahan orang lain, menjalin komunikasi intens dengan teman tertentu, atau membagikan
aktivitas pribadi di media sosial dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda. Perbedaan persepsi
tersebut dapat memicu kesalahpahaman apabila tidak disertai kesepakatan bersama mengenai
batasan penggunaan media sosial dalam rumah tangga.

Terkait sikap responden dan pasangan dalam menghadapi konflik akibat media sosial,
sebagian besar responden menyatakan bahwa konflik disikapi dengan cara membicarakannya
secara baik-baik. Namun demikian, terdapat pula responden yang memilih untuk bertengkar atau
saling mendiamkan pasangan. Sebagian kecil responden menyebutkan adanya upaya meminta
bantuan pihak ketiga sebagai penengah dalam penyelesaian konflik yang terjadi.

Temuan ini mengungkapkan bahwa meskipun media sosial dapat memicu perselisihan,
sebagian besar pasangan masih menempatkan komunikasi langsung sebagai cara utama dalam

menyelesaikan konflik. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan media sosial belum sepenuhnya

" Muhammad Hasbulloh Huda and Danang Rahmat Arwata, “Pengaruh Media Sosial T'erhadap
Keharmonisan Pasangan Suami Istri Desa Ganjaran Kec Gondanglegl,” Magashid Jurnal Hukum Islam 7, no. 1 (2024):
63-74, https:/ /doi.org/10.35897/maqashid.v7i1.1543.
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dapat menggantikan cara penyelesaian masalah secara tatap muka dalam rumah tangga. Di sisi lain,
adanya responden yang memilih untuk saling mendiamkan pasangannya, menunjukkan bahwa
tidak semua pasangan dapat menyelesaikan konflik secara terbuka. Sikap diam tersebut
mengindikasikan adanya pola komunikasi yang kurang terbuka, sehingga berpotensi menunda
penyelesaian masalah dan membuka peluang terjadinya kesalahpahaman apabila tidak segera diatasi
melalui komunikasi yang efektif. "

Secara keseluruhan, data penelitian menunjukkan bahwa media sosial tidak secara langsung
menimbulkan konflik, tetapi menjadi ruang yang dapat memperbesar potensi munculnya konflik
dalam rumah tangga. Bentuk konflik yang muncul pada umumnya berkembang dari permasalahan
yang ringan menuju permasalahan yanglebih kompleks apabila tidak disertai komunikasi yang baik.
Oleh karena itu, pemahaman terhadap bentuk dan dinamika konflik ini penting sebagai dasar untuk
memahami lebih lanjut bagaimana kaitan bentuk-bentuk konflik tersebut dengan unsur nusyzz dan

syigaq dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Klasifikasi Bentuk Konflik Rumah Tangga Akibat Media Sosial

Berdasarkan data penelitian, bentuk-bentuk konflik rumah tangga akibat penggunaan
media sosial dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek emosional, aspek
komunikasi, aspek perilaku, dan aspek relasional. Klasifikasi ini bertujuan untuk memudahkan
pemahaman terhadap ragam bentuk konflik yang muncul.

Pertama, aspek emosional. Rasa cemburu dan curiga terhadap pasangan merupakan bentuk
konflik yang termasuk dalam aspek emosional. Perasaan tersebut merupakan emosi yang secara
alami muncul saat seseorang merasa terancam, takut akan kehilangan kasih sayang dan perhatian
dalam suatu hubungan. Cemburu merupakan emosi yang kompleks karena menimbulkan rasa
curiga, dan emosi-emosi lainnya.”” Dalam penelitian ini, perasaan cemburu dan curiga umumnya
muncul ketika penggunaan media sosial berlebihan dan melibatkan interaksi yang tidak transparan
dengan pihak lain.

Kedua, aspek komunikasi. Bentuk konflik yang termasuk dalam aspek ini adalah teguran
dari pasangan, pertengkaran berulang, dan komunikasi yang menjadi renggang. Konflik pada aspek
ini muncul ketika penggunaan media sosial mulai mengganggu kualitas interaksi langsung antara

suami dan istri."

12 Dinny Rahmayanty et al., “Pentingnya Komunikasi Untuk Mengatasi Problematika Yang Ada Dalam
Keluarga,” Jumal Pendidikan dan Konseling (JPDK) 5, no. 6 (2023): 28-35, https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i6.20180.

13 Nuri Izza Maulida, “Mengenal Lebih Dekat Tentang Emosi Dasar Cemburv,” Universitas Islan Negeri
Mantlana Malik Ibrabim Malang, 2023, https:/ /piaud.uin-malang.ac.id/ mengenal-lebih-dekat-tentang-emosi-dasar-
cemburu/.

14 Aiman and Budiman, “Dinamika Interaksi Pasangan Suami Istri pada Era Digital.”
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Ketiga, aspek perilaku. Dalam aspek ini konflik tampak dalam bentuk tindakan yang nyata.
Bentuk konflik yang termasuk dalam aspek perilaku antara lain pengabaian kewajiban rumah
tangga serta penggunaan media sosial untuk mengunggah privasi rumah tangga tanpa adanya
persetujuan pasangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media sosial tidak hanya
memengaruhi aspek emosional dan komunikasi, tetapi juga dapat berdampak pada perilaku dan
tanggung jawab dalam rumah tangga."

Keempat, aspek relasional. Aspek ini terlihat pada terjadinya perselingkuhan akibat
interaksi dengan lawan jenis melalui media sosial. Meskipun hanya ditemukan pada sebagian kecil
responden, bentuk konflik ini dapat menimbulkan tingkat keretakan hubungan yang lebih serius
karena tindakan tersebut melanggar komitmen, kesetiaan dan kepercayaan dalam rumah tangga.'®

Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa konflik yang dipicu oleh penggunaan media sosial
tidak selalu tampak dalam bentuk perilaku yang dapat diamati secara langsung, tetapi juga dapat
melibatkan aspek emosional, komunikasi, dan relasional yang saling berkaitan. Pemahaman
terhadap klasifikasi ini menjadi dasar untuk menelaah lebih lanjut keterkaitannya dengan unsur

nusynz dan syigaq dalam hukum keluarga Islam.

Konsep Nusyuz dan Syiqaq dalam Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan pendapat Ar-Raghib Al-Ashfahani;, Ad-Damaghani, dan Ibnu Taimiyah,
nusynz pada dasarnya dapat dipahami sebagai sikap pembangkangan terhadap pasangan yang
diwujudkan melalui pengabaian kewajiban atau penolakan terhadap hak-hak pasangan tanpa alasan
yang dibenarkan.'” Allah telah mengatur konsep nusyug dalam al-Qur’an surat An Nisa: 34. Di

dalamnya dijelaskan solusi penyelesaian tindakan nusyxz.
B it Gl il 1355 516 KTl (1553515 Ul  Ghiyeils Hhpland sl 055055 (gl
“Perempuan-perempnan yang kamu khawatirkan akan nusyng berilah mereka nasibat, tinggalkanlah

mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalan perln) pukullah mereka (dengan cara yang tidak

15 Baidowi, ‘“Perceraian Digital: Peran Media Sosial dalam Retaknya Rumah Tangga di Era Teknologi.”

16 Siti Mutmainnah et al., “Pernikahan di Era Media Sosial di Indonesia: Analisis Sosial terhadap Perubahan
Relasi Suami Istri dalam Keluarga Modern,” A/-Zayn : Jurmal Lmu Sosial & Hukum 4, no. 1 (2026): 6283-91,
https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4132.

17 Ibnu Taimiyah, Majmu'ah Al-Fatawa, 3rd ed. (Mansoura: Dar al-Wafa’, 2005), 32:276; Ar-Raghib Al-
Ashfahani, Mu jam Mufradat Alfazh al-Our'an, 1st ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-"Timiyyah, 2004), 806; Al-Husain bin
Muhammad Ad-Damaghani, Ishlah AF-Wujub Wa an-Nadzair Fi al-Qur’'an al-Karim, 4th ed. (Beirut: Dar al-TIm 1i al-
Malayin, 1983), 457.
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menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimn, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
menyusabkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maba Besar.” "

Kemudian di dalam al-Qur’an surat An Nisa: 128 juga disebutkan kemungkinan terjadinya
nusynz dari sisi suami. Hal ini menegaskan bahwa nusyng dapat dilakukan oleh kedua belah pihak

dalam ikatan pernikahan.
i a5 lalalialio L Ualiad O Lagle 2105 516 Unlyl 5 G340 el b 235 31500 ol
s Ol ey (6 bl G15 15555 |3kl 15 220
“Tika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusynzg atau bersikap tidak acub, kednanya dapat
mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itn lebib baik (bagi mereka), walaupun manusia
itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebatkan dan memelibara dirimu (dari nusyng dan
sikap tidak acub) sesunggubnya Allah Maba Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” "’
Penyelesaian nusynz yang dilakukan oleh istri dalam fikih pada prinsipnya dilakukan dengan
beberapa tahapan, dimulai dari pemberian nasihat, pemisahan tempat tidur, dan yang terakhir
dengan memberikan pukulan yang tidak menyakiti apabila kedua cara sebelumnya tidak
membuahkan hasil. Sedangkan nusyuz yang dilakukan dari sisi suami, penyelesaiannya dilakukan
melalui metode damai (s#/h).*
Adapun pengertian Syigag dalam Al-Mausu’ah Al-Fighiyyah diartikan sebagai perselisihan
yang terjadi antara suami dan istri, baik disebabkan oleh salah satu pihak, keduanya, maupun faktor
cksternal dari keduanya. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pasangan, maka

disyariatkan pengangkatan hakam sebagai upaya perdamaian.”’ Konsep syigag ditegaskan dalam al-

Qur’an surat An Nisa: 35.

ke G il Glaladiis 401 3353 3ol 108 (1-edal s La&os alal s Lo 1550300 Legis (Lo fids &3
“Vika kamu (para wali) kbawatir terjadi persengketaan di antara kednanya, utuslah seorang juru damai
dari keluarga laki-laki dan seorang jurn damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud

melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah menberi taufik kepada keduanya. Sesunggnbnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.””

8 Qur'an Kemenag, n.d., https:/ /quran.kemenag.go.id/.

Y Qur'an Kemenag.

20 Muh. Rizal Hamdi, “Konsepsi Nusyuz dan Syiqaq dalam Hukum Perkawinan Islam,” Jurmal Darussalam:
Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2021): 123-32, https://doi.org/10.59259/jd.v1i2.12.

2 Wizarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, A/~Mansu'ah Al-Fighiyyah Al-Kuwaitiyyah (Kairo: Dar al-
Safwah, 1993), 29:53.

22 Qur'an Kemenag.
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Ayat tersebut menekankan pentingnya upaya islah melalui mediasi dengan menghadirkan pihak
ketiga (hakam) dari keluarga masing-masing pihak.

Secara substansial, ##synz menggambarkan perilaku yang mengganggu keseimbangan hak
dan kewajiban rumah tangga, seperti pengabaian tanggung jawab, penolakan menjalankan peran,
atau sikap yang merugikan pasangan.” Oleh karena itu, #usynz lebih dipahami sebagai permasalahan
perilaku yang bersumber dari salah satu pihak baik suami atau istri, yang berpotensi menurunkan
keharmonisan dalam hubungan rumah tangga apabila tidak segera ditangani.

Berbeda dengan nusyuz yang bersumber dari salah satu pihak, syigag menunjukkan konflik
relasional yang bersumber dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Dalam banyak kasus, nusyuz
yang tidak diatasi dengan baik dapat berkembang menjadi syigaq, dan pada akhirnya membuka jalan
menuju perceraian.”*

Dalam literatur fikih klasik, pembahasan mengenai nusynz dan syigag tidak dijelaskan
bentuk-bentuknya secara rinci dan hanya dijelaskan bentuk perilakunya secara umum. Dalil-dalil
yang ada cenderung menckankan pada konsekuensi hukum dan cara penyelesaian ketika terjadi
nusynz atau syigaq. Seperti anjuran islah, pemberian nasihat, dan intervensi hakam dalam kasus
syigaq.

Pembahasan Nusyug dan syigag dalam fikih klasik dilatarbelakangi oleh kondisi sosial yang
berbeda dengan kondisi masyarakat modern. Kemajuan teknologi informasi dan munculnya media
sosial mendatangkan bentuk interaksi baru yang tidak dikenal dalam konteks klasik. Akibatnya,
beberapa fenomena kontemporer yang berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga belum
secara jelas dibahas dalam literatur fikih klasik. Dengan demikian, pemahaman terhadap konsep
nusynz dan syigag dalam fikih klasik perlu dikaji kembali secara kontekstual agar dapat digunakan
untuk menelaah bentuk-bentuk konflik rumah tangga yang muncul akibat penggunaan media

sosial.

Indikator Analisis Nusyuz dan Syiqaq

Berdasarkan sintesis terhadap definisi #usyug yang dikemukakan oleh para ulama, serta
analisis terhadap konsekuensi hukum dan pembahasan fikih mengenai #usynz, disusun beberapa
indikator operasional sebagai dasar analisis untuk mengidentifikasi unsur #usy#z dalam konflik

rumah tangga akibat media sosial. indikator tersebut meliputi:

2 Deka Ria Murni Lubis, “Tela’ah Ayat Hukum dan Hadits Tentang Nusyuz,” E/XSirry: Jurnal Hukum Islam
dan Sosial 1, no. 1 (2023): 61-73, https://doi.org/10.24952/ ejhis.v1i1.9594.

24 Israt Damiarto, Alfitri, and Moh. Mahrus, “Konflik Suami Istri Perspektif Al Quran (Kajian Ayat
Tematik Terkait Nusyuz Dan Syiqaq),” Jumal Tana Mana 4, no. 2 (2023): 126—40.
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1. Terdapat pengabaian atau penolakan terhadap kewajiban atau hak pasangan yang
scharusnya dipenuhi
2. Dilakukan secara sadar atau sengaja
3. Tidak terdapat uzur syar7 yang membenarkan tindakan tersebut
Sementara itu indikator analisis syigag dibuat berdasarkan QS. An-Nisa: 35, definisi syigaq,
dan penjelasan para ulama mengenai §yigaq. Konflik dipandang memiliki kecenderungan sebagai
syigaq apabila memenuhi sebagian besar indikator berikut:
1. Terjadi pertengkaran yang tajam antara suami dan istri
2. Berlangsung secara berulang dan berkelanjutan
3. Menimbulkan permusuhan dan keretakan hubungan
4. Sulit diselesaikan secara mandiri oleh pasangan
5. Konflik memiliki kecenderungan untuk melibatkan bantuan pihak ketiga (hakam) dalam

penyelesaiannya.

Analisis Unsur Nusyuz dan Syiqgaq dalam Perselisihan akibat Media Sosial

Berdasarkan hasil penelitian, berbagai bentuk konflik rumah tangga akibat penggunaan
media sosial perlu dianalisis dalam perspektif hukum keluarga Islam untuk melihat ada atau
tidaknya unsur nusyuzg dan syigag. Oleh karena itu, setiap bentuk konflik akan dikaji secara bertahap
berdasarkan temuan penelitian.

Pertama, bentuk konflik berupa teguran. Dalam klasifikasi sebelumnya, teguran termasuk
dalam aspek komunikasi. Teguran merupakan bentuk peringatan terhadap suatu tindakan yang
menyalahi norma atau kewajiban. Teguran yang disampaikan dengan baik dapat menjadi bagian
dari upaya nasihat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, dan termasuk sebagai langkah awal
dalam menghadapi indikasi #zsy#z. Namun demikian, teguran bukan bagian dari #usyuz itu sendiri.
Selain itu, teguran juga tidak memenuhi unsur syigaq karena tidak mencerminkan perselisihan yang
tajam, berulang dan berkelanjutan.

Kedua, rasa cemburu dan curiga merupakan konflik yang memengaruhi aspek emosional
dalam diri seseorang. Kondisi ini terjadi saat seseorang merasa pasangannya tidak memperhatikan
atau menghargai dirinya.” Dalam konteks penelitian ini, cemburu dan curiga yang terjadi
disebabkan oleh penggunaan media sosial yang terlalu intens. Perasaan tersebut pada dasarnya
tidak termasuk dalam kategori nusyug, kecuali apabila ditkuti dengan tindakan yang memenuhi
indikator nusyuzg, seperti mengabaikan kewajiban terhadap pasangan atau menolak memenuhi hak

pasangan tanpa ada uzur syar’, serta tetap dilakukan secara sadar dan sengaja. Demikian pula, rasa

25 Rahmayanty et al., “Pentingnya Komunikasi Untuk Mengatasi Problematika Yang Ada Dalam Keluarga.”
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cemburu dan curiga belum dapat dikategorikan sebagai syigag, kecuali apabila berkembang menjadi
pertengkaran yang tajam, terus muncul kembali akibat permasalahan yang sama, berlangsung secara
berulang dan berkelanjutan, hingga menimbulkan keretakan hubungan, serta sulit diselesaikan
sendiri oleh pasangan hingga berpotensi memerlukan pihak ketiga sebagai upaya penyelesaian.
Ketiga, Pertengkaran berulang. Dalam klasifikasi sebelumnya, pertengkaran berulang
termasuk dalam aspek komunikasi karena berkaitan dengan terganggunya proses interaksi dan
penyampaian pesan antara suami istri. Konflik ini umumnya dipicu oleh pola komunikasi yang
kurang efektif.® Bentuk konflik ini memiliki kedekatan dengan unsur syigag. Dalam fikih, syigaq
dipahami sebagai perselisihan yang terjadi secara tajam, berkelanjutan dan sulit untuk didamaikan.

(13

Dalam konteks penelitian ini, karakter “tajam” tercermin dari munculnya pertengkaran dan
terganggunya hubungan komunikasi antara pasangan yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan
keretakan dalam hubungan. Sementara itu aspek “berkelanjutan” ditunjukkan oleh konflik yang
terus muncul kembali akibat permasalahan yang sama, sebagaimana terlihat dari adanya
pertengkaran berulang dan konflik yang dibiarkan berlarut. Adapun aspek “sulit didamaikan”
tercermin pada konflik yang tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi biasa, sehingga
mendorong keterlibatan pihak ketiga sebagai upaya penyelesaian. Namun, berdasarkan data
penelitian, sebagian besar pertengkaran yang terjadi masih dapat diselesaikan melalui komunikasi
antara pasangan, sehingga belum sepenuhnya memenuhi unsur gyigaq.

Keempat, renggangnya komunikasi dapat terjadi karena waktu interaksi langsung berkurang
akibat penggunaan media sosial yang berlebihan, sehingga kedekatan emosional antara pasangan
menurun. Dalam relasi rumah tangga, komunikasi memiliki fungsi penting sebagai sarana
membangun keterbukaan, kepercayaan dan rasa saling memahami antara suami dan istri. Apabila
komunikasi dalam hubungan berkurang dapat menimbulkan kesalahpahaman, rasa tidak percaya
serta potensi konflik berkelanjutan.”’” Berkurangnya komunikasi tidak secara langsung
menunjukkan adanya pelanggaran kewajiban sebagaimana dalam #xsyuz, maupun perselisihan tajam
yang mencerminkan syzgag. Hanya saja kondisi ini dapat menjadi faktor yang memperbesar potensi
terjadinya konflik yang lebih serius. Dengan demikian, komunikasi yang renggang lebih tepat
dipahami sebagai faktor pendukung terjadinya konflik, bukan sebagai bentuk nusynz atau syigaq itu
sendiri.

Kelima, pengabaian terhadap kewajiban rumah tangga terjadi karena penggunaan media

sosial yang berlebihan dapat mengalihkan perhatian individu dari tanggung jawab rumah tangga,

26 Rahmayanty et al., “Pentingnya Komunikasi Untuk Mengatasi Problematika Yang Ada Dalam Keluarga.”

27 Muhammad Ardian, Nabila Safitri.KK, and Khusnul Khotimah, “Kurangnya Komunikasi Dalam
Keluarga: Faktor, Dampak, Dan Solusi,” PUBLIK: Publikasi Iayanan Bintbingan dan Konseling Islam 3, no. 2 (2024),
https://doi.org/10.47945/ publik.v3i2.1817.
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sehingga kewajiban tidak terpenuhi secara optimal. Berdasarkan klasifikasi sebelumnya, bentuk
konflik ini termasuk dalam aspek perilaku karena tampak dalam tindakan nyata yang memengaruhi
pelaksanaan peran dan tanggung jawab rumah tangga. Bentuk konflik ini memiliki kedekatan
dengan unsur zusyuz. Dalam hukum keluarga Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberi
nafkah, memperlakukan istri dengan baik, serta menjalankan peran kepemimpinan. Sementara itu
istri berkewajiban untuk taat dalam hal yang #a’ruf, menjaga kehormatan, serta mengelola rumah
tangga.” Secara normatif, pengabaian kewajiban memiliki kedekatan yang kuat dengan unsur nusyuzg
karena berkaitan langsung dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam rumah tangga.
Namun, data penelitian belum menunjukkan secara jelas apakah pengabaian tersebut dilakukan
secara sengaja serta tanpa uzur gyar’7 yang dibenarkan. Oleh karena itu, konflik ini belum dapat
dikategorikan sebagai nusyng secara pasti, meskipun menunjukkan keterikatan yang kuat dengan
konsep nusyuz,.

Keenam, pelanggaran privasi pasangan dalam rumah tangga juga muncul sebagai bentuk
konflik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan batas privasi dalam relasi rumah tangga
di era digital, di mana aktivitas personal sering kali dianggap wajar untuk dibagikan di ruang publik.
Salah satu responden menyebutkan adanya ketegangan akibat unggahan kehidupan pribadi di
media sosial tanpa persetujuan pasangan. Pelanggaran privasi yang dimaksud di dalam penelitian
ini adalah tindakan membagikan informasi, aktivitas, atau permasalahan rumah tangga ke media
sosial tanpa persetujuan pasangan yang bersangkutan. Dalam perspektif hukum keluarga Islam,
menjaga kehormatan dan privasi rumah tangga merupakan bagian dari kewajiban dalam rumah
tangga.” Oleh karena itu, tindakan membagikan informasi atau permasalahan rumah tangga tanpa
persetujuan pasangan bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan dan privasi keluarga.
Namun dalam konteks penelitian ini, konflik tersebut belum dapat dikategorikan sebagai nusyuz
maupun §yigaq karena berdasarkan keterangan responden permasalahan dapat diselesaikan melalui
komunikasi dan kesepakatan untuk lebih menghargai privasi masing-masing.

Ketujuh, konflik berupa perselingkuhan termasuk dalam aspek relasional karena menyentuh
secara langsung unsur kesetiaan, kepercayaan dan keberlangsungan hubungan suami istri. Dalam
konteks penelitian ini, perselingkuhan terjadi karena media sosial memberikan kemudahan untuk
menjalin komunikasi intens dengan pihak lain secara tersembunyi, sehingga meningkatkan peluang

terjadinya kedekatan emosional di luar hubungan pernikahan.” Perselingkuhan berkaitan dengan

28 Amelya Izmi Azizah, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam,” Maliki
Interdisciplinary Joumal (MI]) 2, no. 6 (2024): 916-25.

2 Azizah, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam.”

30 Syafruddin Syam, “Pemicu Media Sosial dan Pengaruhnya Akibat Perselingkuhan: Fenomena dalam
Kehidupan Kelvarga,” A/-Usrab : Jurnal Al-Abwal As-Syakhsiyah 10, no. 1 (2022): 51-62,
https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i1.15163.
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pelanggaran terhadap kehormatan dan kesetiaan dalam perkawinan.” Sementara itu hukum Islam
menckankan pentingnya menjaga kehormatan, kesetiaan, dan kepercayaan dalam kehidupan rumah
tangga serta melarang segala bentuk hubungan yang dapat mengancam keutuhan pernikahan. Oleh
karena itu, tindakan tersebut memiliki kedekatan yang kuat dengan unsur nasyuz karena
menunjukkan pengabaian terhadap kewajiban menjaga kehormatan dan kesetiaan terhadap
pasangan. Dalam literatur fikih, kecenderungan kepada laki-laki atau perempuan lain juga termasuk
salah satu bentuk zusynz.”* Oleh karena itu, perselingkuhan menjadi bentuk konflik yang paling
dekat dengan karakteristik #usyuz dibandingkan konflik lainnya yang ditemukan dalam penelitian
ini.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa mayoritas konflik akibat
penggunaan media sosial dalam penelitian ini belum memenuhi unsur 7usyuz maupun syigaq secara
utuh. Konflik yang terjadi lebih banyak berada pada tahap perselisihan ringan hingga potensial,
yang masih dapat diselesaikan melalui komunikasi antara pasangan dalam rumah tangga. Adapun
konflik yang memiliki kedekatan dengan unsur nusyuz ditemukan pada bentuk pengabaian
kewajiban dan perselingkuhan. Pengabaian kewajiban rumah tangga secara normatif memiliki
keterkaitan yang erat dengan konsep nusyng, meskipun data penelitian belum memungkinkan untuk
memastikan terpenuhinya unsur-unsur z#syug secara utuh pada konflik tersebut. Sementara itu,
pertengkaran berulang merupakan konflik yang paling dekat dengan karakteristik §yigag, meskipun
berdasarkan data penelitian konflik tersebut pada umumnya masih dapat diselesaikan secara
mandiri oleh pasangan.

Dari hasil analisis di atas dapat dipahami bahwa media sosial dalam kehidupan rumah
tangga lebih berperan sebagai medium yang membantu munculnya konflik, bukan sebagai
penyebab utama keretakan hubungan. Konflik yang terjadi pada umumnya berakar pada pola
komunikasi dan pengelolaan hubungan yang kurang optimal antara suami istri. Temuan tersebut
menegaskan pentingnya komunikasi yang terbuka dan sikap saling memahami sebagai fondasi
dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.”
Di sisi lain, konsep nusyuz dan syigag dalam hukum keluarga Islam tetap relevan untuk digunakan
dalam membaca fenomena kontemporer ini, karena mampu menjadi kerangka normatif dalam

menilai batas antara konflik yang wajar dengan pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga.

31 Munjiatun, Nur Thsan, and Dliyaul Muggsith, “Perselingkuhan dalam Perspektif Tafsir Al Maqgashidi,”
Ranabh Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development 8, no. 1 (2025): 611-27,
https://doi.org/10.38035/11j.v8i1.1907.

32’Isam Muhammad Fahim Jum’ah, “Al-Nusyuz Bayna al-Zawjayn: Al-Asbab Wa Al-"Tlaj,” Alukah,
October 13, 2021, https:/ /www.alukah.net/social/0/149884.

3 Adelia Putri Agustina, “Perubahan Pola Komunikasi Keluarga di Era Digital,” Global Komunika : Jurnal
Limu Sosial dan Linm Politik 6, no. 2 (2023), https:/ /doi.org/10.33822/ gk.v(6i2.6498.
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Upaya Pencegahan Konflik Rumah Tangga Akibat Media Sosial

Konflik rumah tangga akibat penggunaan media sosial dapat dicegah melalui beberapa
upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh suami dan istri. Kehadiran media sosial pada dasarnya
tidak selalu memberikan dampak negatif, namun dapat memicu perselisthan apabila
penggunaannya tidak disertai dengan batasan yang jelas, keterbukaan, serta komunikasi yang baik
antara pasangan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama agar penggunaan media sosial
tetap berjalan secara proporsional dan tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Di antara upaya yang dapat dilakukan adalah membangun kesepakatan mengenai aturan
penggunaan media sosial dalam rumah tangga, seperti batasan interaksi dengan lawan jenis,
keterbukaan terhadap aktivitas digital, serta penggunaan media sosial yang tetap menghargai privasi
pasangan. Selain itu, pasangan juga perlu mengalokasikan waktu bebas gawai (gadget-free time) secara
rutin agar komunikasi dan interaksi secara langsung tetap terjaga. Hal tersebut penting karena
penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat menurunkan kualitas dan kuantitas
komunikasi dalam hubungan.

Upaya pencegahan lainnya dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas komunikasi dan
literasi digital pasangan melalui konseling pernikahan secara daring ataupun luring, pelatihan literasi
digital, seminar keluarga, maupun diskusi terbuka mengenai penggunaan media sosial yang sehat
dalam rumah tangga. Sikap saling percaya, menjaga transparansi, dan membiasakan komunikasi
yang terbuka ketika terjadi perbedaan pandangan terkait penggunaan media sosial juga menjadi
bagian penting dalam mencegah berkembangnya konflik akibat penggunaan media sosial dalam
rumah tangga.” Dengan demikian, penggunaan media sosial yang bijak, disertai kesadaran,
tanggung jawab, dan komunikasi yang baik dapat membantu menjaga keharmonisan hubungan

suami istri di era digital serta menjaga stabilitas hubungan dalam kehidupan rumah tangga.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial dalam
rumah tangga memunculkan berbagai bentuk perselisihan, seperti teguran dari pasangan, rasa
cemburu dan curiga, pertengkaran berulang, renggangnya komunikasi, pengabaian kewajiban
rumah tangga, pelanggaran privasi, hingga perselingkuhan. Bentuk-bentuk konflik tersebut pada
umumnya masih berada pada tahap perselisihan ringan hingga potensial dan belum berkembang
menjadi konflik yang serius. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, tidak semua perselisihan

tersebut dapat dikategorikan sebagai nusynz maupun syigag. Beberapa bentuk konflik seperti

34 Baidowi, “Perceraian Digital: Peran Media Sosial dalam Retaknya Rumah Tangga di Era Teknologi.”
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pengabaian kewajiban dan perselingkuhan memiliki kedekatan dengan unsur nusy#z. Namun
demikian, perselingkuhan menunjukkan kedekatan yang lebih kuat dengan karakteristik nusynz.
Sementara itu, pengabaian kewajiban rumah tangga secara normatif memiliki keterkaitan yang erat
dengan konsep nusynz. Namun data penelitian belum memungkinkan untuk memastikan
terpenuhinya unsur-unsur zusysg secara utuh pada konflik tersebut. Sedangkan pertengkaran
berulang berpotensi mengarah pada syigag apabila berkembang menjadi perselisihan yang tajam,
berlangsung secara berulang dan berkelanjutan, serta sulit diselesaikan oleh pasangan. Dengan
demikian, media sosial pada dasarnya bukan penyebab utama keretakan rumah tangga, melainkan
faktor yang dapat memperbesar potensi terjadinya konflik apabila tidak disertai dengan komunikasi
yang baik dalam hubungan, kesadaran dalam penggunaan media sosial, dan pengelolaan hubungan
yang schat antara suami dan istri.

Penelitian ini memiliki dua keterbatasan utama. Pertama, penggunaan kuesioner sebagai
instrumen pengumpulan data membatasi kemampuan peneliti dalam menggali secara mendalam
unsur-unsur yang diperlukan untuk mengidentifikasi #usyuz dan syigaq, seperti unsur kesengajaan,
adanya uzur gyar’s, dan tingkat keberlanjutan konflik. Oleh sebab itu, hasil analisis dalam penelitian
ini lebih menunjukkan tingkat kedekatan konflik dengan unsur nusynzg dan syigag berdasarkan data
yang tersedia. Kedua, distribusi responden belum seimbang berdasarkan jenis kelamin, yaitu terdiri
atas 16 responden perempuan dan 2 responden laki-laki, sehingga hasil penelitian belum dapat
digeneralisasikan secara luas. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan
jumlah responden yang lebih besar, dengan komposisi jenis kelamin yang lebih seimbang, serta

teknik pengumpulan data yang memungkinkan penggalian informasi secara lebih mendalam.
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Ambivalensi Generasi Z Terhadap Pernikahan: Dampak Paparan

Fenomena KDRT dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam
Audiatus Sofa’, Ahyat Habibi?, Ahmad Marwazi®

Abstract

The increasing cases of domestic violence in Indonesia have influenced Generation’s attitudes toward marriage. This
study aims to analyze the ambivalence of Generation Z toward marriage after exposure to domestic violence
phenomena from the perspective of Islamic family law. This study employed a qualitative approach through a
descriptive-analytical field study. Data were collected throngh in-depth interviews with 18 Generation Z informants
consisting of 2 male informants and 16 female informants, from several universities in Java and West Nusa
Tenggara, selected through purposive sampling based on specific criteria, being unmarried, having been exposed to
domestic violence, and being willing to participate in in-depth interviews. Data analysis used the Miles and
Huberman model. The findings reveal that repeated exposure to domestic violence phenomena fosters ambivalent
attitudes among Generation, toward marriage, manifested two opposing response poles. On one hand, such exposure
generates negative impact in the form of fear marriage, a tendency to delay marriage, and skepticism toward potencial
partners. On the other hand, the same exposure also produces positive impact in the form of increased selectivity in
choosing partners, a growing understanding healthy relationship, and mentall and emotional preparedness before
marriage. From the perspective of Islamic family law, this ambivalence reflect the balance between avoiding harm
while pursuing the Islamic ideal of sakinah, mawaddah, and rabmab Fanily.

Reywords: Ambivalence; Generation Z; Domestic Violence; Marriage; Islamic Family Law.
Abstrak

Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia turut memengaruhi cara pandang
Generasi Z terhadap pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ambivalensi Generasi
Z terhadap pernikahan setelah terpapar fenomena KDRT dalam perspektif hukum keluarga Islam.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan deskriptif-analitis.
Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 18 informan Generasi Z, terdiri dari 2
laki-laki dan 16 perempuan, dari beberapa perguruan tinggi di wilayah Jawa dan Nusa Tenggara
Barat yang dipilih dengan teknik purposive sampling dengan kriteria belum menikah, pernah terpapar
fenomena KDRT, dan bersedia diwawancarai secara mendalam. Analisis data dilakukan
menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan
fenomena KDRT secara terus-menerus membentuk sikap ambivalen pada Generasi Z terhadap
pernikahan. Ambivalensi tersebut terwujud dalam dua kutub respons yang berlawanan sebagai
dampak dari paparan fenomena KDRT. Di satu sisi, paparan tersebut menimbulkan dampak
negatif berupa munculnya ketakutan, penundaan pernikahan, dan skeptisisme terhadap pasangan.
Di sisi lain, paparan tersebut menghasilkan dampak positif berupa selektivitas dalam memilih
pasangan, pemahaman mengenai relasi yang schat, serta kesiapan mental dan emosional. Dalam
perspektif hukum keluarga Islam, ambivalensi tersebut mencerminkan keseimbangan antara upaya
menjaga diri dari kemudaratan sekaligus upaya membangun pernikahan yang mewujudkan keluarga
sakinah, mawaddabh, dan rabmab.

Kata Kunci: Ambivalensi; Generasi Z; KDRT; Pernikahan; Hukum Keluarga Islam
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Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga.*

Di Indonesia, fenomena KDRT masih menjadi isu utama. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa KDRT bukan sekadar masalah dalam ranah personal, melainkan juga menjadi isu sosial
yang mendesak untuk diperhatikan.® Negara yang dikenal menjunjung tinggi nilai moral dan
kekeluargaan ini masih harus bergelut dengan angka KDRT yang terus meningkat setiap tahunnya.®
Data dari Kementerian PPPA tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat 28.789 kasus kekerasan
secara keseluruhan. Mayoritas korban dari total jumlah kejadian tersebut adalah perempuan, yaitu
sebanyak 24.973 orang. Sementara itu, jumlah korban laki-laki mencapai 3.816 orang.” Berbagai
laporan menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi keluhan yang paling
sering muncul. Bahkan, data BADILAG mencatat tingginya angka kekerasan yang terjadi dalam
lingkup personal.® Jumlah kasus kekerasan di Indonesia mengalami kenaikan yang substansial pada
tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dengan jumlah 18.466 kasus. Selain itu, Kementerian
PPPA menyatakan bahwa KDRT merupakan jenis kasus kekerasan yang paling banyak terjadi jika
diukur dari jumlah korban per lokasi. Pada tahun 2024, terdapat 19.045 kasus KDRT yang
dilaporkan, serta jumlah kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT di Indonesia pada tahun
2024 tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 7.243.°

Jika ditelusuri lebih lanjut, kekerasan terhadap istri (K'TT) adalah kasus paling dominan
dalam ranah personal. Tren tersebut juga tercermin dalam laporan CATAHU terhitung sejak tahun

2001. Dalam total laporannya, Komnas Perempuan mencatat laporan mengenai KTI berjumlah

* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

° Hasudungan Sinaga, “MENGUNGKAP REALITAS DAN SOLUSI TERHADAP KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA,” IBLAM ILAW REVIEW 2, no. 1 (January 2022): 188-210,
https://doi.org/10.52249/1lr.v2i1.236.

® M. Yanis Saputra, Di Balik Tirai Santun: Mengungkap Fakta Miris KORT Dan Kunci Menjudkan Kelnarga
Sakinah, 2025, https://matinews.mahkamahagung.go.id/artikel/di-balik-tirai-santun-mengungkap-fakta-miris-kdrt-
0s3.

7 Trias Palupi Kurnianingram, URGENSI PELINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA, XVII, no. 1 (January 2025).

¥ Komnasperempuan, Sizran Pers Kommas Perempuan Tentang Peluncuran Catatan Tabunan Kasus Kekerasan

Terbadap Perempuan Tabun 2023, March 7, 2024, https:/ /komnasperempuan.go.id/ siaran-pers-detail / siaran-

pers-komnas-perempuan tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap perempuan-tahun-

2023.

? Kurnianingrum, URGENSI PELINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DAIAM
RUMAH TANGGA.
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672 kasus, yang menjadi kasus dengan jumlah tertinggi. Secara keseluruhan, kasus di
ranah personal mengalami kenaikan sebesar 3,4% yaitu dengan jumlah 5.950 pada tahun 2024
jika dibandingkan dengan tahun 2023. Selain itu, data ini juga mengindikasikan bahwa kategori
KDRT mencakup 83,70% dati keseluruhan pengaduan dalam lingkup pribadi.*

Di sisi lain, bersamaan dengan meningkatnya kasus KDRT, statistik pernikahan di negara
ini justru semakin menurun. Merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah
pernikahan di negara ini turun sebesar 7,51 persen pada tahun 2023.'! Pada tahun 2024, jumlah
pernikahan di Indonesia menurun lagi sebesar 6,3% menjadi 1,48 juta, yang merupakan level
terendah dalam satu dekade, memecahkan rekor dari tahun-tahun sebelumnya.'? Peningkatan
kasus KDRT diperkirakan menjadi faktor yang berkontribusi terhadap berkurangnya angka
pernikahan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa KDRT dapat menyebabkan trauma serius bagi
generasi muda, terutama untuk generasi Z.*3 Kondisi tersebut berpotensi membentuk ambivalensi
pada Generasi Z terhadap pernikahan, yakni munculnya dua sikap yang saling bertentangan secara
bersamaan, antara keinginan menikah dan ketakutan terhadap pernikahan itu sendiri. Generasi Z
atau yang umumnya dikenal Gen Z adalah mereka yang lahir dari tahun 1997-2012.1 Mereka lahir
dan berkembang dalam era teknologi modern, mereka cenderung memberikan tanggapan dan

pandangannya terhadap berbagai fenomena yang tengah ramai dibahas."

Kekhawatiran tersebut semakin diperkuat dengan maraknya pemberitaan kasus KDRT,
baik di media cetak maupun online. Kasus yang melibatkan publik figur seperti Cut Intan Nabila,
Afifah Riyad dan tokoh lainnya menyoroti konflik serta ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
Hal tersebut memengaruhi pandangan Generasi Z terhadap institusi pernikahan.*® Menciptakan

kecemasan di kalangan Generasi Z mengenai keputusan menikah. Mereka berpendapat bahwa

" RINGKASAN EKSEKUTIF '"MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: Refleksi Pendokumentasian
Dan Tren Kasus Kekerasan Terbadap Perempnan 2024° Catatan Tabunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tabun 2024, 2025.

" unairnews, Benarkah KDRT Sebabkan Angka Pernikabhan Menurun? Dosen UNAIR Berikan Tanggapan, Agustus
2024, https:/ /unair.ac.id/benarkah-kdrt-sebabkan-angkapernikahan-menurun-dosen-unair-betikan-tanggapan/.

12 Tubis Raka B, Pemikahan Di RI Kembali Cetak Rekor Terendah Pada 2024, March 7, 2025,
https://goodstats.id/infographic/ petnikahan-di-ri-kembali-cetak-rekot-terendah-pada-2024-ctxYb. Diakses 16 Mei
2025.

13 unairnews, Benarkah KDRT Sebabkan Angka Pernikaban Menurun? Dosen UNAIR Berikan Tanggapan.

4 Cindy Nutlaila et al, “Dinamika Perilaku Gen Z Sebagai Generasi Internet,” Konsensus : Jurnal Linm
Pertabanan, Hukum dan Linm Kommnnikasi 1, no. 6 (November 2024): 95-102,
https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i6.464.

15 Riyan Riswandi, Cucu Surahman, and Riris Hari Nugraha, “Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z
terhadap Isu Marriage Is Scary,” Jumal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI) 5, no. 1 (January 2025): 10-25,
https://doi.org/10.53299/ippi.v5i1.893.

16 Veni Fatimatuz Zahro, “IMPLIKASI PEMBERITAAN KDRT SELEBRITI DI INSTAGRAM
TERHADAP PERSEPSI GENERASI Z DI KABUPATEN JOMBANG” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,
2025).
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pernikahan sebaiknya dilangsungkan ketika sudah siap secara mental dan finansial, serta
dipengaruhi oleh informasi terkini mengenai kasus-kasus KDRT yang tersebar luas di media

sosial.t’

Seiring meningkatnya pemberitaan KDRT baik melalui media cetak maupun online dan
menurunnya angka pernikahan, penting untuk memahami lebih jauh bagaimana ambivalensi
Generasi Z terhadap pernikahan setelah terpapar fenomena KDRT dalam perspektif hukum
keluarga Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ambivalensi Generasi

Z terhadap pernikahan setelah terpapar fenomena KDRT dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian sebelumnya, sampai saat ini belum
ditemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang analisis ambivalensi Generasi Z
terhadap pernikahan setelah terpapar fenomena KDRT dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Adapun temuan dari kajian penelitian sebelumnya disajikan sebagai berikut:

Pertama, Melina Lestari, dkk (2024) yang mengkaji tentang “ Bagaimana Fenomena
Marriage is Scary’ dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?”.*® Penelitian tersebut menggunakan
metode kualitatif dengan teknik naratif. Hasil kajian tersebut mengindikasikan bahwa meskipun
pernikahan dipandang sebagai ibadah dan komitmen positif, terdapat kekhawatiran signifikan
terkait KIDRT, perceraian, perselingkuhan, dan budaya patriarki. Sisi persamaannya adalah pada
pembahasan tentang KDRT menjadi faktor kuat dalam membentuk skeptisisme terhadap
pernikahan. Adapun sisi perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yaitu bagaimana
ambivalensi Generasi Z terhadap pernikahan setelah terpapar fenomena KDRT dalam perspektif

hukum keluarga Islam.

Kedna, Riyan Riswandi dkk (2025) yang mengkaji tentang “Analisis Perspektif Mahasiswa
Muslim Gen-Z Terhadap Isu Marriage is Scary”.*® Penelitian tersebut menggunakan metode
kualitatif dengan teknik deskriptif. Hasil kajian tersebut mengindikasikan bahwa Generasi Z
memandang pernikahan sebagai sesuatu yang menakutkan akibat berbagai faktor, seperti
ketidakseimbangan peran gender, konflik rumah tangga, dan maraknya kasus KDRT yang mereka
lihat di media sosial. Sisi persamaannya adalah pembahasan yang menyoroti pengaruh KDRT dan

pandangan Generasi Z terhadap pernikahan. Sementara itu, sisi perbedaannya terletak pada fokus

'7 unairews, Benarkah KDRT Sebabkan Angka Pernikahan Menurun? Dosen UNAIR Berikan
Tanggapan.

'8 Melina Lestari et al., “Bagaimana Fenomena ‘Marriage is Scary’ dalam Pandangan Perempuan Generasi
Z?)” JURNAL BIMBINGAN DAN KONSELING AR-RAHMAN 10, no. 2 (December 2024): 278,
https://doi.org/10.31602/jbkt.v10i2.17187.

19 Riswandi, Surahman, and Nugraha, “Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z tethadap Isu Martiage

>

Is Scary’
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penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana ambivalensi Generasi Z terhadap pernikahan

setelah terpapar fenomena KDRT dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Ketiga, Dwi Oktaviani dan Krismono (2025) yang mengkaji tentang “Analisis of the Marriage
is Scary Phenomenon Among Generation Z: Perspective of Islamic Law Sosiology”.?° Penelitian tersebut
menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil kajian tersebut
mengindikasikan bahwa lima faktor utama penyebab persepsi negatif terhadap pernikahan, yaitu
ketakutan terhadap pasangan terutama karena KDRT, masa depan yang tidak pasti, masalah rumah
tangga, khawatir akan finansial, dan dipengaruh oleh media sosial. Sisi persamaannya adalah
pembahasan tentang KDRT sebagai faktor yang memperkuat skeptisisme Generasi Z terhadap
pernikahan. Sementara itu, sisi perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini secara khusus
mengkaji bagaimana ambivalensi Generasi Z terhadap pernikahan setelah terpapar fenomena

KDRT dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini
adalah bagaimana ambivalensi Generasi Z terhadap pernikahan setelah terpapar fenomena KDRT
dalam perspektif hukum keluarga Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis ambivalensi Generasi Z terhadap pernikahan setelah terpapar fenomena KDRT

dalam perspektif hukum keluarga Islam.
Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan yang bersifat
deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis ambivalensi
Generasi Z terhadap pernikahan setelah terpapar fenomena KDRT dalam perspektif hukum
keluarga Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena sosial yang diteliti memiliki sifat
kompleks dan kontekstual, sehingga diperlukan penggalian data secara mendalam mengenai

ambivalensi informan terhadap pernikahan setelah terpapar fenomena KDRT.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur sebagai teknik
utama pengumpulan data. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai
bagaimana ambivalensi Generasi Z terhadap pernikahan setelah terpapar fenomena KDRT. Selain
itu, studi literatur digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis dalam perspektif

hukum keluarga Islam.

2 Dwi Oktaviani and Krismono, “Analysis of the Marriage Is Scary Phenomenon Among Generation Z: A Perspective
of Islamic Law Sociology, 2, no. 1 (2024).
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Informan pada penelitian ini terdiri dari 18 mahasiswa dari kalangan Generasi Z, yang

terdiri dari 2 informan laki-laki dan 16 informan perempuan, dengan rentang usia 18 hingga 24

tahun, dan sedang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi, baik yang berbasis agama

maupun umum di wilayah Jawa dan Nusa Tenggara Barat, seperti Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah

Imam Syafr’i (STDI), Ma’had Aly Imam Bukhari, Universitas Mataram, serta Institut Agama Islam

Nurul Hakim (IAINH). Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria

tertentu, seperti belum menikah, pernah terpapar fenomena KDRT baik melalui media sosial

maupun media cetak, dan bersedia diwawancarai secara mendalam. Berikut adalah tabel

karasteriktik informan penelitian.

No | Kode Informan Jenis Kelamin Usia Asal Perguruan Tinggi

1 HI Perempuan 21 Institut Agama Islam Nurul Hakim
2 SN Laki-laki 18 Universitas Mataram

3 VH Perempuan 18 Universitas Mataram

4 Ul Perempuan 24 STDI Imam Syafi’i Jember

5 KA Perempuan 22 Institut Agama Islam Nurul Hakim
6 AB Perempuan 23 STDI Imam Syafi’i Jember

7 NU Perempuan 22 Institut Agama Islam Nurul Hakim
3 NH Perempuan 18 Institut Agama Islam Nurul Hakim
9 AA Perempuan 21 Mahad Aly Imam Bukhari

10 AM Perempuan 22 STDI Imam Syafi’i Jember

11 oC Perempuan 23 STDI Imam Syafi’i Jember

12 SA Perempuan 19 Universitas Mataram

13 RR Perempuan 23 STDI Imam Syafi’i Jember

14 CH Perempuan 22 STDI Imam Syafi’i Jember

15 AL Perempuan 18 Universitas Mataram

16 ZR Laki-laki 18 Universitas Mataram

17 RN Perempuan 20 Mahad Aly Imam Bukhari

18 HM Perempuan 23 STDI Imam Syafi’i Jember
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Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi,
mengelompokkan, dan menyederhanakan data hasil wawancara sesuai fokus penelitian.
Selanjutnya penyajian data disajikan secara naratif yang menggambarkan pola ambivalensi Generasi
Z terhadap pernikahan setelah terpapar fenomena KDRT dalam hukum keluarga Islam. Penarikan
kesimpulan dilakukan dengan menganalisis keterkaitan antara temuan lapangan dan perspektif

hukum keluarga Islam.?!

Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber, member check, dan ketekunan
pengamatan. Peneliti membandingkan data dari beberapa informan untuk memastikan konsistensi

informasi kesesuaian dan memiliki tingkat keakuratan dan kredibilitas yang baik.

Hasil dan Pembahasan
Paparan Fenomena KDRT dan Sikap Generasi Z Terhadap Pernikahan

Fenomena KDRT menjadi salah satu isu sosial yang banyak mendapat perhatian Generasi
Z melalui media sosial, media massa, maupun lingkungan sekitar. Intensitas pemberitaan yang
tingei membuat kasus KDRT tidak lagi dipahami sebagai persoalan privat dalam rumah tangga,
tetapi sebagai fenomena sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Paparan terhadap

fenomena tersebut kemudian membentuk sikap Generasi Z terhadap pernikahan®

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ambivalensi diartikan sebagai perasaan
yang saling bertentangan terhadap sesuatu atau seseorang pada waktu yang sama. Dalam penelitian
ini, ambivalensi dipahami sebagai sikap dan perasaan yang muncul secara bersamaan dan saling
bertentangan terhadap pernikahan setelah terpapar fenomena KDRT, yaitu adanya keinginan
untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan ideal, namun pada saat yang sama disertai
rasa takut, khawatir, dan kehati-hatian terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah

tangga .

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka sering

terpapar kasus KDRT, baik melalui media sosial, maupun lingkungan sekitar. Sebagaimana yang

*! Sugiyono, Metode Penclitian Pendidikan, 31d ed. (Bandung: Alfabeta, 2018).

22 Safrida Zahra, “Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Relevansinya terhadap Hak Asasi Manusia:
Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023,” Gema Keadilan 10, no. 3 (September 2023): 115-26,
https://doi.org/10.14710/gk.2023.20385.
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disampaikan oleh HI, “Akhir-akhir ini sangat sering terjadi yang kita lihat baik secara langsung

ataupun di media sosial.”?® Ucapan ini senada dengan yang disampaikan oleh SN, “Sangat sering

sekali, sehingga saya sangat mempunyai ketakutan ketika akan menikah.”?*

Paparan terhadap fenomena KDRT terjadi melalui berbagai bentuk interaksi informan
dengan media dan lingkungan sosial. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa paparan fenomena
KDRT diperoleh melalui berbagai saluran, baik ketika mengakses media sosial, ataupun
menyaksikan secara langsung. Intensitas paparan tinggi dan berulang tidak berhenti sebagai
informasi semata, melainkan berkembang menjadi respons emosional berupa ketakutan terhadap
pernikahan. Intensitas paparan yang berlangsung secara berulang membuat kasus KDRT menjadi

fenomena yang dekat dengan kehidupan Generasi Z.

Selain berasal dari media sosial, sikap informan terhadap pernikahan juga dipengaruhi oleh
pemberitaan kasus KDRT yang melibatkan publik figur. Informan memandang bahwa viralnya
kasus rumah tangga publik figur memberikan pengaruh besar terhadap cara pandang anak muda
mengenai pernikahan. Kasus tersebut membuat Generasi Z lebih kritis dalam memandang
pernikahan dan lebih serius mempersiapkan diri sebelum menikah Sebagaimana yang disampaikan
oleh Ul, “Ya, sangat memengaruhi. Anak muda bisa jadi lebih takut atau ragu untuk menikah
karena khawatir mengalami hal serupa. Misalnya, ketika ada kasus KDRT publik figur yang viral,
banyak anak muda berkomentar di media sosial bahwa pernikahan bukan jaminan kebahagiaan dan
mereka lebih berhati-hati memilih pasangan.”?® Ucapan ini senada dengan yang disampaikan oleh
VH, “Menurut saya pemberitaan KDRT dan melibatkan publik figur sangat mempengaruhi cara
pandang anak muda dalam pernikahan, karena ketika sebuah kasus KDRT diberitakan kemudian
terdengar oleh anak muda hal tersebut akan mengubah pola pikir, sehingga para anak muda
menjadi lebih teliti dalam memilih pasangan, lebih mempersiapkan diri sebelum menuju jenjang

pernikahan dan parahnya hal tersebut dapat menyebabkan sebagian anak muda takut menikah.”?®

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa paparan fenomena KDRT membentuk sikap
yang kritis dan berhati-hati dalam memandang pernikahan. Informan mulai memandang bahwa
pernikahan membutuhkan kesiapan dan pertimbangan yang matang sebelum memasuki kehidupan
rumah tangga. Meskipun demikian, sikap kehati-hatian tersebut tidak hanya menunjukkan
meningkatnya pemahaman dalam mempersiapkan pernikahan, tetapi juga mencerminkan adanya

kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya KDRT. Di satu sisi, paparan kasus KDRT

B HL, Wawancara (Lombok Timur, 19 September 2025)
24 SN, Wawancara (Lombok Timur, 19 September 2025)
3 U1, Wawancara (Lombok Timur, 19 September 2025).
26 VH, Wawancara (Mataram, 18 September 2025)
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mendorong Generasi Z untuk lebih hati-hati dalam memilih pasangan dan lebih matang
mempersiapkan diri sebelum menikah. D1 sisi lain, paparan yang sama menimbulkan kekhawatiran
terhadap kemungkinan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Sikap kritis dan kehati-hatian Generasi Z dalam memandang pernikahan tidak hanya
dipengaruhi oleh paparan kasus KDRT, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman bahwa
pernikahan merupakan komitmen jangka panjang yang tidak bisa dijalani secara sembarangan.
Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pernikahan dipahami sebagai ikatan sakral yang
membutuhkan tanggung jawab dan kesiapan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang
harmonis. Oleh karena itu, seseorang yang ingin menikah diharuskan untuk memilih pasangan
dengan sangat hati-hati, teliti, dan penuh pertimbangan.”” Pemahaman tersebut sejalan dengan
sikap informan yang menjadi lebih kritis dan berhati-hati dalam memandang pernikahan setelah

terpapar kasus KDRT.

Selain membentuk sikap kritis terhadap pernikahan, paparan terhadap kasus KDRT juga
menimbulkan sikap emosional berupa rasa takut terhadap kehidupan rumah tangga di masa depan.
Sebagian besar informan memandang KDRT sebagai ancaman terhadap keamanan emosional dan
stabilitas hubungan pernikahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh KA, “Tentu rasa takut akan
timbul, karena kita sebagai perempuan menginginkan pasangan yang baik untuk masa depan,

terutama untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baik dan bahagia.”?®

Ucapan ini senada dengan yang disampaikan oleh AB, “Pastinya takut, takut kalau hal tersebut
akan terjadi pada diri sendiri dan khawatir kalau tidak bisa lepas dari ikatan pernikahan yang

terdapat KDRT di dalamnya.”?®

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan memandang KDRT sebagai ancaman
yang bisa mengganggu rasa aman dalam hubungan pernikahan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa
informan tetap memiliki keinginan untuk membangun rumah tangga yang baik dan bahagia, namun
di saat yang sama merasakan ketakutan terhadap kemungkinan terjadinya KDRT pada diri mereka
sendiri. Kondisi ini memperlihatkan adanya tarik menarik antara harapan untuk mewujudkan
keluarga yang harmonis dan kekhawatiran terhadap risiko kekerasan dalam pernikahan. Dengan
demikian, ketakutan yang muncul pada informan menunjukkan bahwa rasa aman dan terbebas dari

kekerasan merupakan aspek penting yang mereka harapkan dalam kehidupan rumah tangga.

2" Purnama Yulian, Mewilih Pasangan Idaman, 2009, https://muslim.or.id/657 memilih-pasangan-
idaman.html.

B KA, Wawancara (LLombok Timur, 19 September 2025).

2 AB, wawancara (Lombok Timur, 21 September 2025).
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Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bahwa paparan kasus KDRT yang terus
menerus membentuk mekanisme psikososial dalam sikap Generasi Z terhadap pernikahan.
Informasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang terus muncul di ruang digital membuat
informan tidak lagi memandang pernikahan sebagai peristiwa yang jauh dari kehidupan mereka,
melainkan risiko yang dapat terjadi dalam hubungan pernikahan, dari yang sebelumnya dipahami
sebagai hubungan yang identik dengan kebahagiaan dan keharmonisan menjadi relasi yang juga
mengandung konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, media sosial tidak
hanya sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk sikap Generasi

Z terhadap relasi pernikahan melalui paparan kasus yang berulang di ruang digital.

Secara psikososial, paparan berulang terhadap kasus KDRT bekerja melalui dua jalur
pembentukan sikap. Pertama jalur kognitif, di mana informasi yang diterima secara berulang
membentuk berpikir skema baru bahwa KDRT merupakan risiko nyata dalam pernikahan, bukan
sekadar pengecualian. Kedua, jalur afektif di mana paparan yang intens terhadap narasi kekerasan
menimbulkan respons emosional berupa kekhawatiran terhadap pernikahan. Kedua jalur ini saling
menguatkan dalam membentuk sikap Generasi Z yang sekaligus kritis secara kognitif dan khawatir
dalam memandang pernikahan. Informan mulai memandang bahwa pernikahan tidak cukup
dibangun atas dasar perasaan semata, melainkan juga membutuhkan kesiapan dan pertimbangan

yang matang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Paparan fenomena KDRT pada akhirnya membentuk sikap ambivalen pada Generasi Z
terhadap pernikahan yang terbentuk melalui proses belajar dari apa yang mereka temukan di media
sosial, pemberitaan publik figur, dan lingkungan sekitar. Informan yang sering terpapar kasus
KDRT, baik dari media sosial maupun lingkungan sekitar, dan pemberitaan publik figur, kemudian
memahami bahwa konflik dalam rumah tangga bisa terjadi pada siapa saja, bahkan pada hubungan
yang awalnya terlihat baik. Hal ini membuat mereka lebih kritis dan berhati-hati dalam memandang

pernikahan sebagai bentuk antisipasi agar tidak mengalami hal yang sama.

Di sisi lain, paparan yang terus menerus juga menimbulkan sikap emosional berupa
kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya KDRT dalam kehidupan rumah tangga di masa
depan. Dengan demikian, paparan fenomena KDRT membentuk sikap ambivalen pada Generasi
Z karena pada saat yang sama informan tetap memandang pernikahan sebagai hubungan ideal yang
diharapkan menghadirkan kebahagiaan, namun juga dipandang sebagai relasi yang mengandung
risiko kekerasan dan ketidakamanan emosional. Kondisi tersebut membentuk sikap Generasi Z
terhadap pernikahan, yang bergerak di antara harapan untuk membangun keluarga harmonis dan

kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya KDRT.
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Dampak Negatif: Ketakutan Terhadap Pernikahan, Penundaan Pernikahan, dan

Skeptisisme Terhadap Pasangan

Paparan fenomena KDRT menimbulkan serangkaian dampak negatif terhadap cara
Generasi Z memandang pernikahan. Dampak-dampak ini tidak terjadi secara terpisah, melainkan
saling berkaitan membentuk satu kutub respons negatif, mulai dari meningkatnya rasa takut
terhadap pernikahan, kecenderungan menunda pernikahan, hingga skeptisisme terhadap pasangan.
Ketiga hal tersebut merupakan manifestasi dari satu rangkaian dampak negatif yang terbentuk
melalui proses sosial dan psikologis akibat paparan kasus KDRT di media sosial, media massa,

serta lingkungan sosial terdekat.
a. Ketakutan Terhadap Pernikahan

Pada tahap awal, paparan fenomena KDRT membentuk rasa takut dan kekhawatiran pada
informan terhadap institusi pernikahan. Informan memandang bahwa pernikahan tidak
sepenuhnya menjamin keamanan secara emosional. Kekhawatiran tersebut timbul karena KDRT
dianggap sebagai wujud ketidakberhasilan dalam membangun rumah tangga, sehingga membuat
mereka takut mengalami hal serupa di masa depan. Sebagaimana yang disampaikan oleh NU,
“Sedikit khawatir ya, karena dengan semakin banyaknya kasus KDRT yang diberitakan di media,
kita menjadi lebih sadar bahwa kekerasan ini bisa terjadi pada siapa saja, bahkan dalam hubungan
yang terlihat harmonis. Untuk itu kita harus lebih tau atau kenal dengan pasangan kita nanti.”3°

Ucapan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh NH, “Iya karena takut salah pasangan dan

KDRT terjadi kepada saya.”3!

Pernyataan informan menunjukkan bahwa paparan KDRT menimbulkan dampak
psikologis berupa meningkatnya rasa takut dan kekhawatiran terhadap pernikahan. NU
menyatakan bahwa paparan KDRT membuatnya khawatir sehingga sadar bahwa kekerasan bisa
terjadi pada siapa saja, bahkan dalam hubungan yang terlihat harmonis, sehingga mendorongnya
untuk lebih mengenal calon pasangan. Sementara NH menyatakan bahwa paparan KDRT

membuatnya takut salah pasangan dan takut KDRT terjadi pada diri sendiri.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa rasa takut yang muncul bukan sekadar respons
emosional, tetapi juga berkembang menjadi bentuk kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kondisi ini dipahami

melalui konsep dharar (kemudaratan) dalam figh munakabat, yang menegaskan bahwa setiap bentuk

39 NU, Wawancara (Lombok Timur, 19 September 2025)
3UNH, Wawancara. (Lombok Timur, 19 September 2025)
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relasi yang berpotensi menimbulkan bahaya dan penderitaan harus dihindari. Kekhawatiran
informan terhadap kemungkinan terjadinya KDRT menunjukkan adanya kesadaran sosial
mengenai pentingnya menghindari relasi yang berpotensi menimbulkan mudarat dalam rumah
tangga. Dengan demikian, rasa takut yang muncul pada informan tidak hanya dipengaruhi oleh
faktor emosional, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan dalam
relasi pernikahan. Pada titik ini terjadi pergeseran cara pandang terhadap pernikahan dari institusi
ideal yang berlandaskan sakinabh, mawaddah, dan rabmah, menuju relasi yang juga dipahami

mengandung potensi kemudaratan yang perlu diantisipasi.

b. Penundaan Pernikahan

Munculnya rasa takut terhadap institusi pernikahan kemudian melahirkan sikap ragu yang
mendasar, yang pada gilirannya mendorong tindakan nyata berupa keputusan untuk menunda
pernikahan. Sebagian informan memilih untuk menunda pernikahan karena menyadari bahwa
menikah tidak hanya dipahami sebagai harapan membangun keluarga harmonis, melainkan juga
sebagai bentuk kehati-hatian dalam merespons risiko yang dipandang dapat terjadi dalam rumah
tangga, termasuk KDRT. Informan AA menyatakan, "Pada realita yang ada banyak diantara anak
muda terutama yang memiliki akses ke berita terkait KDRT baik dari publik figur maupun orang
biasa yang ada di sekitarnya akhirnya memilih untuk tidak menikah dikarenakan takut akan
mengalami hal yang sama.”®? Hal serupa juga disampaikan oleh AM, “Sangat, karena banyak
mendengar berita KDRT dan perceraian, banyak anak muda termasuk saya takut menikah, dan

lebih memilih lajang agar hidup tenang.”33

AA menyatakan bahwa banyak anak muda yang memilih tidak menikah karena takut
mengalami hal yang sama seperti yang mereka saksikan, sehingga mendorongnya untuk menunda
pernikahan. Sementara AM mengungkapkan bahwa paparan fenomena KDRT membuatnya lebih
memilih lajang agar hidup tenang. Dalam kondisi ini, paparan KDRT membentuk pandangan
bahwa pernikahan berpotensi mengancam keamanan diri sehingga memutuskan untuk menunda
pernikahan. Semakin intens paparan terhadap kasus KDRT, semakin kuat pula kecenderungan
informan untuk mengambil jarak sebagai bentuk perlindungan diri dari kemungkinan mengalami

kekerasan dalam rumah tangga.

Pernyataan AA dan AM menunjukkan bahwa keputusan menunda pernikahan bukan

keputusan sewenang-wenang, melainkan respons terhadap rasa takut yang terbentuk dari paparan

32 AA, Wawancara (Bali, 19 September 2025)
3 AM, Wawancara (Sragen, 19 September 2025)
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berulang kasus KDRT. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, penundaan pernikahan yang
didorong rasa takut ini menimbulkan ketegangan dengan prinsip hifz al-nas/ dalam magqasid syariah,
yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan keturunan melalui pernikahan. Ketika rasa
takut terhadap kemungkinan mengalami KDRT mendorong Generasi Z menjauh dari institusi
pernikahan, tujuan mulia pernikahan sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan melalui

pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmab justru terhambat.
C. Skeptisisme Terhadap Pasangan

Rasa takut yang berujung pada keputusan menunda pernikahan secara logis mendorong
pergeseran cara pandang lebih dalam. Kondisi dilematis ini pada akhirnya mengubah cara pandang
Generasi Z menjadi skeptisisme terhadap pasangan. Skeptisisme ini muncul karena informan tidak
lagi memandang relasi pernikahan sebagai hubungan yang stabil dan dapat diprediksi, tetapi sebagai
relasi yang berpotensi mengalami perubahan perilaku, konflik, bahkan kekerasan setelah
pernikahan berlangsung. Skeptisisme tersebut terbentuk akibat paparan media, dan konflik dalam
lingkungan keluarga yang membuat informan lebih sulit mempercayai relasi pernikahan.
Sebagaimana yang disampaikan oleh OC, “Iya, saya pribadi khawatir. Saya takut dapat pasangan
yang ternyata tidak cocok atau punya sifat yang berubah setelah menikah. Pengalaman keluarga
juga memengaruhi cara pandang saya. Tante saya pernah diselingkuhi suaminya saat sedang hamil
7 bulan, itu meninggalkan trauma tersendiri karena saya melihat langsung dampaknya. Ditambah
lagi, sering melihat di sosmed artis atau orang biasa yang awalnya kelihatan harmonis, ternyata ada
KDRT. Jadi kekhawatiran itu muncul karena ada bukti nyata di sekitar saya dan di media.”*
Ucapan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh SA, “Ya, saya juga termasuk salah satunya,
awalnya saya mengira bahwa mungkin tidak semua orang sama namun semakin kesini semua
terlihat sama aja, laki laki yang bahkan tidak pernah melakukan kekerasan melakukan hal yang

diluar dugaan.”35

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan memandang pernikahan sebagai
hubungan yang membutuhkan kehati-hatian yang lebih tinggi, terutama dalam menilai karakter
pasangan sebelum mengambil keputusan untuk menikah. Mereka memiliki ketakutan terhadap
perubahan sikap pasangan ketika sudah menikah, karena kasus KDRT berawal dari hubungan yang
kelihatan harmonis, tetapi berubah menjadi konflik yang berujung KDRT. Tidak sedikit orang

dilanda kekhawatiran bahwa pasangan yang mereka pilih mungkin tidak memenuhi ekspektasi

3 OC, Wawancara (Jember, 21 September 2025)
35 SA, Wawancara (Surabaya, 21 September 2025)
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setelah berlangsungnya pernikahan.™

Hal ini menunjukkan bahwa skeptisisme terhadap pasangan
muncul karena informan tidak hanya menerima informasi KDRT melalui media, tetapi juga
intensitas paparan kasus KDRT yang berulang, serta melihat secara langsung konflik rumah tangga
dalam lingkungan sekitar.

Pada kasus OC, yang menyaksikan langsung dalam lingkungan keluarga memperkuat
kekhawatiran terhadap hubungan pernikahan karena konflik dan perselingkuhan yang terjadi dalam
keluarga menjadi pengalaman sosial yang melekat secara emosional sehingga membentuk rasa tidak
aman terhadap relasi pernikahan, sehingga memperjelas kemungkinan terjadinya kekerasan dalam
rumah tangga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kondisi ini menunjukkan adanya tarik
menarik antara harapan ideal pernikahan sebagai hubungan yang mewujudkan sakinah, mawaddah,
dan rahmah dengan kekhawatiran terhadap kemungkinan munculnya kemudaratan dalam rumah
tangga. Sementara itu, generalisasi SA terhadap laki-laki sebagai pihak yang berpotensi melakukan
kekerasan menunjukkan bahwa paparan berulang terhadap kasus KDRT dapat mendistorsi
penilaian terhadap institusi pernikahan secara keseluruhan, yang dalam hukum keluarga Islam
dipandang sebagai respons yang perlu diluruskan agar tidak berkembang menjadi penolakan
terhadap pernikahan tanpa dasar yang dibenarkan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman
keluarga, intensitas paparan media, dan konstruksi gender di ruang digital menjadi faktor yang
memperkuat respon negatif terhadap pernikahan.

Ketakutan, penundaan pernikahan, dan skeptisisme tehadap pasangan pada dasarnya tidak
muncul sebagai dampak yang terpisah, melainkan membentuk satu rangkaian respons ambivalen
yang bergerak secara berlapis. Dimulai dari munculnya rasa takut terhadap pernikahan, yang
kemudian menyebabkan terjadinya penundaan sebagai bentuk perlindungan diri terhadap
kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, di mana kondisi ini kemudian membuat
Generasi Z menjadi  skeptisisme terhadap calon pasangan akibat menurunnya kepercayaan
terhadap stabilitas hubungan pernikahan. Dengan demikian, ketiga dampak tersebut
merepresentasikan satu konstruksi respons ambivalen negatif terhadap pernikahan yang terbentuk
melalui paparan berulang fenomena KDRT.

Paparan fenomena KDRT membuat sebagian Generasi Z memandang pernikahan tidak
hanya sebagai ikatan yang ideal dan penuh kasih sayang, melainkan juga sebagai relasi yang
memiliki potensi konflik kekerasan, sehingga memunculkan kekhawatiran, penundaan pernikahan,

serta tumbuhnya skeptisisme terhadap calon pasangan.

3% Nurul Isnaini Batrisyia, Ruston Kumaini, and Mukhlishoh Khoirunnisa’, Fenomena “Marriage is
Scary” dalam Perspektif Mahasiswi Bercadar, 4,n0. 1 (2026): 41, https://doi.org/10.37397/al -usariyah.v4i1.953;.
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Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa dampak negatif yang
mencerminkan respons ambivalen terhadap pernikahan pada Generasi Z tidak terbentuk secara
tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi antara intensitas paparan media terhadap kasus
KDRT, lingkungan dalam keluarga, serta konstruksi sosial gender dalam ruang digital. Ketiga
faktor tersebut memperkuat pandangan informan mengenai pernikahan sebagai relasi yang
mengandung risiko kemudaratan, yang berkontribusi terhadap munculnya rasa takut penundaan

pernikahan, dan skeptisisme terhadap calon pasangan.

Dampak Positif: Selektivitas dalam Memilih Pasangan, Pemahaman Relasi yang Sehat,

Kesiapan Mental, dan Emosional

Paparan fenomena KDRT tidak hanya memunculkan dampak negatif terhadap cara
Generasi Z memandang pernikahan, tetapi juga menghasilkan sejumlah dampak positif dalam
mempersiapkan rumah tangga. Dampak tersebut tidak muncul secara terpisah, melainkan saling
berkaitan dan membentuk satu kutub respons positif, mulai dari selektivitas dalam memilih
pasangan, lebih memahami pentingnya relasi yang sehat, sehingga mendorong perhatian terhadap
pentingnya kesiapan mental dan emosional sebelum menikah. Ketiga hal tersebut merupakan
manifestasi dari satu rangkaian respons positif yang terbentuk melalui proses sosial dan psikologi
terhadap berbagai kasus KDRT yang diperoleh dari media sosial, media massa, maupun lingkungan
terdekat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa paparan kasus KDRT mendorong sebagian
Generasi Z untuk memandang pernikahan secara lebih hati-hati, penuh pertimbangan, dan
bertanggung jawab.

a.  Selektivitas dalam Memilih Pasangan

Pada tahap awal, paparan kasus KDRT berdampak pada meningkatnya selektivitas dalam
memilih pasangan. Selektivitas tersebut muncul sebagai bentuk kehati-hatian dalam mengantisipasi
kemungkinan terjadinya konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagian besar informan
mengungkapkan bahwa maraknya pemberitaan kasus KDRT membuat mereka lebih selektif dalam
menentukan pasangan hidup dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan menikah.
Sebagaimana yang disampaikan oleh RR, “Iya berpengaruh, dengan banyaknya berita ini akan
membuat kita lebih berhati hati lagi dalam mencari pasangan hidup.”3” Ucapan ini sejalan dengan
yang disampaikan oleh CH, “Berpengaruh, tergantung bagaimana menilai dari sudut pandangnya

masing- masing. Minat disini bisa jadi menjadikan mereka lebih berhati hati dan tidak terburu buru.

37 RR, Wawancara (Lombok Timur, 21 September 2025)
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Bukan berarti tidak mau menikah secara mutlak tapi lebih kepada kekhawatiran salah memilih
pasangan."38

Pernyataan informan menunjukkan bahwa paparan fenomena KDRT tidak selalu berhenti
pada pembentukan rasa takut terhadap pernikahan, tetapi berkembang menjadi pertimbangan yang
lebih hati-hati dalam menilai calon pasangan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi konflik
dalam rumah tangga. RR menyatakan bahwa paparan fenomena KDRT membuatnya lebih berhati-
hati dalam memilih pasangan hidup, sementara CH menegaskan bahwa kehati-hatian tersebut
bukan berarti menolak pernikahan, melainkan kekhawatiran salah memilih pasangan. Hal ini
menunjukkan bahwa selektivitas bukan sekadar bentuk kewaspadaan sosial, tetapi bagian dari
upaya meminimalkan kemungkinan terjadinya relasi yang merugikan dalam kehidupan rumah
tangga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kecenderungan tersebut dapat dipahami sebagai
bentuk ikhtiar dalam figh munakabat yakni kewajiban calon pasangan untuk memastikan pernikahan
tidak menimbulkan mudarat sejak sebelum akad dilangsungkan. Dalam Islam, pemilihan pasangan
tidak hanya dipahami sebagai persoalan personal, tetapi juga tanggung jawab membangun keluarga
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, karena berpengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangga
di masa depan. Oleh karena itu, hadis Nabi Shallallabu alaibi wa Sallam mengenai pentingnya
mempertimbangkan aspek agama dalam memilih pasangan menjadi relevan untuk memahami
sikap informan dalam menentukan pasangan hidup:

125 E658 oanl) s 52006 gy ey piainls LI 3 B 5538
Perempuan itu dinikahi karena empat perkara: yaitu harta, martabat, kecantikan, dan agamanya.
Pilihlah perempuan yang baik agamanya. Jika tidak, niscaya engkau akan menjadi orang yang
merugi.>?

Hadis tersebut menegaskan bahwa aspek religiusitas menjadi prioritas utama dalam
memilih pasangan hidup.*® Penekanan ini menunjukkan bahwa kehati-hatian informan dalam
memilih pasangan sejalan dengan anjuran Islam untuk memprioritaskan kualitas agama, karena
religiusitas pasangan dalam figh munakabat dipandang sebagai indikator utama kemampuan
seseorang menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga secara adil dan mencegah terjadinya
kemudaratan. Dengan demikian, selektivitas informan bukan hanya respons sosial terhadap
paparan fenomena KDRT, tetapi juga praktik ikhtiar yang selaras dengan prinsip menghindari

kemudaratan. Hal ini menunjukkan bahwa paparan KDRT berdampak pada meningkatnya

3 CH, Wawancara (Jember, 20 September 2025)

39 Abu abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhati, Shabih Bukbari, Tth ed. (Damaskus: Daar al-Yamamah,
1993).

*0 Muhammad Ismail, Subuins Salam S Syarh Bulugn! Maram, 5th ed. (Kairo: Daar al-Hadis, 1997).
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pemahaman Generasi Z mengenal pentingnya kualitas moral dan religiusitas pasangan sebagai
langkah preventif untuk menghindari potensi konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan
demikian, selektivitas menjadi tameng awal bagi Generasi agar tidak terjebak dalam lingkarang
KDRT.

Implikasi normatifnya, selektivitas dalam memilih pasangan menunjukkan bahwa
pernikahan dalam hukum keluarga Islam harus dibangun atas dasar tanggung jawab moral,
kematangan personal dan komitmen untuk menjaga relasi yang harmonis serta menghindari
terjadinya kemudaratan dalam rumah tangga.

b. Pemahaman Relasi yang Sehat

Selektivitas dalam memilih pasangan kemudian mendorong munculnya pemahaman yang
lebih luas mengenai pentingnya membangun relasi yang sehat dalam pernikahan. Paparan kasus
KDRT membuat informan tidak hanya menjadi lebih selektif dalam memilih pasangan, tetapi juga
mulai memahami bahwa hubungan yang harmonis dalam rumah tangga bukan tentang dominasi
salah satu pihak, melainkan tentang bagaimana saling menghormati, mendukung, dan menjaga
komunikasi dengan baik antar pasangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh AL, “Iya sangat
memberikan, contohnya kita sebagai anak muda akan lebih belajar dan memahami bagaimana
kehidupan setelah pernikahan itu, seperti mengontrol emosi, mendiskusikan semua masalah yg ada,
mencari solusi yang tepat, serta memiliki sikap yang saling menghargai antar sesama pasangan.”*!
Ucapan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh ZR, “Hmmm, saya pribadi masih belum berfikir
sampai sejauh itu sih kak. Tapi kalau ditanya khawatir atau tidak, saya pribadi tidak khawatir karena
saya percaya kunci utama rumah tangga itu ada pada komunikasi, saling menghargai, saling percaya,
dan memilih pasangan yg tepat.”*?

Pernyataan informan menunjukkan bahwa paparan KDRT berdampak pada berubahnya
cara pandang informan terhadap relasi pernikahan. AL menekankan bahwa pentingnya
mengontrol emosi, mendiskusikan masalah, dan saling menghargai, sementara ZR meyakini bahwa
kunci utama rumah tangga adalah komunikasi, saling menghargai, dan saling percaya. Kedua
pernyataan ini menunjukkan bahwa informan telah memahami relasi pernikahan bukan sebagai
hubungan yang bersifat hierarkis dan sepihak, melainkan sebagai relasi setara yang dibangun
melalui komunikasi, kerja sama, dan dan penghormatan antar pasangan. Informan mulai menyadari
bahwa keharmonisan rumah tangga tidak cukup dibangun hanya berdasarkan ikatan formal, tetapi
juga menyelesaikan konflik rumah tangga dengan sechat tanpa kekerasan dan menciptakan

hubungan yang aman secara emosional.

AL, Wawancara (Mataram, 22 September 2025)
2 7R, Wawancara (Lombok Tengah, 20 September 2025)
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Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pemahaman tersebut sejalan dengan konsep
sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menekankan bahwa pernikahan bertujuan menciptakan
ketentraman, kasih sayang, dan hubungan yang dibangun atas dasar penghormatan tanpa

kekerasan. Sebagaimana yang dijelaskan Allah Ta’ala dalam Al-Qur’an:
958 3a) Sl G § Bl 0a353 8355 w80 sy ) 1538 1315 5 a8l (3 oK1 15 ( a3l] (s

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendir,
agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramm rasa kasib sayang.
Sunggub, pada yang demikian itn benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran) Allah bagi kaum yang berpikir.”

Avyat ini menjelaskan bahwa esensi pernikahan dalam Islam adalah membangun hubungan
yang menghadirkan ketentraman, kasih sayang, dan penghormatan anatara suami dan istri.** Oleh
karena itu, pemahaman informan mengenai pentingnya komunikasi, pengendalian emosi, dan
penyelesaian konflik secara damai menunjukkan kesesuaian dengan konsep sakinah, mawaddah, dan
rabmah dalam hukum keluarga Islam. Ketiga konsep tersebut menggambarkan tujuan pernikahan
yang tidak hanya berorientasi pada ikatan hukum, tetapi juga pada terciptanya ketentraman
psikologis dan hubungan yang dilandasi kasih sayang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya
pemahaman bahwa relasi yang sehat merupakan bagian penting dalam mewujudkan tujuan
pernikahan menurut hukum keluarga Islam. Prinsip tersebut juga diperkuat melalui perintah Islam
untuk memperlakukan pasangan secara baik dan patut dalam kehidupan rumah tangga.

Sebagaimana dalam firman-Nya:
a3l Shgyales
Dan bergaullah dengan mereka secara patut.45

Menurut Ibnu Katsir, bahwa seorang suami sudah seharusnya memperlakukan istrinya
dengan baik, sebagaimana ia juga mengharapkan perlakuan yang baik dari istrinya.*® Penekanan
informan pada komunikasi, pengendalian emosi, dan penghormatan terhadap pasangan
menunjukkan kesesuaian dengan konsep wu’asyarah bil ma’ruf (memperlakukan pasangan dengan
baik) dalam hukum keluarga Islam, yaitu menempatkan hubungan suami istri sebagai relasi yang
dibangun atas dasar perlakuan yang baik dan penghormatan tehadap pasangan, dan menghindari

tindakan yang menyakiti pasangan, termasuk KDRT. Dengan demikian, paparan fenomena KDRT

# QS. Ar-Rum (30): 23.

# Muhammad bin Shalih Al-Ustaimin, Tafsir A-Qur'an Al-Karim (Surah Ar-Rum) (Mamlakah al-Arabiyyah as
Su’udiyah: Muassasah Syaikh Muhammad bin Shalih al-’Utsaimin al-khairiyyah, 2015).

4 QS. An-Nisa’ (4): 19.

* Abu Al-Fida’ Ismail, Tafsir ALQur'an Al-Azim, 1st ed. (Daar Ibnu al-Jauzi, 1999).
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berdampak pada meningkatnya pemahaman Generasi Z mengenai pentingnya relasi yang sehat

sebagai fondasi utama dalam membangun keluarga.

Implikasi normatifnya, KDRT dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap tujuan dasar
pernikahan dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah serta
nilai #zu’asyarah bil ma’ruf (memperlakukan pasangan dengan baik) yang menekankan terciptanya

hubungan rumah tangga yang aman, harmonis, dan penuh penghormatan antara suami dan istri.*’
c.  Kesiapan Mental dan Emosional

Selektivitas dalam memilih pasangan yang mendorong Generasi Z untuk memahami relasi
yang schat, pada akhirnya mendorong kebutuhan akan kesiapan mental dan emosional sebelum
menikah. Informan mulai memahami bahwa pernikahan merupakan komitmen jangka panjang
yang membutuhkan kematangan psikologis, pengendalian emosi dan menyelesaikan konflik
dengan sechat. Sebagaimana yang dikatakan oleh RN, "kesiapan dalam menghadapi masalah yang
tidak terduga, selalu memiliki pegangan kontrol diri dan emosi, dan kemampuan menghadapi
masalah dalam lingkup kecil, salah satunya berani berbicara tentang hak sesama dan tidak takut
bertindak benar agar tidak menjadi pihak yang lemah. seperti hadits Nabi, mukmin yang kuat lebih
baik dari mukmin yang lemah, kuat disini menurut saya mencakup kuat secara mental.”*® Ucapan
ini sejalan dengan yang disampaikan oleh HM, “Siap secara mental sangat penting. Karena kesiapan
mental bisa mempengaruhi cara seseorang dalam menghadapi dan menyikapi permasalahan-

permasalahan yang terjadi setelah pernikahan.”*?

Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa paparan kasus KDRT berdampak pada
meningkatnya pemahaman bahwa kematangan psikologis, kemampuan mengelola emosi, dan
kesiapan menghadapi konflik rumah tangga secara dewasa merupakan faktor penting dalam
menjaga keharmonisan rumah tangga. Generasi Z mulai memandang bahwa keberhasilan rumah
tangga tidak hanya ditentukan oleh kecocokan pasangan, tetapi juga kemampuan seseorang
mengendalikan emosi, dan menyelesaikan konflik secara sehat, dan menjalankan tanggung jawab
rumah tangga secara dewasa. Dengan demikian, kesiapan mental dan emosional dipahami sebagai
bentuk kemampuan membangun relasi yang stabil tanpa kekerasan.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kesiapan mental dan emosional yang ditunjukkan
informan berkaitan dengan tanggung jawab dalam menjalankan akad pernikahan. RN secara

eksplisit mengaitkan kesiapan mental dengan konsep “mukmin yang kuat” yang menunjukkan

47 Annisa Putri Utami, Namik Sutarni, and Burtham Pranawa, KEKERAS AN DAIAM RUMAH TANGGA
SEBAGAI DASAR DAN ALASAN PERCERALAN, 7, no. 02 (2025).

4 RN, Wawancara (Y ogyakarta, 20 September 2025)

UM, Wawancara (Lombok Timur, 20 September 2025)
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bahwa informan memahami kematangan psikologis bukan hanya sebagai kebutuhan personal,
melainkan sebagai kewajiban moral dalam rumah tangga. Sementara HM menegaskan bahwa
kesiapan mental menentukan cara seseorang menghadapi permasalahan pasca pernikahan, yang
menunjukkan bahwa kematangan emosional dipahami sebagai kemampuan menjaga pasangan dari
kemudaratan. Hal ini sejalan dengan konsep pernikahan sebagai mitsagan ghalizan (petjanjian yang
kuat) yang menuntut kesiapan lahir maupun batin dalam membangun rumah tangga. Oleh karena
itu, kesiapan mental, kematangan emosional, serta kemampuan menjaga pasangan dari
kemudaratan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang sakinabh,
mawaddah dan rahmah. Dalam konteks penelitian ini, paparan KDRT menumbuhkan pemahaman
bahwa kesiapan mental dan emosional diperlukan agar konflik rumah tangga dapat diselesaikan
dengan sehat tanpa kekerasan.

Implikasi normatifnya, kesiapan mental dan emosional dalam pernikahan tidak hanya
dipahami sebagai kebutuhan psikologis, tetapi juga sebagai bagian tanggung jawab moral dalam
hukum keluarga Islam. Kematangan emosi dan kemampuan mengendalikan diri menjadi penting
agar pasangan mampu menjalankan hak dan kewajiban secara adil serta menghindari tindakan yang
dapat menimbulkan kemudaratan seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Jika dilihat secara menyeluruh, selektivitas dalam memilih pasangan, pemahaman mengenai
relasi yang sehat, serta kesiapan mental dan emosional pada dasarnya merupakan satu rangkaian
dampak positif yang saling berkaitan. Selektivitas menjadi tahap awal munculnya kehati-hatian
dalam menentukan pasangan hidup, kemudian mendorong seseorang untuk memahami mengenai
relasi yang sehat dan minim kekerasan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya mendorong
kebutuhan akan kesiapan mental dan emosional sebelum menikah. Dengan demikian, ketiga
dampak tersebut membentuk satu konstruksi respons positif yang menunjukkan bahwa paparan
fenomena KDRT tidak hanya menghasilkan rasa takut, tetapi juga mendorong Generasi Z untuk

mempersiapkan pernikahan secara lebih matang, penuh pertimbangan, dan bertanggung jawab.

Ambivalensi Generasi Z terthadap Pernikahan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Ambivalensi Generasi Z terhadap pernikahan tampak dari munculnya dua respons yang
berjalan secara bersamaan namun berlawanan arah, yaitu keinginan untuk membangun pernikahan
yang ideal dan harmonis, namun pada saat yang sama disertai rasa takut, keraguan untuk menikah,
dan skeptisisme terhadap pernikahan.

Secara mekanisme, ambivalensi ini terbentuk melalui proses bertahap. Paparan KDRT
yang berulang di media sosial, media massa, serta lingkungan sekitar meningkatkan pemahaman

informan akan risiko KDRT dalam pernikahan. Informasi yang terus muncul tidak berhenti
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sebagai berita, tetapi turut membentuk cara pandang informan terhadap pernikahan. Paparan
tersebut membuat informan mulai mengaitkan pernikahan dengan kemungkinan konflik dan
kekerasan. Dari sini terbentuk dua arah penilaian sekaligus, pernikahan tetap dianggap penting,
tetapi juga dianggap berisiko.

Perbedaan respons tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kejadian yang
disaksikan langsung di lingkungan keluarga, intensitas paparan kasus KDRT di media sosial, serta
cara masing-masing informan memandang pernikahan. Informan yang memiliki kedekatan dengan
kasus KDRT dalam lingkungan keluarga atau kerabat dekat, cenderung menunjukkan respons
negatif yang lebih kuat karena kejadian tersebut melekat secara emosional. Sementara itu, informan
yang hanya menerima paparan dari media sosial cenderung lebih berada pada tahap kehati-hatian
tanpa emosional yang kuat. Informan yang menunjukkan respons positif menjadikan paparan
tersebut sebagai pelajaran untuk lebih mempersiapkan diri sebelum memasuki pernikahan. Hal ini
menunjukkan bahwa faktor kedekatan situasi sebagai pengamat langsung dalam lingkungan
keluarga memperkuat intensitas rasa takut dan cara menilai risiko dalam pernikahan.

Dengan demikian, paparan KDRT tidak menghasilkan respons yang sama terhadap
pernikahan, melainkan memunculkan respons dan penilaian yang berbeda. Stimulus yang sama
dapat menghasilkan respons yang berbeda karena setiap informan memiliki tingkat keterikatan
emosional, lingkungan sosial, serta tingkat kepercayaan yang berbeda terhadap relasi keluarga.
Sebagian informan membentuk sikap menghindari risiko melalui rasa takut, ingin menunda
pernikahan, dan skeptisisme terhadap pernikahan, Sebagian lainnya justru menjadikan paparan
tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk lebih siap secara mental dan emosional untuk
membangun relasi yang lebih sehat dan matang di masa depan. Ambivalensi muncul karena
Generasi Z berada pada posisi antara keinginan mempertahankan nilai ideal pernikahan dan
kekhawatiran terhadap risiko kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam perspektif maqashid syariah, ambivalensi Generasi Z terhadap pernikahan dapat
dipahami sebagai bentuk tarik-menarik antara upaya menjaga jiwa (b al-nafs) dan menjaga
keturunan (hifz al-nasl). Rasa takut terhadap KDRT muncul sebagai bentuk perlindungan diri dari
potensi kekerasan dan penderitaan dalam rumah tangga, sedangkan keinginan untuk menikah
menunjukkan pemahaman bahwa pernikahan tetap penting sebagai jalan membangun keluarga dan

menjaga keberlangsungan keturunan.

Tarik menarik antara by al-nafs (menjaga jiwa) dan bifz al-nas/ (menjaga keturunan)
menunjukkan bahwa ambivalensi Generasi Z bukan sekadar kebingungan emosional, melainkan
bentuk pertimbangan rasional terhadap pernikahan dalam Islam. Di satu sisi, terdapat kebutuhan

untuk menjaga diri dari potensi kekerasan dan menjaga keamanan psikologis. Di sisi lain,
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pernikahan tetap dipahami sebagai institusi penting untuk membangun keluarga dan menjaga
keturunan. Dengan demikian, ambivalensi ini menunjukkan adanya proses penyeimbangan antara
kebutuhan rasa aman dan upaya mempertahankan nilai-nilai normatif pernikahan dalam Islam,

yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rabmab.

Secara normatif, ambivalensi ini dinilai sebagai respons proporsional dalam hukum Islam
selama berfungsi sebagai mekanisme kehati-hatian yang mendorong kesiapan menikah dan bukan
sebagai penolakan terhadap institusi pernikahan itu sendiri. Kehati-hatian dalam memilih pasangan
dan kesiapan mental-emosional bentuk upaya menghindari kemudaratan (dbarar) dan mencapai
tujuan pernikahan dalam Islam untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.
Sebaliknya ambivalensi menjadi berlebihan dan tidak dianjurkan apabila berkembang menjadi
penolakan menikah tanpa alasan yang dibenarkan syariat, sebab pernikahan merupakan bagian dari
hifz al-nas/  (menjaga keturunan) dalam maqashid syariab yang tidak dapat diabaikan tanpa

konsekuensi normatif.
Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa paparan fenomena KDRT yang diperoleh Generasi Z
melalui media sosial, media massa, pemberitaan publik figur, serta lingkungan sekitar membentuk
sikap ambivalen pada Generasi Z terhadap pernikahan. Generasi Z tidak hanya memandang
pernikahan sebagai relasi ideal yang bertujuan mewujudkan keluarga harmonis, tetapi juga sebagai

relasi yang mengandung potensi konflik dan kekerasan dalam rumah tangga.

Paparan fenomena KDRT tersebut kemudian membentuk dua kutub respons yang saling
berlawanan sebagai wujud ambivalensi Generasi Z. Di satu sisi, paparan fenomena KDRT
menimbulkan dampak negatif yang saling berkaitan, dimulai dari munculnya rasa takut terhadap
pernikahan, yang kemudian menyebabkan terjadinya penundaan, di mana kondisi ini kemudian
membuat Generasi Z menjadi skeptisisme terhadap pasangan. Di sisi lain, paparan tersebut juga
menghasilkan dampak positif yang saling berkaitan juga, berupa meningkatnya selektivitas dalam
memilih pasangan, kemudian mendorong seseorang untuk memahami mengenai relasi yang sehat,
yang pada akhirnya mendorong kebutuhan akan kesiapan mental dan emosional sebelum menikah.
Temuan ini menunjukkan bahwa paparan fenomena KDRT tidak hanya menimbulkan
kekhawatiran, tetapi juga mendorong Generasi Z untuk lebih berhati-hati dalam mempersiapkan

kehidupan rumah tangga.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, ambivalensi Generasi Z terhadap pernikahan
menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan perlindungan diri dari kemudaratan sekaligus upaya

membangun pernikahan yang mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena
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itu, ambivalensi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian sejalan dengan prinsip
hukum keluarga Islam selama mendorong kesiapan menikah dengan tujuan mewujudkan keluarga

sakinah, mawaddah, dan rahmalh, bukan sebagai penolakan terhadap institusi pernikahan.

Daftar Pustaka

AlL-Qur’anul Karin

Al-Bukhari, Abu abdillah Muhammad bin Ismail. Shahih Bukbhari. 7th ed. Damaskus: Daar al-
Yamamah, 1993.

Al-’Ustaimin, Muhammad bin Shalih. Tafsir A-Qur'an Al-Karim (Surah Ar-Rum). Mamlakah al-
Arabiyyah as Su’udiyah: Muassasah Syaikh Muhammad bin Shalih al-’'Utsaimin al-
khairiyyah, 2015.

Batrisyia, Nurul Isnaini, Ruston Kumaini, and Mukhlishoh Khoirunnisa’. Fenomena ‘“Marriage is
Scary” dalam Perspektif Mahasiswi Bercadar. 4, no. 1 (2026): 41. https://doi.org/10.37397 /al-
usariyah.v4i1.953.

Cindy Nurlaila, Qurrotul Aini, Sharla Setyawati, and April Laksana. “Dinamika Perilaku Gen Z
Sebagai Generasi Internet.” Konsensus : Jurnal llmn Pertabanan, Hukum dan 1lmn Komunikasi 1,
no. 6 (November 2024): 95-102. https://doi.org/10.62383 /konsensus.v1i6.464.

Ismail, Abu Al-Fida’. Tafsir A~-Qur'an Al-Azim. 1st ed. Daar Ibnu al-Jauzi, 1999.

Ismail, Muhammad. Subulus Salam Syarh Bulugnl Maram. 5th ed. Kairo: Daar al-Hadis, 1997.

Komnasperempuan. Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peluncuran Catatan Tabunan Kasus
Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023. March 7, 2024.
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail /siaran-pers-komnas-perempuan
tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap perempuan-tahun-2023.

Kurnianingrum, Trias Palupi. URGENSI PELINDUNGAN TERHADAP KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. XVII, no. 1 (January 2025).

Lestari, Melina, Sandhian Lasti Aimma, Shafa Fajriandini Cahyadi, Khaila Alfiory Lestari Legowo
Putri, and Mona Maimun Mustofa. “Bagaimana Fenomena ‘Marriage is Scary’ dalam
Pandangan Perempuan Generasi Z?” JURNAL BIMBINGAN DAN KONSELING AR-
RAHMAN 10, no. 2 (December 2024): 278. https://doi.org/10.31602/ibke.v10i2.17187.

Oktaviani, Dwi, and Krismono. “Analysis of the Marriage Is Scary Phenomenon Among Generation Z: A
Perspective of Islamic Law Sociology. 2, no. 1 (2024).

Raka B, Lubis. Pernikahan Di RI Kembali Cetak Rekor Terendah Pada 2024. March 7, 2025.
https://goodstats.id/infographic/pernikahan-di-ri-kembali-cetak-rekor-terendah-pada-
2024-ctxYb. Diakses 16 Mei 2025.

RINGKASAN EKSEKUTIF 'MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: Refleksi
Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terbadap Perempuan 2024° Catatan Tabunan
Kekerasan Terbadap Perempuan Tahun 2024. 2025.

Riswandi, Riyan, Cucu Surahman, and Riris Hari Nugraha. “Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim
Gen-Z terhadap Isu Marriage Is Scary.” Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI) 5,
no. 1 (January 2025): 10-25. https://doi.org/10.53299 /jppi.v5il.893.

Saputra, M. Yanis. Di Balik Tirai Santun: Mengungkap Fakta Miris KDRT Dan Kunci Mewujndkan
Kelnarga Sakinah. 2025. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/di-balik-tirai-
santun-mengungkap-fakta-miris-kdrt-0s3.

Sinaga, Hasudungan. “MENGUNGKAP REALITAS DAN SOLUSI TERHADAP
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.” IBLAM LAW REVIEW 2, no. 1
(January 2022): 188-210. https://doi.org/10.52249 /ilr.v2i1.230.

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. 3rd ed. Bandung: Alfabeta, 2018.



156 | Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 04, No. 2, Juli 2026

unairnews. Benarkah KDRT Sebabkan Angka Pernikaban Menurun? Dosen UNAIR Berikan Tanggapan.
Agustus 2024. https://unair.ac.id/benatkah-kdrt-sebabkan-angkapernikahan-menurun-
dosen-unair-berikan-tanggapan/.

Utami, Annisa Putri, Namik Sutarni, and Burham Pranawa. KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA SEBAGAI DASAR DAN ALASAN PERCERALAN. 7, no. 02 (2025).

Yulian, Purnama. Mewilih Pasangan ldaman. 2009. https://muslim.or.id/657 memilih-pasangan-
idaman.html.

Zahra, Safrida. “Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Relevansinya terhadap Hak Asasi
Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023.” Gema Keadilan 10, no. 3
(September 2023): 115-26. https://doi.org/10.14710/¢gk.2023.20385.

Zahro, Veni Fatimatuz. “IMPLIKASI PEMBERITAAN KDRT SELEBRITI DI INSTAGRAM
TERHADAP PERSEPSI GENERASI Z DI KABUPATEN JOMBANG.” Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025.



A ) 7 Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Diterima -17-01- 2026

— \\ y Volume 04, No. 02, 2026 Direvisi :08 - 05- 2026
ﬂ, A\A/ E-ISSN:2986-8157 Disetujui :25-07-2026
~SE Al-LUsarivah  DOI: https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v4i2.1347 Terbit : Juli 2026

Reconceptualizing the Sakinah Family as a Preventive Framework

Against Violence in Pesantren: A Hadith and Maqasid al-Shari‘ah
Analysis
Marwan Mas’ud', Catur Maulana Ichsan’, Muhammad Fadhil®, Teguh Dwi Prayoga*

Abstract

The phenomenon of violence in educational environments, including pesantren, has become a significant concern
becanse verbal, psychological, and physical abuse undermines students’ character development, mental well-being, and
the values of ukbhuwwah. Althongh previous studies have discussed violence in Islamic educational institutions,
limited attention has been paid to the preventive role of the sakinab family from the perspectives of the Prophet’s
hadiths and Magasid al-Shari‘ah. This study employs a qualitative library research approach using secondary
sources, analyzed through Critical Discourse Analysis (CD.A) within the framework of MagaSid al-Shari ah. The
findings indicate that the sakinalh family functions as a preventive foundation by cultivating empathy, non-violence,
and respect for human dignity before students enter the pesantren environment. From a maqaSids perspective, it
supports the protection of life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-‘aql), honor (hifz al-“ird), and religion (hifz al-din)
through the prevention of violence and the promotion of ethical conduct. These findings are consistent with the
Prophet’s hadiths emphasizing compassion, responsibility, and the probibition of harm. This study contributes by
positioning the sakinah family as a preventive framework that integrates family-based moral formation with Islamic
educational practices to foster more humane and ethically grounded pesantren environments.

Keywords: Sakinah Family; 1 iolence; Pesantren; Prophet’s Hadiths; Magasid al-Shari‘ah

Abstrak
Fenomena kekerasan dalam lingkungan pendidikan, termasuk pesantren, telah muncul sebagai isu
krusial, karena kekerasan verbal, psikologis, dan fisik dapat merusak perkembangan kepribadian,
kesehatan mental, serta nilai-nilai ukhuwwah di kalangan peserta didik. Meskipun studi-studi
sebelumnya telah mengkaji kekerasan dalam konteks pendidikan Islam, perhatian terhadap peran
keluarga sakinah sebagai kerangka preventif dari perspektif hadiths Nabi dan Maqasid al-Shati‘ah
masih terbatas. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana
pembentukan nilai berbasis keluarga berfungsi sebagai mekanisme fundamental dalam mencegah
kekerasan di lingkungan pesantren. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui
metode studi kepustakaan dengan memanfaatkan sumber data sekunder. Analisis dilakukan
dengan menggunakan Critical Discourse Analysis (CDA) serta kerangka teoretis Maqasid al-
Shari‘ah. Secara metodologis, pendekatan ini memungkinkan kajian normatif-tekstual dan sosio-
konseptual terhadap konstruksi dan transmisi nilai-nilai keagamaan dalam wacana keluarga dan
pendidikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keluarga sakinah berfungsi sebagai kerangka
pra-institusional yang membentuk nilai non-kekerasan, empati, dan penghormatan terhadap
martabat manusia sebelum peserta didik terlibat dalam lingkungan pesantren. Dari perspektif
maqasidi, keluarga sakinah berkontribusi dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aq),
kehormatan (hifz al-‘ird), dan agama (hifz al-din) melalui pencegahan normalisasi kekerasan serta
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penguatan perilaku etis. Temuan ini sejalan dengan hadiths Nabi yang menekankan tanggung
jawab, kasih sayang, dan larangan melakukan tindakan yang merugikan. Artikel ini berkontribusi
dengan merckonseptualisasi keluarga sakinah sebagai kerangka preventif terhadap kekerasan di
pesantren, schingga menawarkan pendekatan yang lebih integratif yang menghubungkan
pembentukan moral berbasis keluarga dengan praktik pendidikan institusional. Selain itu,
penelitian ini juga menyediakan landasan konseptual bagi pengembangan sistem pendidikan Islam
yang lebih humanis dan berlandaskan etika.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah; Kekerasan; Pesantren; Hadis Nabi; Maqgasid al-Syari‘ah.
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Introduction

Violence in educational settings, including pesantren,' constitutes a serious and
multidimensional problem affecting not only the physical dimension but also the psychological,
moral, and spiritual well-being of students. > Globally, studies on violence in education have been
widely discussed in international reports, such as those published by UNESCO and WHO, which
highlight that violence in schools significantly impacts learning outcomes, mental health, and long-
term social behavior.” Within the context of Islamic education, pesantren have historically been
recognized as institutions that cultivate compassion (rahmah), ethical conduct (adab), and character
formation.* However, contemporary realities indicate that pesantren are not immune to internal
challenges, including various forms of verbal, psychological, and physical violence. This condition
calls for a more comprehensive and structurally grounded analysis of violence prevention.

Existing studies predominantly focus on institutional, legal, or psychological responses to
violence in pesantren, including regulatory frameworks, victim protection, and disciplinary
systems. While these approaches are important, they tend to emphasize downstream interventions
rather than upstream preventive structures. In particular, the role of the family as the primary site
of value formation remains underexplored. This study addresses this gap by positioning the
sakinah family as a foundational preventive framework that shapes students’ dispositions before

entering the pesantren environment.

! Pesantren is an Islamic boarding educational institution led by a kiai (teacher), in which santri reside while
studying the Islamic sciences through the instruction of classical Islamic texts (&utub al-turath), moral (akbldg)
formation, and the practice of religious life in their daily activities.

2 Khonsa Rosyaida and Ahyat Habibi, “PENGELOLAAN ZAKAT MAL DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MUSLIM MENURUT PERSPEKTIF DR. SAID BIN
WAHF AL QAHTHANI: Studi Lapangan Di Yayasan Imam Syafi’i Tulungagung,” A/-Usariyab: Jurnal Hukum Kelnarga
Istam 1, no. 2 (July 2023): 159-79, https:/ /doi.org/10.37397/ al-usariyah.v1i2.384; Syaifi Udzkhiyatin Nisa and Najla
Aliyah Athifah, “INTEGRASI PENDIDIKAN SEKSUAL DALAM ILMU FIKIH UNTUK MENCEGAH
PENYIMPANGAN PERILAKU SEKSUAL: Studi Kasus Pada Ma’had Imam Syafi’i Jember,” A/-Usariyab: Jumal
Hukum Kelnaa Islam 1, no. 2 (July 2023): 11633, https://doi.org/10.37397 /al-usariyah.v1i2.412; Nur kholis bin
Kurdian, “STUDI KOMPARASI ANTARA BAB NAWAQID AL-WUDU DI KITAB AL-MUHARRAR FI AL-
HADITH DENGAN BAB NAWAQID AL-WUDU DI KITAB BULUGHUL MARAM MIN ADILLAT AL-
AHKAM,”  Al-Majaalis:  Jumal — Dirasat  Islamiyah 6, no. 1 (November  2018):  37-83,
https://doi.org/10.37397/almajaalis.v6il.104.

3 Ernest Vusumuzi Mpindo, Xolani Khohliso, and Mochina Mphuthi, “Exploring the Psychological Impact of
School-Based Violence on Learners’ Academic Performance,” International Jourmal of 1 earning, Teaching and Educational
Research 24, no. 3 (March 2025): 117-33, https://doi.otg/10.26803/ijlter.24.3.6.

4 Salman Hibatur Rohman and Nur Kholis Bin Kurdian, “Pemahaman Dan Implementasi Hadis Etika
Pendidik Dalam Pembelajaran Di Pondok Pesantren Daarul Ukhuwwah Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten
Malang,” AL-ATSAR: Jurnal Ilwu Hadits 2, no. 2 (May 2025): 209-22, https://doiorg/10.37397/al-
atsarjurnalilmuhadits.v2i2.425; Junaidi Junaidi and Akhmad Sahrandi, “Pesantren Strategies in Anti-Bullying
Education and Protection of Students in Pesantren,” Jurnal Pendidikan Islam 15, no. 2 (November 2025): 248—61,
https://doi.org/10.38073/jpiv15i2.3633; Ach. Sayyi et al., “Child-Friendly Education Model for Violence Prevention
in Islamic Boarding Schools,” AXlHayat: Journal of Islamic Education 9, no. 4 (November 2025): 800-820,
https://doi.otg/10.35723/ajie.v9i4.187.
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From the perspective of family sociology, the family functions as the primary agent of
socialization, where values, behavioral norms, and emotional regulation are first constructed. > In
the Islamic context, the sakinah family occupies a central role in shaping a child’s personality
through values of mawaddah wa rahmah, justice, ethical communication, and self-control.® These
relational patterns significantly influence how individuals respond to authority, conflict, and
diversity within educational institutions.” Therefore, the sakinah family can be conceptualized not
merely as a normative ideal, but as a structurally significant factor in preventing the reproduction
of violence in pesantren.

From the perspective of Maqasid al-Shari‘ah, the prevention of violence is intrinsically
aligned with the fundamental objectives of Islamic law, namely the promotion of welfare and the
prevention of harm (jalb al-maSalih wa dar’ al-mafasid).® Violence contradicts the essential protections
of life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-‘agl), honor (hifz al-ird), and religion (hifz al-din).” In addition,

the hadiths of the Prophet Muhammad # provide a strong normative and pedagogical foundation

5 Bidayatul Mutammimah and Nasrulloh, “Kewajiban Meredam Emoasi Bagi Suami Terhadap Akhlak Istri:
(Analisis Hadis La Yafrak Mukminun Mukminatan In Kariha Minha Khulugan Radiya Minha Akhar),” AI-ATSAR:
Jumal Ilpm Hadits 2, no. 2 (October 2024): 23-37, https:/ /doiorg/10.37397 /al-atsarjurnalilmuhadits.v2i2.741.

¢ Suresmiyati et al., “Strengthening Children’s Moral Development through Home-Based Islamic Religious
Education: A Literature Review on the Role of Muslim Familie,” A Turots: Jurnal Pendidikan Isiam, December 2025,
127483, https:/ /doi.org/10.51468/jpiv7i2.1079.

7 Muhamad Arif, Mohd Kasturi Nor Abd Aziz, and Yuldashev Azim Abdurakhmonovich, “Trend Strategy
to Prevent Bullying in Islamic Boarding Schools (Pesantren),” Jurnal llmiah Peuradenn 12, no. 2 (May 2024): 63970,
https://doi.org/10.26811/peuradeun.v12i2.1087.

8 Irsan, Aslati Aslati, and Khairunnas Jamal, “ANALISIS MODEL PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM
DI INDONESIA MELALUI WASIAT WAJIBAH,” _A/Mgjaalis 11, no. 1 (November 2023): 61-82,
https://doi.org/10.37397/amj.v11i1.464; Irsan, Alaiddin Koto, and Khairunnas Jamal, “POLYGAMY IN THE
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 1 OF 1974 AND THE EGYPTIAN FAMILY LAW
NUMBER 100 OF 1985 FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND MAQASHID SHARIA,” A~
Majaalis : Jumal Dirasat Islamiyah 11, no. 2 (May 2024): 245-70, https:/ /doi.org/10.37397/amj.v11i2.480; Muhammad
Nurul Fahmi, Muhammad Yassir, and Abdi Zulfantri, “PROSEDUR DAN SYARAT POLIGAMI DI INDONESIA
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH,” Al-Majaalis: Jumal Dirasat Islamiyah 11, no. 2 May 2024): 271-91,
https://doi.org/10.37397/amj.v11i2.572.

® Misbahuzzulam and Muhammad Rizki Febrian, “KONSEP MAQASHID AL-SYARIAH DALAM
MENJAGA FITRAH ANAK,)” AlMajaalis: Jumal Dirasat Islamiyah 7, no. 1 (November 2019): 73-110,
https://doi.otg/10.37397/almajaalis.v7i1.123; Abu Abdillah IRSAN, Zulkayandti, and Zul Ikrami, “ANALISIS
UNDANG-UNDANG HUKUM KELUARGA MESIR NOMOR 100 TAHUN 1985 PASAL 11 TENTANG
POLIGAMI DAN RELEVANSINYA DENGAN MAQASHID SYARIAH,” A/-Majaalis 9, no. 2 (May 2022): 161—
87, https://doi.org/10.37397 / almajaalis.v9i2.192; Khoirul Ahsan, M. Abu Rivai, and Ghufran Jauhar, “URGENSI
PENDIDIKAN GENDER PADA KELUARGA MUSLIM DITINJAU DARI MAQASID SYARIAH,” AF
Usariyah: Jumal Hukum Kelnara Islam 2, no. 2 (July 2024): 183-203, https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v2i2.688;
Vicry Abdul Rohim, Yusdi Haq, and Muhammad Abdurrahman Hanif, “Tinjauan Kritis Penundaan Perceraian Selama
6 Bulan Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 Dalam Perspektif Maqasid Syariah: Studi Kasus Putusan Pengadilan
Agama No. 101/Pdt. G/2024/PA. Jr,” AlUsariyah: Jurnal Hukum Kelnarga Islam 3, no. 3 (2025): 409-30,
https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i3.862.
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emphasizing gentleness (77f7)," compassion,'' and the prohibition of harm.'” However, previous
studies have rarely integrated these two normative frameworks systematically within a socio-
discursive analytical model.

This study, therefore, offers a novel approach by integrating the perspectives of the
Prophet’s hadiths, Magasid al-Shari‘ah, and Critical Discourse Analysis (CDA) to examine how
values of non-violence are constructed, internalized, and reproduced across family and educational
contexts. Unlike prior research that tends to treat religious texts normatively or descriptively, this
study analyzes them as part of a broader discourse that shapes social behavior and institutional
practices.

Previous studies that address similar themes include a study entitled “The Protection of
Children’s Rights Due to Sexual 1 iolence in Islamic Boarding Schools from the Perspective of Magasid al-Shari‘ah
and Positive Lan”, written by Netti Herawati et al.”” This study examines the protection of children’s
rights in cases of sexual violence within the pesantren environment by employing the perspective
of Magasid al-Shari‘ah as developed by Yasser Auda and comparing it with the framework of
positive law. The study aims to analyze the relevance of the concept of Magasid al-Shari‘ah in
protecting children as victims of sexual violence, as well as its forms of implementation in existing
legal practices. It adopts a phenomenological approach with a literature analysis method, referring
to Yasser Auda’s works on Magasid al-Shari'ah and studies of positive law related to child
protection. The findings indicate that sexual violence occurred as a result of the perpetrator’s
conscious will in abusing authority by forcing the victim into a si7i (unregistered) marriage.
Protection for victims was provided through legal proceedings, legal assistance and
accompaniment, and mental health recovery through integrated service institutions. Furthermore,

protection must comprehensively involve the role of religion, encompassing the safeguarding of

10 Marwan Mas’ ud, Akhmad Husaini, and Bayu Kasa Pranata, Gl ) i) (3 S AYL o Ll
(i) S Calal DA (o e gaim s A 52): s 5ail) Cnall ¢ guim (o e lia¥) AT ATSAR: Jurnal Imu Hadits 3, no. 2 (2025):
20—44; Abdurrahman Saleh and Marwan Mas’ud, “Anomali Istidlal Perang Jamal Terhadap Bolehnya Kepemimpinan
Wanita,” AL-ATSAR: Jurnal Il Hadits 2, no. 2 (May 2025): 38-51, https://dolorg/10.37397/al-
atsarjurnalilmuhadits.v2i2.431; Marwan Mas’ ud, Hendti Waluyo Lensa, and Nandang Husni Azizi,  4«f s el 0 52
Ol Cualal o s A guin s Ay 1g i) Cansal) NS (10)) 7 As-Sumnal: Jurnal Timn Dirayah 1, no. 1 (2025): 128-74.

11 Helmi Amirudin et al.,  Cualal JMA (o de s 5o ) )3 16 5l Cyanl) ¢ 5 & sl Gl (e dand) dglaa Jilas
(rasaall: An Analytical Study on Environmental Protection from Air Pollution in the Light of Prophetic Hadiths: A
Thematic Study Based on the Hadiths of al-Sahihayn,” Ma ‘dlins Al-Qur’an Wa al-Sunnah 21, no. 2 (December 2025):
405-26, https:/ /doi.org/10.33102/jmqs.v21i2.545; Syanando Adzikri, Marwan Mas’ud, and Dimas Hutomo Putra,
“Preventing Gadget Addiction for Family Stability: A Critical Discourse Analysis of Prophetic Hadith in al-Kutub al-
Sittah,”  WARAQAT:  Jumal  Imwu-Ilpn  Keislaman 10, no. 2 (December  2025):  287-304,
https://doi.org/10.51590/waraqat.v10i2.1155.

12 Marwan Mas’ ud and Nur Anisa Rizqj, « 3,8 J s dnasdll J ) 3 4l ) o) A0l Ay sl g i sh oS sal
(R B ol D0 0l Sl > AL Mawaddah: Jumal Hukum Dan Ekonomi Kelnarga Islam 1, no. 2 (2025): 13148,

13 Netti Herawati, Abnan Pancasilawati, and Maisyarah Rahmi, “Perlindungan Hak Anak Akibat Kekerasan
Seksual = Perpsektif Maqasid Syariah Dan Hukum Positif,” MAQASID 12, no. 2 (July 2023),
https://doi.org/10.30651/mqsd.v12i2.18978.
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the victim’s life and dignity, guarantees of education, socio-economic protection, clarity of lineage
status, and the rehabilitation of the victim’s good name. All of these forms of protection are in
accordance with the objectives of Magasid al-Shari‘ah in promoting welfare and preventing harm.

Another relevant study, entitled “Synergy of Parents and Madrasas: Building a 1 iolence-Free
Generation”, was written by Zuhriyyah Hidayati et al."* The findings reveal that violence and bullying
in the madrasah environment remain serious problems that threaten students’ safety and comfort.
This study aims to examine the effectiveness of synergy between parents and madrasahs in
preventing violence through a Participatory Action Research (PAR) approach. The research was
conducted at MI Qomarul Wathon Lamongan through mentoring activities that included problem
mapping, the formulation of anti-violence Standard Operating Procedures (SOPs), educational
programs for students and parents, and the implementation of parenting programs as a form of
strategic collaboration. The results demonstrate that a strong and structured partnership between
parents and madrasahs is able to create a safe learning environment, enhance awareness of the
dangers of violence, and cultivate empathetic and morally grounded character traits in children.
These findings affirm that synergy between families and madrasahs is a key factor in building a
violence-free generation and can serve as a model for other madrasahs.

A critical review of previous studies further indicates several limitations. For instance,
studies on violence in pesantren have largely focused on legal protection and case handling, thereby
positioning violence as a problem to be addressed after its occurrence. Similarly, research on family
roles has emphasized collaboration between parents and educational institutions without
sufficiently theorizing the family as an independent preventive structure. These tendencies reveal
a lack of integrative frameworks that connect family-based moral formation with institutional
educational dynamics. Accordingly, this study formulates the following analytical research
questions: (1) how and why is the sakinah family structurally significant in preventing violence
within the pesantren environment from the perspective of Maqasid al-Shari‘ah? and (2) how do
the Prophet’s hadiths conceptually reinforce the role of the sakinah family as a preventive
framework against violence in Islamic educational settings? The novelty of this research lies in
three main aspects. First, it reconceptualizes the sakinah family as an upstream preventive
framework rather than merely a normative or domestic concept. Second, it integrates the
normative frameworks of hadith and Maqasid al-Shati‘ah with Critical Discourse Analysis, thereby
bridging textual, conceptual, and socio-discursive dimensions. Third, it situates the study within

broader global discussions on violence in education and family-based socialization, thus

14 Zuhriyyah Hidayati et al,, “Synergy of Parents and Madrasas: Building a Violence-Free Generation,” Tafkir:
Interdisciplinary Joumal of Islamic Education 6, no. 3 (2025): 892-908, https:/ /doi.org/10.31538/ tijie.v6i3.1834.
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strengthening its relevance within international academic scholarship. By offering this integrative
and analytical framework, this study contributes to the development of a more holistic approach
to violence prevention in pesantren, emphasizing the centrality of family-based value formation as
a foundation for creating humane, ethical, and non-violent educational environments grounded in

Islamic principles.

Research Methods

This research utilizes a qualitative methodology that prioritizes an in-depth comprehension
and interpretation of social phenomena from the lived experiences and viewpoints of the people
involved. Rooted in the fields of Anthropology and Sociology, qualitative inquiry operates on the
assumption that social realities can be systematically examined and thoughtfully analyzed within a
scholarly framework."” The main approach used to gather data in this research is library research.
This technique involves utilizing documentary sources, drawing on information that already exists,
and is free from constraints of time and place. It fundamentally depends on secondary materials
rather than data collected firsthand.'®

In this research, data processing is conducted using secondary sources, meaning the
information was originally gathered by other researchers or institutions rather than being directly
collected by the authors themselves.'” The literature used in this research consists of scholarly
journal articles that have undergone peer review, recent academic books, and classical collections
of Hadith. The study adopts a thematic analysis approach to the Hadith, a method in Hadith
scholarship that entails systematically collecting all relevant Prophetic narrations on a particular
topic and then critically examining them. After compiling the pertinent Hadith, the researcher
analyzes them to construct a cohesive, contextually grounded, and comprehensive interpretation
of the subject matter."

This research utilizes two principal analytical frameworks: Critical Discourse Analysis
(CDA) and the theory of Magasid al-Shari‘ah. CDA views language not simply as a tool for

communication but as a form of social practice that is deeply intertwined with structures of power,

15 Haradhan Kumar Mohajan, “Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects,”
Journal of Economic Development, Environment and People 7, no. 1 (2018): 23—48.

16 Oranus Tajedini et al., “How to Increase the Loyalty of Public Library Users? A Qualitative Study,” Journal
of Librarianship and Information S cience 52, no. 2 (July 2019): 317-30, https://doi.org/10.1177/0961000619856081.

17 He-in Cheong et al., “Secondary Qualitative Research Methodology Using Online Data within the Context
of Social Sciences,” International — Jowrnal — of  Qualitative Methods 22 May 2023),
https://doi.org/10.1177/16094069231180160.

18 Thofiqur Rohman, Ulul Huda, and Hartono Hartono, “Methodology of Hadith Research: The Study of
Hadith Criticism,” Joumal of Hadith Studies 2, no. 1 (June 2020): 73—84, https:/ /doi.org/10.32506/johs.v2i1.26.
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ideology, and broader societal contexts."” Critical Discourse Analysis (CDA) is premised on the
belief that language cannot be viewed as neutral. It encourages researchers to go beyond simple
linguistic interpretation and critically explore the social, political, and historical influences that
shape how texts are produced. This method emphasizes that language plays a role in constructing
meaning, shaping collective thought, and privileging certain perspectives while marginalizing
others. The aim of CDA is to reveal hidden ideologies within texts and evaluate how they influence
the construction of social realities. Analysis through CDA is typically conducted across three
interconnected layers: the micro level, which focuses on specific linguistic features and word
choices; the meso level, which examines the processes of discourse production, dissemination, and
reception; and the macro level, which considers the wider social and power structures that affect
discourse.

On the other hand, the theory of Maqasid al-Shati‘ah in wS#/ alfigh refers to the
fundamental objectives of Islamic law that seck to promote human welfare (maslahah) and prevent
harm (mafsadah). Classical jurists, such as Imam al-Shatibi, arranged these obijectives into a
hierarchical framework consisting of three categories: darsiriyyat (essential needs that protect basic
aspects of life), hajiyyar (needs that reduce hardship), and zahsiniyyat (desirable refinements that
enhance moral and social well-being). This framework serves as a normative guide for assessing
legal rulings and policies, ensuring that Shari‘ah provisions are applied ethically, contextually, and
in ways that support the overall welfare (falih) of society.” To examine the data, this research
utilizes a descriptive analytical approach, which focuses on methodically presenting the features
and specific details of the information gathered rather than engaging in hypothesis testing or
making predictions. After describing the data, the results are then integrated and interpreted using
deductive reasoning, allowing for logical conclusions to be drawn based on established theoretical
foundations,” whereby general observations are analyzed first and then refined into specific,

evidence-based conclusions.?

Result and Discussion

19 Norman Fairclough, “Critical Discourse Analysis,” in The Routledge Handbook of Disconrse Analysis, 2nd ed.
(Routledge, 2023); Saad (Corresponding Author) Boulahnane, “HOMOPHOBIA AND ‘UN-AMERICANNESS’ AS
RISING FACETS OF ISLAMOPHOBIA: AN ANALYSIS OF ORLANDO SHOOTING MEDIA
TRANSCRIPTS,” Journal of  Al-Tamaddun 14, no. 2 (December 2019): 143-52,
https://doi.org/10.22452/jatvoll4no2.11.

20 Zaprulkhan Zaprulkhan, “Maqasid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of
Jasser  Auda,”  Walisongo:  Jurnal — Penelitian — Sosial ~ Keagamaan 26, no. 2 (December 2018): 445,
https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231.

2l Theophilus Azungah, “Qualitative Research: Deductive and Inductive Approaches to Data Analysis,”
Qualitative Research Jourmnal 18, no. 4 November 2018): 383-400, https://doi.org/10.1108/QRJ-D-18-00035.

22 Azungah, “Qualitative Research.”
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Analysis of the Urgency of the Sakinah Family in Preventing Violence in the Pesantren
Environment from the Perspective of Maqasid al-Shari‘ah

From an Islamic perspective, the family constitutes the first and most fundamental
educational institution in the formation of an individual’s personality.” Before a child enters
broader social spaces—including the pesantren environment—he or she has already internalized
the values, relational patterns, and modes of conflict resolution practiced within the family.** The
sakinah family, which is established upon the foundations of tranquility (sukzn), affection
(mawaddah), and compassion (rahmah), plays a strategic role in instilling values of non-violence,
empathy, and respect for human dignity.” Therefore, in the context of preventing violence within
pesantren, the sakinah family cannot be regarded merely as a normative ideal; rather, it must be
positioned as a structural and sustainable preventive foundation.

From the perspective of Magasid al-S hari‘ah, the prevention of violence constitutes a direct
manifestation of the primary objectives of Islamic law, namely the realization of public welfare
(jalb al-masdlih) and the prevention of harm (dar’ al-mafisid).”® Violence—whether physical,
psychological, sexual, or symbolic—is inherently incompatible with the fundamental maqgasid of
the Shari'ah, particulatly the protection of life (h#fz al-nafs), intellect (hifz al-‘agl), honor (hifz al-ird),
and religion (hifz al-din).”” Accordingly, any systematic effort capable of minimizing the potential
for violence—including the strengthening of the sakznah tamily—must be understood as a waqasidi
obligation rather than merely a moral or social choice.

The urgency of the sakinah family in preventing violence within the pesantren environment
can be explained, first and foremost, through the maqasid of hifz a/-nafs.”® Violence, by its very

nature, threatens the physical and psychological safety of victims and creates long-term trauma

2 Nelyn Nur Chofifah et al.,, “Parental Strategies in Instilling Islamic Values in Children: A Case Study,” Res. J.
Adp. Humanit 6, no. 2 (2025), https://doi.org/10.58256/xtmwwp32; Agus Zainul Fitri, “KELUARGA SEBAGAI
LEMBAGA PERTAMA PENDIDIKAN ISLAM,” Jurnal Pendidikan Islam 27, no. 1 (February 2016): 21-34,
https://doi.org/10.15575/jpi.v27i1.493.

24 Walaa Elsayed, “Building a Better Society: The Vital Role of Family’s Social Values in Creating a Culture
of Giving in  Young  Children’s Minds,”  Hekyn 10, no. 7  (April 2024): 29208,
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.¢29208.

25 Kasetchai Lacheem, “The Effects of Happy Muslim Family Activities on Reduction of Domestic Violence
against Thai-Muslim Spouses in Satun Province,” Kasefsart Journal of Social Sciences 38, no. 2 (May 2017): 15055,
https://doi.org/10.1016/j kjss.2016.05.004.

26 Dasmadi Dasmadi et al., “Maqasid Shariah and Organizational Performance: A Systematic Literature
Review,”  Global ~ Review — of  Islamic  Economics — and — Business 12, no. 2 (2024):  106-19,
https://doi.org/10.14421/ grieb.2024.122-03.

?7 Hammis Syafaq et al., “‘ Santri without Pesantren ” and the Sectarian Violence on Indonesian Muslim
Social Media,” Cogent Arts &amp; Humanities 13, no. 1 (January 2020),
https://doi.org/10.1080/23311983.2025.2612046.

28 Zumiyati Sanu Brahim et al., “Integration of Maqasid Al-Shari’ah in the Criminal Law Reform to Achieve
Justice and Human Dignity,” Jurmal Hukum Islam 23, no. 1 (June 2025): 10544, https:/ /doi.org/10.28918/jhi.v23i1.04.
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that can undermine the development of san#i’s” personality.” The sakinah family functions as the
primary safe space in which children learn that conflicts are not resolved through coercion or
aggression, but through dialogue, patience, and justice.” These values shape children’s moral
sensitivity to the suffering of others and cultivate an awareness that harming others constitutes a
violation of the fundamental principles of humanity and the Shari‘ah.

Second, within the framework of hifz al-‘agl, the sakinah family plays a crucial role in
safeguarding the intellectual and moral well-being of children.”> A family environment
characterized by violence tends to produce distortions in patterns of thinking, the normalization
of violence, and an inability to manage emotions and differences constructively.” By contrast, the
sakinah family nurtures reflective capacity, self-control, and rational conflict-resolution skills.**
When santri enter the pesantren—an environment marked by authority, discipline, and diverse
backgrounds—this foundation of sound reasoning and emotional maturity becomes essential in
preventing the reproduction of violence, whether as perpetrators or as passive participants in
violent practices.

Third, from the perspective of h#z al-ird (protection of honor and dignity), the sakinah
family plays a crucial role in instilling awareness of the value of one’s own honor as well as that of

others.” Many forms of violence in religious educational settings, particularly sexual violence and

2 santri is a student who resides in or is enrolled at a pesantren to pursue Islamic education through the
study of the Islamic sciences, the cultivation of akblig (moral character), and participation in the religious and
communal life of the institution.

30 Cheyenne Downey and Aoife Crummy, “The Impact of Childhood Trauma on Children’s Wellbeing and
Adult Behaviot,” Eurgpean Journal of Tramwma &amp; Dissociation 6, no. 1 (February 2022): 100237,
https://doi.org/10.1016/j.jtd.2021.100237; Anne Cattagni et al.,, “The Impact of Intimate Partner Violence on
Children from Their Point of View: A Swiss Study,” Child Protection and Practice 6 (October 2025): 100206,
https://doi.org/10.1016/j.chipro.2025.100206; Natalia Bueso-Izquierdo et al., “Psychological, Emotional, and
Neuropsychological Sequelae of Child Victims of Domestic Violence: A Review of the Literature,” Journal of Child
& amp; Adolescent Tranma, ahead of print, September 2025, https:/ /doi.org/10.1007 /s40653-025-00746-6.

31 Meijie Chu et al., “Creating A Child-Friendly Social Environment for Fewer Conduct Problems and More
Prosocial Behaviors among Children: A LASSO Regression Approach,” Ada Psychologica 244 (April 2024): 104200,
https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2024.104200; Mirian Junco-Guetrero, Francisco Javier Ferndndez-Baena, and David
Cantén-Cortés, “Risk Factors for Child-to-Parent Violence: A Scoping Review,” Joumal of Family 1 iolence 40, no. 1
(August 2023): 139—64, https:/ /doi.org/10.1007/s10896-023-00621-8.

32 Walaa Elsayed, “Building a Better Society: The Vital Role of Family’s Social Values in Creating a Culture
of Giving in  Young  Children’s Minds,”  Helyon 10, no. 7  (April  2024): 29208,
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.¢29208.

3 Qiong Chen et al, “The Interactive Effects of Family Violence and Peer Support on Adolescent
Depressive Symptoms: The Mediating Role of Cognitive Vulnerabilities,” Joumal of Affective Disorders 323 (February
2023): 524-33, https:/ /doi.org/10.1016/j.jad.2022.11.080.

3 Yayouk E. Willems et al., “Out of Control: Examining the Association Between Family Conflict and Self-
Control in Adolescence in a Genetically Sensitive Design,” Jourmal of the American Academy of Child & amp; Adolescent
Psychiatry 59, no. 2 (February 2020): 25462, https://doi.org/10.1016/j.jaac.2019.02.017.

3 Aasim I. Padela et al., “Islamic Conceptions of Human Dignity and Their Relevance for Bioethics of End-
of-Life Healthcare,” Joumal of Bivethical Inguiry, ahead of print, October 2025, https://doi.otg/10.1007/s11673-025-
10465-0.
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bullying, are rooted in imbalanced power relations and the neglect of victims’ dignity.* The sakinah
family educates children to understand ethical boundaries in social interactions, respect the body
and rights of others, and have the courage to reject and report actions that demean human dignity.”’
In this context, the family functions as the initial safeguard that protects santri from internalizing
a culture of silence regarding violence.

Fourth, the urgency of the sakinah family is also closely related to the mwagasid hifz al-din
(protection of religion). Violence occurring in pesantren not only harms individual victims but also
undermines the image and substance of Islamic education itself.” Religion, which ideally manifests
as rahmah (mercy) and liberation, may instead be petrceived as a source of fear and oppression if
violence is allowed to persist.”” The sakinah family plays a pivotal role in instilling a humanistic
understanding of religion, oriented toward the values of compassion (mawaddah), while rejecting
any legitimization of violence in the name of discipline or obedience.” Consequently, the
establishment of a sakinah family becomes an integral part of efforts to preserve the purity of
religious objectives within the context of pesantren education.

Furthermore, from the perspective of contemporary Magasid al-Shari‘ab, particularly as
developed by scholars such as Jasser Auda, a systemic and preventive approach becomes key in
addressing social issues.”" In this context, the sakinah family should be understood as a primary
subsystem within the pesantren educational ecosystem.* When the family fails to instill values of

non-violence, the pesantren bears a heavier burden in managing deviant behaviors among santri.*

36 Muhammad Alif Fauzi, Ani Purwanti, and Muh. Afif Mahfud, “POWER RELATIONS AND SEXUAL
VIOLENCE IN ISLAMIC BOARDING SCHOOL: ASSESSING CHILD PROTECTION SYSTEMS IN
RELIGIOUS EDUCATION INSTITUTIONS IN INDONESIA,” Revista Dirito e Sexnalidade, July 2025, 253-325,
https://doi.otg/10.9771/1ds.v6i1.66891.

37 Andrea Otero-Mayer et al., “Family Involvement in Early Childhood Education: A Systematic Review of
Its Measutement,” Early Childhood Education Journal, ahead of print, October 2025, https://doi.org/10.1007/s10643-
025-02024-4.

3 Junaidi and Sahrandi, “Pesantren Strategies in Anti-Bullying Education and Protection of Students in
Pesantren.”

% John J. Ranieri, “Defending Victims, Practicing Restraint: God-Consciousness and the Use of Force in the
Qur’an,” Religions 13, no. 2 (January 2022): 124, https:/ /doi.org/10.3390/1el13020124.

40 Khairil Tkhsan Siregar and Muhammad Alif, “Islamic Efforts in Realizing the Sakinah Family: ‘Solutions
to Overcome Domestic Violence (DV),”” Hayula: Indonesian Joumal of Multidisciplinary Islamic Studies 9, no. 1 (January
2025): 121-42, https:/ /doi.org/10.21009 /hayula.009.01.07.

4 Ahmad Azhari, “Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam: Perspektif Maqashid Syariah Menurut Jasser
Auda,”  E/  Aailab:  Jurnal  Kajian — Hukum  Kelwarga 4, no. 1  (January  2025):  27-30,
https://doi.org/10.59270/ aailah.v4i1.269.

42 Rosdalina Bukido et al., “The Resilience of Blind Families in Building a Sakinah Family: Adaptive Strategies
and the Role of Islamic Values,” Nuwrani: Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat 25, no. 2 (2025): 399-425,
https://doi.org/10.19109/nurani.v25i2.27276.

43 Salwa Rihadatul Aisy, Syahidin Syahidin, and Agus Fakhruddin, “The Contribution of Pesantren Kilat
Program to Students’ Religious Knowledge and Behaviors at Elementary School,” EDUCARE: Journal of Primary
Education 5, no. 2 (December 2024): 133-48, https:/ /doi.org/10.35719/ educare.v5i2.311.
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Conversely, an optimally functioning sakinah family strengthens the effectiveness of the pesantren
as an institution for moral and character education.

Thus, the urgency of the sakinah family in preventing violence within the pesantren
environment is not only normative-theological, but also structural and strategic within the
tramework of Magasid al-Shari‘ah. The strengthening of the sakinah family should be regarded as
an upstream preventive effort capable of safeguarding the preservation of life (bfz al-nafs), clarity
of intellect (h#fz al-‘agl), human dignity (hifz al-‘ird), and religious stability (bifZ al-din) simultaneously.
In this context, family-based violence prevention is not merely a private responsibility, but
constitutes part of the broader agenda of public welfare (masliahah) and the sustainability of

civilized and dignified Islamic education.

An Analysis of the Urgency of the Sakinah Family in Preventing Violence within the
Pesantren Environment from the Perspective of Hadith

The sakinah family constitutes the primary foundation for creating a harmonious and
secure environment, including within the context of the pesantren as a religion-based educational
institution. The hadith perspective emphasizes that a household characterized by affection, justice,
and moral supervision is a fundamental prerequisite for the establishment of order and the
protection of family members from destructive behaviors, including violence. Within the pesantren

environment—where social interaction and character education occur intensively—the role of the

sakinah family becomes increasingly strategic, not merely as a domestic unit but also as a moral
subsystem capable of instilling ethical values, suppressing aggressive behavior, and fostering
religious consciousness. Therefore, understanding the urgency of the sakinah family through the
lens of hadith constitutes a crucial initial step in formulating preventive approaches to violence
and in creating an Islamic educational atmosphere that is safe, just, and characterized by adab.

The following is an exposition of hadiths related to this theme:
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On the anthority of “Abd Allah ibn “Umar radhiallabn ‘anbu, the Messenger of Allah shalallahn 'alaibi
wa sallam said: “Indeed, each of you is a leader, and each of you will be held accountable for his flock. The
leader who is in anthority over the people is a shepherd and will be held accountable for his subjects. A
man is a shepherd over the members of bis housebold and is responsible for them. A woman is a shepherd
over her husband’s housebold and children, and she is accountable for them. A servant is a shepherd over
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his master’s property and is responsible for it. Verily, each of you is a shepherd, and each of you will be

held acconntable for his flock.” (Narrated by al-Bukhari and Muslim).**

This hadith presents a highly robust normative construction of moral, social, and
pedagogical responsibility in Islam. It does not operate merely at the individual level, but rather
articulates a comprehensive discourse on layered leadership that begins with the most fundamental
unit, namely the family. In this framework, the family—particularly the sakinah family—is
positioned as the primary space for the formation of ethics, behavioral regulation, and the
internalization of non-violence values before individuals enter broader social arenas, including the
pesantren.

When analyzed through the lens of Critical Discourse Analysis (CDA), this hadith can be
understood as a normative discourse that distributes power and responsibility in a balanced
manner. The Prophet ¥ consciously rejects the centralization of authority solely in formal
leadership (the zmam) by atfirming that every individual holds a form of leadership corresponding
to his or her position. Within the CDA framework, this represents a discursive strategy aimed at
preventing the emergence of unequal and authoritarian power relations—relations that often
constitute the structural roots of violence, including within religious educational environments.

In the hadith, both men and women are explicitly designated as 7z
(caretakers/guardians), each with cleatly defined and complementary spheres of responsibility.
This constructs a discourse of the sakinah family as an institution grounded in collective
responsibility rather than unilateral domination. From a CDA perspective, this discourse functions
as a counter-narrative to practices of domestic violence, moral neglect, and the normalization of
aggression that are frequently reproduced within educational systems when families fail to perform
their ethical supervisory and formative roles.

In the pesantren context, students do not arrive as “empty subjects,” but rather bring with
them a habitus—in Bourdieu’s terms—that has already been formed within the family
environment. The sakinah family, as represented in this hadith, cultivates a non-violent habitus
through role modeling, dialogue, justice, and balanced moral control. Conversely, families that
neglect their responsibility of 77'@yah (ethical caregiving) may contribute to the formation of
attitudes that are more susceptible to tolerating or normalizing violence. Nevertheless, family

upbringing constitutes only one of the factors that shape students’ dispositions, alongside

# Muhammad ‘Abd Allah al-Diya’, al-Jami‘ al-Kanil fi al-Hadith al-Sahih al-Shanil al-Murattab ‘ala Abwab al-
Figh, 1st ed., al-Musannafat al-Hadithiyyah al-Mu‘asirah (Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia: Dar al-Salam lil-Nashr
wa-al-Tawzt’, 2016) Vol. 6, p. 430.
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institutional culture, leadership patterns, peer interactions, and broader social contexts within the
pesantren.

Through a CDA lens, violence in pesantren can thus be read as the outcome of a failure
in the discourse of family responsibility that should precede the discourse of institutional discipline.
When pesantren institutions are burdened as the sole bearers of moral responsibility while families
relinquish their formative role, a discursive imbalance emerges—one that opens space for violent
practices to be legitimized in the name of authority, discipline, or obedience.

Contemporary findings by Joyce L. Epstein regarding the importance of family
engagement in preventing violence in educational settings further reinforce the relevance of this
hadith.* Epstein emphasizes that synergy between families and educational institutions is a key
factor in creating safe learning environments. From a CDA perspective, Epstein’s theory may be
understood as a reinforcement of a shared responsibility discourse that closely aligns with the
Prophetic hadith. Both reject top-down models of education and assert that failures within
educational systems often stem from a breakdown in discursive relations between families and
educational institutions.

Accordingly, the sakinah family should not be understood merely as a private moral ideal,
but as an active discursive actor in the production of meanings, values, and non-violent practices.
Within the pesantren context, the sakinah family functions as a pre-discursive space—a space
preceding formal discourse—that shapes how students perceive authority, respond to conflict, and
treat others. When families successfully instill the values of responsibility, compassion, and
accountability emphasized in the hadith kullukum ra‘in, pesantren institutions are better

positioned to carry out their educational mission effectively without resorting to coercive practices.
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On the authority of Jarir ibn “Abd Allah radbiallabu'anbu, the Prophet shalallabu 'alaibi wa sallam said:
“Whoever does not show mercy will not be shown mercy.” In another wording: “Whoever does not show mercy to
people, Allah, the Exalted, will not show mercy to him.” (Narrated by al-Bukhari and Muslim).”

This hadith constitutes one of the strongest Prophetic foundations for constructing a
discourse of non-violence ethics in Islam. It affirms that compassion (rahmah) is not merely an

optional moral value, but a normative principle that determines the quality of human social and

4 “Family Engagement & Bullying Prevention - TalkingPoints,” accessed January 9, 2020,
https://talkingpts.org/blog/ family-engagement-and-bullying-prevention/5207/.
40 al-Diya’, al-Jami* al-Kamil i al-Hadith al-Sahih al-Shanil al-Murattab ‘ala Abwab al-Figh V. 11, P. 368.
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spiritual relations. In the context of preventing violence within pesantren environments, this
hadith carties profound pedagogical and social implications, particulatly when linked to the role
of the sakinah family as the primary space for the internalization of rahmah values.

From the perspective of Critical Discourse Analysis (CDA), this hadith may be understood
as a normative discourse that establishes a causal relationship between human conduct and divine
treatment. Discursively, the Prophet ¥ frames compassion as a reciprocal condition (reciprocal
discourse): those who extend rahmah will receive rahmah, while those who withhold it forfeit
moral and spiritual legitimacy. Within the CDA framework, this constitutes a form of moral
regulation discourse aimed at shaping believing subjects who reject violence, domination, and
aggression as modes of social interaction.

In this context, the sakinah family functions as a primary discursive arena in which the
hadith on rahmabh is translated from a normative text into everyday practice. When a child grows
up in a family that expresses compassion through empathetic communication, respect for
emotions, and non-violent conflict resolution, the hadith wan /i yarham is not merely understood
cognitively but internalized as a moral habitus. Conversely, families impoverished in rahmah risk
generating discursive dissonance, wherein religious teachings on compassion are misaligned with
the child’s lived experience, thereby opening space for the normalization of violence.

Within the pesantren environment, students enter a social space characterized by authority
structures, discipline, and hierarchy. From a CDA standpoint, such structures are vulnerable to
producing asymmetric power relations that may evolve into violence if not balanced by a discourse
of rahmah. It is here that the urgency of the sakinah family becomes patticularly significant.
Families that instill values of compassion from an early stage equip santri with the moral sensitivity
to reject violence—both as perpetrators and as agents who might otherwise justify such practices
in the name of tradition, seniority, or discipline.

The findings of Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, which emphasize that the teaching and
provision of affection constitute effective strategies for preventing violence among children,
demonstrate a discursive correspondence between Prophetic discourse and contemporary
educational psychology.”” From a CDA perspective, this correspondence strengthens the
legitimacy of the hadith as a counter-discourse to cultures of violence. Both the Prophetic tradition

and modern psychological theory dismantle the assumption that violence is an effective tool for

47 “Pakar Ingatkan Orang Tua Beri Anak Kasih Sayang Lebih Banyak Guna Cegah perilaku Bullying,” VOI
- Waktunya Merevolusi Pembetitaan, accessed January 9, 2026, https:/ /voiid/betita/ 229106/ pakat -ingatkan-orang-
tua-beri-anak-kasih-sayang-lebih-banyak-guna-cegah-perilaku-bullying.
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disciplining children. Instead, they affirm that compassion is a more effective and sustainable
pedagogical instrument.

Furthermore, the hadith wan /i yarham also functions as a discursive critique of the culture
of silence in responding to violence. When individuals are accustomed to environments devoid of
rahmah, violence tends to be perceived as normal and unworthy of contestation. The sakinah family
plays a crucial role in dismantling this culture by cultivating moral courage, empathy toward
victims, and resistance to practices that violate human dignity. In the pesantren context, such
attitudes are essential for preventing bullying, symbolic violence, and physical violence that are
often concealed behind claims of traditional legitimacy.

Thus, from the perspective of hadith analyzed through Critical Discourse Analysis, the
urgency of the sakinah family in preventing violence within pesantren environments lies in its
capacity to produce and reproduce a discourse of rahmah as the dominant social norm. The sakinah
family becomes a strategic space for shaping santri as subjects who understand religion as a source
of compassion rather than fear, and as a path of liberation rather than oppression. When the
discourse of rahmah is deeply rooted within the family, pesantren institutions are better positioned

to fulfill their educational mission in a humane, just, and violence-free manner.
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On the authority of ‘A’ishab radhiallabu'anha, she reported that the Messenger of Allah shalallahn
"alaihi wa sallam said: “The best of you are those who are best to their families, and I am the best of you to my

Sfamily. And when your companion dies, then leave bim [and refrain from speaking ill of him].” (Narrated by al-
Tirmidhi; anthenticated by Ibn Hibban and al-Diya’)."*

This hadith constructs a highly fundamental Prophetic discourse on the standards of moral
excellence in Islam. It decisively shifts the measure of a person’s goodness from the symbolic
public sphere to the private realm of the family as the most authentic ethical arena. From the
perspective of preventing violence within pesantren environments, this hadith carries strong
significance, as it positions the quality of familial relationships as the primary indicator of an
individual’s moral integrity.

Through the lens of Critical Discourse Analysis (CDA), this hadith can be read as a
discursive strategy employed by the Prophet ¥ to deconstruct patriarchal and authoritarian
discourses that often portray violence, domination, or harshness as symbols of strength and

leadership. The Prophet £ instead asserts that the criterion of £bayriyyah (moral excellence) lies not

48 al-Diya’, al-Jami* al-Kamil fi al-Hadith al-Sahih al-Shanil al-Murattab ‘ala Abwab al-Figh V. 6, P. 125.
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in power or control, but in how one treats those who are closest and most vulnerable—namely,
one’s family members. Within the CDA framework, this constitutes a form of counter-hegemonic
discourse that challenges the legitimacy of violence in both domestic and institutional relations.

The sakinah family, as represented in this hadith, becomes the primary discursive space in
which values of gentleness, respect, and ethical communication are concretely practiced. A child
who grows up in a family that exemplifies the principle khayrukum li-ahlihi internalizes relational
patterns grounded in empathy, dialogue, and moral responsibility. From a CDA perspective, this
process shapes the child’s subject position as an agent who rejects violence as a mechanism for
conflict resolution. When such a child later enters the pesantren environment—characterized by
hierarchical structures and strict discipline—he or she already possesses a sound interpretive
framework for understanding authority without reproducing violence.

This hadith also has important implications for exposing the discursive gap between
religious values taught verbally and violent practices that are often legitimized in the name of
education or discipline. When families fail to embody values of gentleness and justice, pesantren risk
becoming misguided compensatory spaces in which violence is perceived as a legitimate means of
character formation. By contrast, the sakznah family functions as a pre-discursive filter that prevents
santri from accepting and normalizing discourses of violence in any form.

The findings of Dr. Rashmi Shetgiri, which emphasize the importance of active parental
involvement and positive communication in preventing children from becoming perpetrators of
violence, further reinforce the contemporary relevance of this hadith. From a CDA perspective,
these findings demonstrate a cross-epistemological discursive correspondence between Prophetic
Islamic discourse and modern developmental psychology.* Both affirm that violence in children
does not emerge suddenly, but rather results from communication failures, minimal parental
emotional engagement, and the absence of healthy relational role models within the family.

Furthermore, this hadith underscores the exemplary dimension of the Prophet % as a role-
model discourse. The statement “wa ana khayrukum li-abli’ functions as normative legitimation that
Prophetic leadership is founded upon compassion and respect, not coercion. In the pesantren
context, this model is particularly relevant for dismantling cultures of seniority, bullying, and
symbolic violence that are often regarded as part of tradition. A sakinah family that takes the
Prophet % as a model for domestic relations will nurture santri who carry this ethos of exemplary

conduct into their social interactions within pesantren.

4 “Parental Involvement Key to Preventing Child Bullying,” ScienceDaily, accessed Januaty 9, 2026,
https://www.sciencedaily.com/releases/2010/05/100503074239.htm.
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Thus, from the perspective of hadith analyzed through Critical Discourse Analysis, the
urgency of the sakinah family in preventing violence in pesantren environments lies in its capacity
to shape an alternative discourse on moral excellence. The sakinah family functions not merely as
a private sphere, but as a producer of values and meanings that determine how santri understand
authority, social relations, and conflict resolution. When families successfully instill the principle
khayrukum li-ahlibi, pesantren are better positioned to realize an Islamic educational environment

that is ethical, humane, and free from violence.
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On the anthority of “Abd Allah ibn “Amr radbiallabn’anbu, the Prophet Muhammad shalallabn 'alaibi
wa sallam said: “A Muslin is one from whose tongue and hand other Muslims are safe.” (Narrated by al-Bukhari
and Muslim).”’

This hadith constitutes a highly emphatic normative statement in defining Islamic identity.
It does not define a Muslim merely through ritual observance or formal confession, but rather
through the social impact of one’s conduct toward others. In the context of preventing violence
within pesantren environments, this hadith is particularly significant because it establishes the
safety of others—both from verbal and physical harm—as the primary indicator of authentic
Islamic identity.

Through the lens of Critical Discourse Analysis (CDA), this hadith can be understood as
an identity-forming discourse, namely a discourse that constructs the social identity of a Muslim
as a subject who does not harm others. Discursively, the Prophet £ frames the tongue and the
hand as symbols of everyday power (micro-power): the tongue represents verbal, symbolic, and
psychological violence, while the hand represents physical and coercive violence. From a CDA
perspective, this articulation functions to dismantle the normalization of violence that is often
trivialized, particularly verbal abuse, mockery, bullying, and intimidation that frequently occur in
educational settings, including pesantren.

The sakinah family plays a crucial role as the primary discursive space in which this hadith
is translated from a normative text into social practice. A child raised in a family that habituates
restraint of the tongue—avoiding insults, humiliation, and threats—and that rejects physical
violence as a means of conflict resolution will internalize the meaning of this hadith as part of his
or her self-identity. Within the CDA framework, this process shapes the child’s subject position
as a Muslim who understands faith through social trustworthiness and safety, rather than

domination or aggression.

50 al-Diya’, al-Jami‘ al-Kamil fi al-Hadith al-Sahih al-Shamil al-Murattab ‘ala Abwab al-Figh V. 11, P. 417.
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When santri enter the pesantren environment, they bring with them the discursive
constructions formed within the family. As an educational institution, the pesantren operates
within hierarchical structures and a strong culture of discipline. Without the foundation of a sakinah
family, such structures may give rise to power relations that normalize violence—whether in the
form of physical punishment, seniority-based bullying, or verbal abuse legitimized in the name of
moral formation. From a CDA perspective, such violence emerges when the discourse of
discipline overrides the discourse of safety and human dignity. The sakinah tamily functions as a
counter-discourse, equipping santri with the critical capacity to reject violent practices that
contradict Islamic values.

The statement of the Vice President of the Republic of Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin,
emphasizing that a Muslim must not harm others and that self-restraint is a hallmark of piety,
extends the social dimension of this hadith into the national and public sphere. From a CDA
standpoint, this statement illustrates a process of recontextualization, namely the transfer of the
hadith discourse from textual contexts into social practice and contemporary moral policy.” This
further affirms that the message of the hadith al-muslim man salima is not ahistorical, but remains
relevant and operational within educational contexts, including pesantren.

Furthermore, this hadith also serves as a discursive critique of cultures of violence that are
often concealed through language. In many educational settings, verbal violence—such as insults,
stigmatization, and threats—is frequently regarded as normal or as part of disciplinary processes.
Yet, from the perspective of this hadith, verbal violence constitutes a direct violation of Islamic
identity itself. The sakinah family plays a strategic role in dismantling this assumption by instilling
awareness that guarding the tongue is an integral part of faith and that words can wound human
dignity as severely as physical violence.

Thus, from the perspective of hadith analyzed through Critical Discourse Analysis, the
urgency of the sakinah family in preventing violence within pesantren environments lies in its
capacity to construct a discourse of safety as a foundational norm of religiosity. The sakinah family
becomes the social foundation that prepares santri to understand Islam as a religion that generates
security rather than fear, promotes self-restraint rather than aggression, and upholds human dignity

in every form of social relation.

St “Wapres Ingatkan Umat Muslim Untuk Jangan Menyakiti Orang Lain - Wakil Presiden Republik
Indonesia,” April 3, 2023, https://www.waptesti.go.id/wapres-ingatkan-umat-muslim-untuk-jangan-menyakiti-
orang-lain/.
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Conclusion

From the perspective of Magasid al-Shari ab, the sakinah family plays a highly urgent role
in preventing violence within pesantren environments, as it serves as the primary foundation for the
formation of children’s values, attitudes, and modes of conflict resolution. Through tranquility
(sukan), affection (mawaddah), and mercy (rahmabh), the sakinah family instills principles of non-
violence, empathy, and respect for human dignity before students enter the pesantren setting.
Viewed through the lens of hifz al-nafs, the sakinah family functions as the first safe space that
prevents the normalization of violence. Within the framework of hifz al-‘aql, it safeguards the
mental well-being and moral reasoning of children by cultivating self-control and rational conflict-
resolution skills. From the perspective of h#z al-‘ird, the sakinah family fosters awareness of
personal and others” honor, enabling students to reject and resist violent practices. Meanwhile, in
the context of hifz al-din, the sakinah family preserves the purity of Islam’s image as a religion of
mercy by rejecting the legitimization of violence in education.

From the perspective of the Prophet’s hadiths, the sakinah family holds a crucial role as
the initial space for the formation of values, ethics, and patterns of social relations that shape
students’ attitudes toward violence in pesantren. The Prophet’s traditions emphasize that the family
is the first moral institution in which children learn responsibility, compassion, and respect for
human dignity before entering the hierarchical structure of pesantren. Through the principles of
responsibility (kullukun ra ‘in), compassion (man la yarham la yurham), excellence in family relations
(Rhayrukum li-ablibi), safety from one’s tongue and hand, and the prohibition of humiliating others,
the sakinah family cultivates ethical awareness that rejects physical, verbal, and symbolic violence.
These values serve as a moral bulwark preventing students from reproducing bullying, humiliation,
and violence in the name of discipline or tradition. Thus, the sakinah family functions as a pre-
discursive space for value formation, embedding rahmah, responsibility, and respect for human
dignity. When this function operates optimally, pesantren can implement education in a more
humane, civilized, and ethical manner, aligned with Islam’s prophetic vision as a religion of mercy

rather than violence.
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Abstract

This study explores the integration of Artificial Intelligence (Al) in Islamic family law mediation and adyocacy as
a response to the bigh divorce rates and inefficiency in conventional dispute resolution in Indonesia. Drawing on the
principles of sulh (peace) and tabkim (arbitration) within the maqashid syariab framework, this research identifies
the limitations of the current system, such as lack of trained mediators, limited accessibility in rural areas, and
inefficiencies in legal assistance. The paper proposes a strategic implementation of Al through predictive analysis,
interactive simulations, syariah-based legal databases, and fatwa-driven legal chatbots. These tools are expected to
improve access to justice, enhance efficiency, and align legal processes with Islamic values. Despite its potential, the
use of Al in this context must be ethically and jurisprudentially validated by religious scholars to avoid biases and
ensure compliance with syariah. Ultimately, this research contributes a novel framework for a technology-driven yet
valne-rooted system of Lslamic family law dispute resolution in Indonesia.

Reywords: Islansic family law, Al integration, syariah mediation, maqashid syariah.

Abstrak

Penelitian ini membahas integrasi kecerdasan buatan (Al) dalam mediasi dan advokasi syariah
untuk penyelesaian sengketa hukum keluarga sebagai respon atas tingginya angka perceraian dan
ketidakefisienan metode penyelesaian sengketa konvensional di Indonesia. Berdasarkan prinsip
sulh (perdamaian) dan tahkim (arbitrase) dalam kerangka maqashid syariah, studi ini
mengidentifikasi berbagai keterbatasan sistem yang ada, seperti kurangnya mediator terlatih, akses
terbatas di daerah terpencil, serta belum optimalnya pendampingan hukum syariah. Artikel ini
menawarkan pendekatan berbasis Al melalui analisis prediktif, simulasi interaktif, basis data
yurisprudensi syariah, serta chatbot hukum berbasis fatwa. Inovasi tersebut bertujuan untuk
meningkatkan akses terhadap keadilan, efisiensi proses, dan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam.
Meski demikian, penerapan Al harus divalidasi secara etis dan syar’i oleh para ulama guna
mencegah bias dan menjaga keselarasan dengan prinsip syariat. Dengan demikian, penelitian ini
memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan sistem penyelesaian sengketa hukum
keluarga Islam yang berbasis teknologi dan berorientasi pada nilai.
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Pendahuluan

Hukum Keluarga Islam memiliki posisi sentral dalam syariat Islam karena mengatur
kehidupan rumah tangga sebagai unit sosial terkecil yang menjadi fondasi bagi tegaknya masyarakat
yang harmonis dan berakhlak." Dalam konteks penyelesaian sengketa perkawinan, Islam secara
tegas mengedepankan pendekatan damai, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa
ayat 35 yang menganjurkan mediasi melalui pengangkatan hakam (penengah) dari kedua belah
pihak sebelum memutuskan untuk bercerai.” Ajaran ini menunjukkan bahwa Islam sangat
menjunjung tingegi proses musyawarah dan mencari titik temu demi mempertahankan keutuhan
keluarga.” Namun demikian, pelaksanaan prinsip ini dalam sistem peradilan agama di Indonesia
dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat
447.743 kasus perceraian yang diputus oleh pengadilan agama, sebuah angka yang mencerminkan
bahwa mediasi konvensional belum mampu meredam gelombang perceraian secara efektif.*
Hambatan utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam
menjalankan peran sebagai mediator, keterbatasan waktu sidang yang padat, serta aksesibilitas
layanan yang belum merata, terutama di wilayah-wilayah dengan infrastruktur hukum yang terbatas.
Di sisi lain, advokasi syariah yang seharusnya berperan strategis dalam memberikan pendampingan
hukum berbasis nilai-nilai Islam, sering kali masih dilakukan secara manual, lambat, dan tidak
terdokumentasi dengan baik. Dalam situasi ini, kemajuan teknologi, khususnya kecerdasan buatan
(AI), membuka peluang baru untuk merevitalisasi sistem penyelesaian sengketa dalam hukum
keluarga Islam.’

Melalui kemampuan Al dalam mengotomatisasi proses administratif, menganalisis pola
data dari ribuan kasus, serta menyajikan rekomendasi berbasis algoritma yang dapat disesuaikan
dengan prinsip-prinsip syariah, teknologi ini dapat menjadi alat bantu yang revolusioner.® Al juga
memungkinkan pengembangan platform digital yang interaktif dan mudah diakses, sehingga
proses mediasi dan advokasi dapat melampaui batasan geografis dan kesenjangan fasilitas.” Inovasi

ini berpotensi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi proses mediasi, tetapi juga

! Miftahol Ulum et al., Hukum Keluarga Islams (Duta Sains Indonesia, 2025).

2 Awaludin Robi, “Mediasi Non Litigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Ditinjau Dari
Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia” (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

3 Inayatul Makhfiroh, “Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga
(Studiperankiyaidantokohadat Di Kampungrebangtinggikecamatanbanjitkabupaten Way Kanan)” (IAIN Raden Intan
Lampung, 2017).

* Annisa Rendanianti, “Cerai Gugat Dominasi Kasus Perceraian 2020-2024” (Indonesia: GoodStats, 2025),
https://goodstats.id/.

5 Ach Kholili, “Kultur Digital: Tantangan Dan Peluang Moderasi,” Kultur Budaya Dan Digital, 2025, 35.
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Publishing, n.d.).

7 Saimi Zulfikar, “Smart Health Promotion: Era Globalisasi Dan Transformasi Digital,” AMU Press, 2025,
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memperkuat legitimasi hukum syariah dengan menjawab kebutuhan zaman tanpa meninggalkan
nilai-nilai keislaman yang menjadi dasar utamanya.®

Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas penerapan teknologi digital
dalam sistem peradilan, seperti penggunaan e-court untuk mempercepat proses administrasi
perkara dan mempermudah akses terhadap layanan hukum, namun kajian yang secara spesifik
menyoroti integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam konteks mediasi dan advokasi syariah untuk
penyelesaian sengketa hukum keluarga masih sangat terbatas.” Sebagian besar studi lebih berfokus
pada aspek prosedural administratif atau digitalisasi sistem informasi, bukan pada pemanfaatan Al
secara komprehensif untuk mendukung proses pengambilan keputusan, analisis kasus berbasis
data, maupun simulasi interaktif yang dapat membantu para pihak memahami posisi hukum
mereka dalam kerangka nilai-nilai syariat.

Artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan pendekatan baru
yang mengintegrasikan Al sebagai instrumen strategis guna mewujudkan sistem penyelesaian
sengketa yang lebih adaptif, personal, dan kontekstual sesuai dengan prinsip maqashid syariah.
Dengan memanfaatkan analisis data historis, Al dapat membantu mengidentifikasi pola penyebab
konflik rumah tangga yang berulang, memberikan rekomendasi solusi yang sesuai dengan norma-
norma Islam, serta menghadirkan simulasi mediasi digital yang dapat digunakan oleh para hakim,
mediator, maupun pendamping syariah untuk meningkatkan kualitas intervensi mereka.
Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses, tetapi juga
memperluas akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil
atau kurang memiliki literasi hukum. Dengan demikian, artikel ini menawarkan kontribusi orisinal
terhadap pengembangan hukum keluarga Islam berbasis teknologi, serta memperkaya diskursus
hukum dan kemanusiaan dengan menegaskan pentingnya inovasi yang berakar pada nilai, berbasis

data, dan berpihak pada keadilan sosial yang inklusif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris
(socio-legal research). Pendekatan normatif dilakukan untuk mengkaji landasan syariat, prinsip sulh
dan tahkim, serta maqashid syariah sebagai kerangka konseptual integrasi Al dalam mediasi dan

advokasi hukum keluarga Islam. Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan untuk menganalisis

8 Zulfikar.

 Noverianto Gori Warasi et al., “Analisis Pemanfaatan Teknologi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi
Dan Aksesibilitas Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli,” Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen 1, no. 3 (2024):
150-58.



Ahmad Alimuddin, dkk: Integrasi Teknologi Al ... | 185

data statistik perceraian, praktik mediasi di Pengadilan Agama, serta evaluasi sistem e-Court guna
mengidentifikasi problematika riil di lapangan.

Sebagai penelitian lapangan, lokus penelitian difokuskan pada Pengadilan Agama Sulawesi
Selatan sebagai representasi wilayah ru#ra/ dengan tantangan aksesibilitas tinggi, dan Pengadilan
Agama Jakarta sebagai representasi wilayah urban dengan volume perkara tinggi dan infrastruktur
teknologi yang lebih baik. Pemilihan dua lokus ini memungkinkan perbandingan konteks geografis,
sosial, dan teknis dalam penerapan mediasi syariah.

Informan yang dipilih terdiri atas: (1) Hakim dan mediator Pengadilan Agama (minimal 5
orang per lokus) untuk memperoleh data tentang praktik mediasi, kendala waktu, dan pengalaman
menggunakan e-Court; (2) Advokat syariah (minimal 4 orang) yang aktif mendampingi kasus
perceraian dan waris; (3) Ulama lokal dan anggota Komisi Fatwa MUI daerah (minimal 3 orang)
untuk validasi syariah terhadap konsep Al; (4) Masyarakat pengguna layanan (minimal 10 orang
per lokus, terdiri dari penggugat/pengguna mediasi yang pernah mengajukan cerai gugat, cerai
talak, atau sengketa harta) guna mengevaluasi aksesibilitas dan literasi digital.

Teknik pengumpulan data meliputi: wawancara mendalam (iz-depth interview) semi-
terstruktur dengan informan kunci untuk memperoleh data kualitatif tentang pengalaman,
persepsi, dan rekomendasi; observasi partisipatif terhadap proses mediasi konvensional dan daring
(e-Court) di kedua Pengadilan Agama; studi dokumen terhadap putusan Pengadilan Agama,
laporan tahunan Mahkamah Agung, data BPS tentang perceraian, PERMA No. 1 Tahun 2016,
serta fatwa MUI terkait desain sistem Al ideal.

Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif interaktif (Miles & Huberman)
yang terdiri atas reduksi data (menyaring data relevan tentang problematika dan peluang Al),
penyajian data (matriks perbandingan antar lokus), dan penarikan kesimpulan/verifikasi.'’ Validitas
data diperkuat melalui triangulasi sumber (informan, dokumen, observasi) dan triangulasi metode.
Seluruh data diolah secara manual melalui pengkodean tematik, sehingga menghasilkan temuan

yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dan Pembahasan

Konteks Normatif Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam hukum keluarga Islam, penyelesaian sengketa merupakan aspek penting untuk

menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah kerusakan sosial di mana prinsip syariat

10 Qomaruddin Qomaruddin and Halimah Sa’diyah, “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam
Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman,” Journal of Management, Accounting, and Administration
1, no. 2 (2024): 77-84.
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menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang berorientasi pada keadilan (‘adj), kasih
sayang (rabmah), dan kebaikan bersama (mashlahah)."' Dua konsep utama dalam Islam yang relevan
adalah sulh (perdamaian) dan tahkim (arbitrase), yang keduanya berlandaskan pada Al-Qur’an dan
Hadis.

Sulh merujuk pada penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mencapai
perdamaian secara sukarela antara pihak yang bersengketa, sebagaimana ditegaskan dalam Al-
Qur’an Surah Asy-Syura ayat 40 yang mendorong perdamaian sebagai solusi yang lebih baik. "
“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan
berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah,” serta didukung Hadis Nabi Muhammad
Shallallahu 'alaihi wa sallam: ‘“Perdamaian antar umat Islam adalah diperbolehkan, kecuali
perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal” (HR. Tirmidzi) ",
sehingga dalam konteks hukum keluarga sulh diterapkan dalam mediasi sengketa seperti
perceraian atau pembagian harta gono-gini dengan tujuan meminimalkan konflik dan menjaga

hubungan keluarga. '*

Tahkim adalah proses penunjukan pihak ketiga sebagai arbiter untuk menyelesaikan
sengketa, dengan dasar kuat dalam Surah An-Nisa ayat 35: “Dan jika kamu khawatir akan adanya
perselisihan antara keduanya (suami istri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki
dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu,” di mana ayat ini menegaskan
pentingnya mediasi yang melibatkan pihak netral dari keluarga untuk mencapai rekonsiliasi, dan
menurut tafsir Ibnu Katsir ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong penyelesaian sengketa
melalui mediasi berbasis keadilan dan kebaikan dengan hakam bertugas menjembatani
komunikasi dan mencari solusi sesuai syariat, sementara Al-Qurtubi menambahkan bahwa hakam
harus memiliki integritas dan pemahaman agama agar mediasi efektif sehingga mencegah

perceraian yang tidak perlu.”

Surah An-Nisa ayat 35 memberikan panduan normatif untuk mediasi dalam sengketa

11 Rachman Igbal, Muhammad Alfi Syahrin, and Hidayatullah Ismail, “Maqashid Syariah Dalam Mediasi
Keluarga: Telaah Al-Qur’an Terhadap Prinsip Kesetaraan Dan Kemaslahatan,” A/-Zayn: Jurnal Inm Sosial & Hukum
3, no. 3 (2025): 2027-38.

12 Ahmad Muflikhudin, “Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu’amalah Menurut
Imam Jalaludin As-Suyuti,” As-Salam 9, no. 1 (2020): 107-22.

13 Muhammad ibn Isa Al-Tirmidhi, “Al-Sulhu J2’izun Bayna Al-Muslimin,” in Sunan A/-Tirmidhi Nishaput:
Classical Hadith Collection, 892).

14 Robi Awaludin, “Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam
Dan Hukum Positif,” A/ Magashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara 4, no. 2 (2021): 1-16.

15 Muhammad Romi, Niswatul Khasanah, and Hidayatullah Ismail, “Mediasi Dalam Al-Qur’an: Kajian
Terhadap Ayat-Ayat Penyelesaian Sengketa Keluarga Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Anak,” Jurnal Pendidikan
Agama Islam Al-Tharigah 10, no. 1 (2025): 29-48.
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rumah tangga, dengan menekankan dua elemen kunci yaitu (1) penunjukan dua hakam dari
keluarga masing-masing pihak untuk memastikan keadilan dan netralitas, serta (2) niat baik (gasd

al-islah) sebagai syarat keberhasilan mediasi."

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini
menunjukkan preferensi Islam terhadap pelestarian ikatan pernikahan (b3 al-nasl) kecuali jika
perceraian menjadi satu-satunya solusi sesuai syariat, dan dalam praktik ayat ini
diimplementasikan di Pengadilan Agama Indonesia melalui proses mediasi wajib sebagaimana
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 di mana mediator yang
sering kali adalah hakim atau pihak terlatih berperan sebagai hakam modern untuk membantu
pasangan mencapai kesepakatan damai seperti rekonsiliasi atau penyelesaian harta bersama,

misalnya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan mediasi sering menghasilkan kesepakatan mengenai

nafkah anak atau pembagian harta yang mengurangi eskalasi konflik.

Magqashid syariah memberikan kerangka normatif untuk memastikan bahwa mediasi dan
advokasi hukum keluarga selaras dengan tujuan syariat, di mana dalam konteks sengketa keluarga
dua maqashid utama adalah /ifz a/-nas/ (melindungi keturunan) dan hifz al-mal (melindungi harta),
sehingga hifz al-nas/ membuat mediasi bertujuan menjaga keutuhan keluarga terutama demi
kesejahteraan anak, misalnya dalam kasus perceraian mediasi memastikan hak natkah dan
pengasuhan anak terpenuhi sesuai prinsip keadilan dan kasih sayang yang sejalan dengan tujuan
syariat untuk melindungi generasi masa depan dari dampak buruk konflik keluarga, sementara Aifz
al-mal dalam sengketa harta gono-gini atau waris memastikan pembagian harta sesuai ketentuan
faraidh sambil mempertimbangkan kesepakatan bersama (s#/h).'” Mediasi dapat menghasilkan
kesepakatan yang mencegah sengketa berkepanjangan sehingga melindungi aset keluarga dari
kerugian, dan relevansi maqashid syariah ini memperkuat pentingnya mediasi sebagai mekanisme
yang tidak hanya menyelesaikan konflik tetapi juga mewujudkan keadilan substansial dan
kesejahteraan sosial sebagaimana ditekankan dalam maqashid seperti hifz al-din (melindungi

agama) dan /zfz al-‘ag/ (melindungi akal).

Problematika Praktik Mediasi dan Advokasi Syariah di Indonesia

Praktik mediasi dan advokasi syariah dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga di

Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek sumber daya manusia, waktu,

16 Naeni Masitoh, “Syiqaq Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 35 Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam
Tafsir Al-Munir,” A/-Mizan 1, no. 1 (2024): 101-14.

17 Riswan Riswan and Hasnawati Hasnawati, “Maqashid Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Harta
Bersama Pasca Perceraian,” Jumal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara 2, no. 1 (2025): 42-51.
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aksesibilitas, maupun efisiensi teknologi.'® Bagian ini menganalisis problematika tersebut dengan
berbasis data empiris dan evaluasi sistem yang ada, serta menghubungkannya dengan konteks

hukum keluarga Islam.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 28 Februari 2024, jumlah
kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 463.654 kasus, turun 10,2% dari tahun
sebelumnya yang mencatat 516.344 kasus, sementara data tahun 2024 dari BPS dan Mahkamah
Agung menunjukkan penurunan lebih lanjut menjadi 394.608 kasus, dengan proporsi cerai gugat
(diajukan oleh istri) mendominasi sebesar 78,3% atau sekitar 308.956 dari total kasus tersebut. "
Faktor utama perceraian meliputi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (251.125 kasus),
diikuti oleh penelantaran (31.265 kasus), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (7.243 kasus),
dan judi online (2.889 kasus). Dalam konteks hukum keluarga Islam, faktor-faktor ini
mencerminkan tantangan dalam mewujudkan keluarga sakinah sebagaimana diidealkan dalam
magqashid syariah, di mana misalnya perselisihan berkelanjutan sering kali berkaitan dengan
kegagalan komunikasi yang dapat dicegah melalui mediasi berbasis syariat yang menekankan sulh
(perdamaian), sementara KDRT bertentangan dengan prinsip h#fz al-nafs (perlindungan jiwa) dan
memerlukan intervensi hukum tegas seperti yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) No. 3 Tahun 2023 yang memungkinkan pengajuan gugatan cerai akibat KDRT

meskipun pernikahan belum genap enam bulan,”

serta isu ekonomi seperti ketidakmampuan
suami memberikan nafkah menjadi pemicu utama cerai gugat yang menyoroti pentingnya Azfz al-
mal (perlindungan harta) dalam mediasi syariah, sehingga analisis ini menunjukkan bahwa mediasi
syariah harus mampu menangani akar masalah sosial dan ekonomi untuk mengurangi angka

perceraizm.21

Praktik mediasi dan advokasi syariah di Indonesia menghadapi sejumlah kendala yang
menghambat efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga, termasuk
keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di mana mediator di Pengadilan Agama sering kali
kekurangan pelatihan mendalam tentang hukum keluarga Islam dan keterampilan mediasi,

meskipun berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 mediator harus memiliki pemahaman syariah

18 Ali Nurdin, “Perbandingan Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian Antara Mediator Hakim Dan
Mediator Non-Hakim Di Pengadilan Agama Kota Depok” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, n.d.).

19 Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Direktori Putusan: Perceraian Tahun Register 2024 (Jakarta:
Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026), https://putusan3.mahkamahagung.go.id/.

20 Fitri Maulida, Lathifah Munawaroh, and Alfian Qodri Azizi, “Kritik Maqashid Syari’ah Terhadap Syarat
Berpisah Selama Enam Bulan Dalam Perceraian,” Jumal USM Law Review 8, no. 3 (2025): 1292-1311.

2l Nungky Maharani et al., “Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Cerai Gugat Pada Perkara Perceraian Di
Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan 15, no. 4 (2025),
https://doi.org/10.3783/ causa.v219.2461.
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yang kuat untuk memfasilitasi sulh sesuai maqashid syariah, namun banyak mediator adalah hakim
dengan beban kerja tinggi schingga fokus pada mediasi terabaikan dan kurangnya mediator
profesional berdedikasi menghambat proses penyelesaian sengketa efektif terutama dalam kasus
kompleks seperti sengketa waris atau harta gono-gini; waktu proses mediasi yang sering terhambat

oleh jadwal pengadilan padat.”

PERMA No. 1 Tahun 2016 menetapkan mediasi harus selesai dalam 30 hari namun
keterbatasan hakim dan mediator menyebabkan penundaan sehingga mengurangi peluang
kesepakatan damai karena pihak bersengketa kehilangan kesabaran atau motivasi; aksesibilitas di
wilayah rural seperti di Sulawesi (misalnya Parepare) atau Nusa Tenggara yang memiliki akses
terbatas ke Pengadilan Agama karena infrastruktur kurang memadai dan jarak geografis menjadi
kendala bagi masyarakat untuk mengakses layanan mediasi, misalnya pasangan bersengketa harus
menempuh perjalanan jauh yang meningkatkan biaya dan waktu sehingga mengurangi efektivitas
mediasi; serta efisiensi pendampingan syariah di mana advokat syariah sering kekurangan alat
bantu teknologi untuk menganalisis kasus cepat dan akurat, misalnya tidak adanya basis data
yurisprudensi syariah terintegrasi membuat advokat sulit merujuk putusan sebelumnya sehingga
menghambat penyusunan strategi advokasi efektif terutama dalam kasus hukum waris atau

nafkah.?

Sistem e-Court yang diperkenalkan oleh Mahkamah Agung memungkinkan pendaftaran
perkara, penaksiran biaya, dan pemanggilan sidang secara daring. Dalam konteks hukum keluarga,
sistem ini mempermudah pengajuan gugatan cerai (talak maupun gugat).** Selain itu, berdasarkan
laporan dari Pengadilan Agama Muara Teweh, integrasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP) dan e-Court terbukti mampu meningkatkan transparansi serta akses informasi,

seperti jadwal sidang dan status akta cerai.

Meskipun demikian, optimalisasi e-Court masih dihadapkan pada sejumlah kelemahan
krusial. Pertama, rendahnya literasi digital masyarakat, terutama di wilayah pedesaan (rural), yang
diperparah oleh minimnya sosialisasi tata cara penggunaan aplikasi. Kedua, kendala infrastruktur
internet yang belum merata.” Buruknya konektivitas di sejumlah daerah, seperti Sulawesi atau

Nusa Tenggara, secara signifikan menghambat akses layanan e-Court, sehingga mengurangi asas

22 Mohamad Athoillah and Tajul Arifin, “Magqashid Al-Syari’ah Dalam Regulasi Mediasi Mahkamah Agung:
Studi Kasus Penyelesaian Konflik Waris Di PA Sumedang,” Asy-Syariab: Jurnal lmn Syari’ah Dan Hukum 26, no. 1
(2024): 1-20, https://doi.org/10.15575/as.v2611.33985.

23 Muhammad Agri Wibowo, “Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Non
Litigasi Oleh Advokat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” (S1-Hukum Ekonomi Syariah UIN SSC, 2025).

24 Harmina Arifin, “Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare”
(IAIN Parepare, 2024).

2> Muhamad Fadil Ade Pratama, “Efektivitas Penggunaan Aplikasi E Court Dalam Kasus Perceraian Di
Pengadilan Agama Sleman” (Universitas Islam Indonesia, 2025).
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kemanfaatan teknologi bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Ketiga, pelaksanaan mediasi daring dinilai masih kurang efektif akibat minimnya interaksi
langsung secara fisik. Ketiadaan tatap muka menyulitkan terbangunnya kepercayaan di antara para
pihak yang bersengketa. Di samping itu, mediator menghadapi tantangan besar dalam menilai
dinamika emosional secara akurat hanya melalui layar, padahal aspek empati dan emosi sangat
krusial dalam mencapai keberhasilan proses sulh. Oleh karena itu, walaupun e-Court berhasil
meningkatkan efisiensi administratif, berbagai kelemahan ini menegaskan urgensi pengembangan
teknologi yang lebih inklusif serta penguatan literasi digital guna mendukung praktik mediasi

syatiah secara menyeluruh.”

Peluang Integrasi Kecerdasan Buatan (Al) dalam Sistem Hukum Keluarga Islam

Integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam sistem hukum keluarga Islam menawarkan
peluang signifikan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keadilan dalam penyelesaian
sengketa, seperti perceraian, waris, atau nafkah.”” Namun, penerapan Al harus selaras dengan
prinsip syariah agar sesuai dengan nilai-nilai Islam dan maqashid syariah. Bagian ini menganalisis
potensi Al, membandingkannya dengan praktik di sistem hukum modern, dan mengevaluasi

kesesuaiannya dengan hukum Islam.

Al memiliki kemampuan untuk mentransformasi proses mediasi dan advokasi syariah

melalui tiga pilar utama: otomatisasi proses, pendampingan hukum, dan analisis data kasus.

Pertama, otomatisasi proses mediasi. Al dapat menyediakan simulasi hasil mediasi
berdasarkan data historis dan yurisprudensi Pengadilan Agama. Melalui algoritma pembelajaran
mesin (machine learning), sistem ini mampu menganalisis ribuan putusan perceraian untuk
memprediksi kemungkinan keberhasilan mediasi maupun opsi penyelesaian sengketa, seperti
pembagian harta bersama atau hak asuh/nafkah anak. Simulasi ini dapat menghasilkan skenatio
penyelesaian sengketa harta yang adil, baik melalui pendekatan su/h (perdamaian) untuk harta
bersama, maupun pembagian warisan berdasarkan prinsip faraidh. Dengan adanya sistem ini,
mediator dapat lebih leluasa untuk berfokus pada pendekatan aspek emosional dan spiritual para

pihak, sementara Al secara objektif mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Kedua, pendampingan hukum melalui chatbotr Al. Teknologi berbasis syariah ini dapat

26 Methodius Kossay, Maulana Fahmi Idris, and Putri Pratiwi, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian
Sengketa Perdata Di Era Digital: Pendekatan Empiris Terhadap Sistem Peradilan Indonesia,” Perkara: Jurnal Iimm
Hufknm Dan Politik 2, no. 4 (2024): 541-52.

%7 Muhammad Ridwan, “Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital: Analisis Sosiologi Hukum
Terhadap Regulasi Perkawinan Dan Perceraian Di Indonesia,” ALIstinbath: Jurmal 1inmm Hukum Dan Hukum Kelnarga
Islam 1, no. 1 (2024): 11-20.



Ahmad Alimuddin, dkk: Integrasi Teknologi Al ... | 191

memberikan saran hukum awal kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di wilayah
dengan akses terbatas terhadap advokat syariah. Chatbot yang diintegrasikan dengan fatwa MUI
atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat menjawab pertanyaan dasar mengenai hak nafkah,
prosedur cerai gugat, atau pembagian waris. Platform serupa, seperti “Amica” di Australia, telah
terbukti berhasil diuji coba. Di Indonesia, inovasi ini idealnya diintegrasikan dengan aplikasi ¢-

Court Mahkamah Agung untuk memperluas jangkauan informasi hukum syariah.

Ketiga, analisis data kasus secara mendalam. Melalui teknologi pemrosesan bahasa alami
(natural langnage processing), Al mampu memproses ribuan putusan Pengadilan Agama guna
mengidentifikasi pola penyelesaian sengketa. Sistem ini dapat mengekstrak tren penyebab
perceraian—seperti konflik ekonomi atau KDRT—serta mengukur tingkat efektivitas mediasi.
Dengan basis data yurisprudensi yang terintegrasi, advokat dan hakim dapat dengan cepat
merujuk pada preseden untuk mempercepat pengambilan putusan. Lebih jauh, analisis Al dapat
mengungkap wawasan strategis, misalnya membandingkan tingkat keberhasilan mediasi antara
wilayah urban dan rural, sehingga perumusan strategi intervensi hukum ke depannya dapat

menjadi lebih terarah.?

Penerapan Al dalam sistem hukum modern di berbagai negara dapat memberikan
wawasan berharga bagi integrasi Al dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Sebagai contoh,
di Singapura, platform berbasis generative Al seperti Harvey Al telah diimplementasikan di Small
Claims Tribunals untuk menganalisis dan merangkum dokumen kasus, memberikan bantuan
kepada litigasi mandiri dalam sengketa perdata sederhana. Penggunaan alat ini terbukti
mempercepat proses peninjauan dokumen, meningkatkan efisiensi pengadilan, serta
memudahkan akses keadilan bagi pihak yang tidak memiliki pengacara.” Sementara itu, Uni
Emirat Arab melalui “Swart [udicial Services” menggunakan Al untuk konsultasi hukum daring dan
pemrosesan perkara sederhana. Inovasi ini menunjukkan peningkatan akses keadilan dan efisiensi
administrasi yang sangat relevan bagi Indonesia. Meskipun Mahkamah Agung telah mengadopsi
e-Court untuk pendaftaran perkara daring, pengembangannya ke depan harus
mempertimbangkan keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di wilayah pedesaan (rural)

seperti di Sulawesi atau Nusa Tenggara.”

Lebih lanjut, dalam konteks hukum Islam, penerapan Al harus senantiasa sejalan dengan

28 Agus Wibowo, “Penyelesaian Sengketa Hukum Dan Teknologi,” Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2023,
1-168.

? Lydia Lam, “Generative Al Being Tested for Use in Singapore Courts, Starting with Small Claims
Tribunal,” 2023, https:/ /www.channelnewsasia.com/.

30 Jlman Abdul Hafihd, Fathullah Rusly, and Nina Agus Hariati, “Efektivitas Platform E-Court Dalam
Menangani Sistem Peradilan Di Pengadilan Agama Kec. Kraksaan,” Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat (JURRAFI)
4, no. 2 (2025): 485-95, https:/ /doi.otg/10.55606/jurrafiv4i2.5505.
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prinsip ijtthad dan fatwa. Al dapat mendukung proses ijtihad dengan menyediakan data serta
analisis komprehensif agar keputusan ulama atau hakim lebih terinformasi. Namun, harus
ditegaskan bahwa Al tidak boleh menggantikan ijtihad itu sendiri. Keputusan syariah pada
hakikatnya memerlukan pertimbangan nilai spiritual dan konteks sosial yang tidak dapat
sepenuhnya diotomatisasi. Oleh karena itu, pengembangan sistem ini wajib melibatkan kolaborasi

antara ulama dan ahli hukum Islam untuk menjamin kesesuaiannya dengan syariat.

Di sisi lain, AI memiliki potensi besar untuk mendukung terwujudnya maqashid syariah
dalam penyelesaian sengketa keluarga, meskipun tetap memiliki batasan. Al dapat mempercepat
proses peradilan dengan mengurangi waktu pemrosesan perkara, yang sejalan dengan prinsip
penegakan keadilan. Terkait perlindungan keturunan dan keutuhan keluarga (b#fz al-nasl, fitur
chatbot dapat memberikan panduan mengenai hak asuh dan nafkah anak, serta menghadirkan
simulasi mediasi yang mendorong tercapainya s#/h guna mengurangi konflik. Dalam aspek
perlindungan harta (bifz al-mal), Al dapat membantu menghitung pembagian harta waris secara
akurat berdasarkan prinsip faraidh, serta mensimulasikan pembagian harta bersama (gono-gini)
sesuai dengan ketentuan hukum seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga meminimalkan

sengketa finansial.”

Meskipun demikian, Al tidak memiliki kemampuan untuk menangkap nilai-nilai spiritual
dan emosional yang menjadi inti dari mediasi syariah, seperti empati, kepekaan terhadap dinamika
keluarga, dan niat mewujudkan kemaslahatan. Algoritma juga berisiko menghasilkan bias—baik
terkait gender maupun demografi wilayah—jika data pelatihannya tidak representatif. Oleh karena
itu, penerapan Al harus dilengkapi dengan pengawasan manusia (buman-in-the-loop), khususnya
oleh ulama dan hakim. Pengawasan ini mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa setiap
keputusan tetap berlandaskan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan tujuan luhur

magqashid syariah.

Konsep Ideal: Desain Sistem Mediasi dan Advokasi Syariah Berbasis Al

Integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam mediasi dan advokasi syariah menawarkan
peluang untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keadilan dalam penyelesaian sengketa
hukum keluarga, seperti perceraian, waris, atau nafkah.”> Namun, sistem Al harus dirancang agar
sesuai dengan prinsip syariah (syariab-compliani) dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Indonesia, termasuk di wilayah dengan keterbatasan akses teknologi. Bagian ini mengusulkan

31 Dodi Yarli Rusli and Aulia Azka, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perdamaian Dalam Penyelesaian
Sengketa Waris (Studi Kasus Bale Mediasi Lombok Timur),” Jurnal Hukum Ekonomi Syariab 4, no. 1 (2021): 1-16.

32 Hisam Ahyani, Membumikan Syariah: Pendekatan Fikib Keluarga Dan Ekonomi Menuju Kesgabteraan Sosial
(Penerbit Widina, 2025).
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konsep ideal platform Al terintegrasi yang mencakup empat fitur utama: analisis prediktif,

simulasi interaktif, basis data yurisprudensi syariah, dan chatbot hukum berbasis fatwa.

Platform Al terintegrasi untuk mediasi dan advokasi syariah dirancang sebagai solusi
holistik yang mendukung hakim, mediator, advokat, dan masyarakat dalam menyelesaikan
sengketa hukum keluarga. Platform ini dapat diakses melalui antarmuka daring, seperti aplikasi

web atau mobile, serta memiliki fitur luring (offfine) untuk wilayah dengan konektivitas terbatas.

Komponen utamanya mencakup analisis prediktif yang memungkinkan AI memprediksi
hasil mediasi berdasarkan data kasus serupa dari basis data Pengadilan Agama. Menggunakan
algoritma pembelajaran mesin (wachine learning), Al menganalisis variabel seperti jenis sengketa
(cerai gugat, cerai talak, atau waris), faktor penyebab (misalnya konflik ekonomi atau KDRT), dan
hasil mediasi sebelumnya. Sebagai contoh, dalam kasus perceraian, Al dapat memprediksi
kemungkinan keberhasilan mediasi untuk rekonsiliasi atau kesepakatan pembagian harta gono-
gini berdasarkan pola putusan di Pengadilan Agama Jakarta atau Surabaya. Hal ini akan membantu
mediator menyusun strategi yang lebih terarah dan mengurangi waktu mediasi. Efisiensiini sangat
sejalan dengan esensi waqashid syariah untuk mewujudkan keadilan hukum yang cepat dan berbiaya
ringan. Tentu saja, algoritma ini harus divalidasi oleh ulama dan ahli hukum Islam agar tidak
bertentangan dengan prinsip faraidh atau sulh. Selanjutnya, platform ini juga dilengkapi dengan
simulasi interaktif yang menyediakan alat untuk mengeksplorasi skenario penyelesaian sengketa

secara visual.?

Misalnya dalam sengketa harta gono-gini sistem menghasilkan simulasi pembagian harta
berdasarkan asas s#/h dan panduan yurisprudensi KHI dengan mempertimbangkan nilai aset,
kontribusi pihak, dan kebutuhan anak, ditampilkan dalam grafik atau tabel interaktif yang
memungkinkan penyesuaian parameter secara real-time, sehingga mendukung bz al-mal
(perlindungan harta) melalui transparansi dan hifz al-nas/ (perlindungan keturunan) dengan
memastikan nafkah anak dipertimbangkan, sebagaimana contoh implementasi serupa pada
platform “Amica” di Australia; basis data yurisprudensi syariah sebagai komponen kunci yang
mengumpulkan dan mengindeks ribuan putusan Pengadilan Agama terkait perceraian, natkah,
dan waris menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk pencarian berdasarkan kata kunci, jenis

sengketa, atau wilayah.”

Advokat dapat mencari preseden pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama

3 Nila Munana et al., “Penyelesaian Sengketa Harta Gono Gini Melalui Mediasi Non Litigasi Oleh Tokoh
Agama (Studi Perkara Di Desa Ngadisepi Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung),” JURNAL LENTERA:
Kajian Keagamaan, Keilpnan Dan Teknologi 24, no. 1 (2025): 239-50.

3 Legal Services Commission of South Australia, “Amica Secures Funding to Continue Growth,” 2025,
https://Isc.sa.gov.au/.
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Parepare—serta diintegrasikan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa MUI untuk
referensi syariah komprehensif, sehingga meningkatkan efisiensi advokasi syariah dan
mendukung /iy al-din (perlindungan agama); serta chatbot hukum berbasis fatwa yang
memberikan saran hukum awal kepada masyarakat di daerah terbatas akses advokat syariah,
menggunakan basis pengetahuan dari fatwa MUI, KHI, dan tafsir ulama seperti Ibnu Katsir
tentang Surah An-Nisa 4:35—misalnya menjawab hak nafkah anak pasca-perceraian dengan
merujuk Pasal 105 KHI—dengan validasi oleh Komisi Fatwa MUI, pembaruan berkala, dan akses
melalui SMS atau aplikasi sederhana untuk wilayah rural seperti Sulawesi Selatan, sejalan dengan

hifz al-‘agl (petlindungan akal) melalui peningkatan literasi hukum.”

Untuk memastikan platform ini dapat diimplementasikan di Indonesia, beberapa strategi
diusulkan meliputi kolaborasi kelembagaan dengan melibatkan Mahkamah Agung, Kementerian
Agama, dan perguruan tinggi Islam seperti IAIN Parepare untuk pengembangan dan pengujian;
aksesibilitas di wilayah rural melalui teknologi berbasis SMS atau aplikasi ringan untuk daerah
dengan konektivitas terbatas seperti Sulawesi atau Nusa Tenggara; pelatihan pengguna dengan
mengadakan literasi digital bagi hakim, mediator, dan masyarakat bekerja sama dengan pesantren
atau organisasi keagamaan lokal; serta validasi syariah melalui pembentukan tim sertifikasi yang
melibatkan ulama dan ahli hukum Islam untuk memastikan kesesuaian dengan maqashid syariah
serta tidak bertentangan dengan ijtihad atau fatwa, di mana contoh implementasi awal dapat
dilakukan melalui program percontohan di Pengadilan Agama Parepare dengan fokus pada kasus

perceraian dan waris untuk mengevaluasi efektivitas sebelum diperluas secara nasional.

Tantangan Etis, Hukum, dan Teknis dalam Penerapan Al Syariah

Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam mediasi dan advokasi syariah menawarkan
potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas penyelesaian sengketa hukum

keluarga.3 0

Namun, implementasinya menghadapi tantangan etis, hukum, dan teknis yang harus
diatasi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Bagian ini menganalisis risiko bias
algoritma, isu privasi serta kerahasiaan data, dan urgensi keterlibatan ulama dalam validasi sistem

AL

Al yang digunakan dalam mediasi dan advokasi syariah sangat bergantung pada data
pelatihan untuk menghasilkan analisis prediktif, simulasi, atau saran hukum. Namun, risiko bias

algoritma dapat mengancam keadilan substansial (‘ad)) yang menjadi inti hukum Islam. Bias ini

% Korik Agustian, “Tinjauan Analitis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Hadhanah Dan
Batasan Umur Mumayyiz,” Artikel Pengadilan Agama Sengeti (Indonesia, 2025).
36 Ahyani, Membumikan Syariah: Pendekatan Fikib Kelnarga Dan Ekonomi Menuju Kesgahteraan Sosial.
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dapat muncul jika data pelatihan tidak representatif. Sebagai contoh, apabila data didominasi oleh
putusan dari wilayah urban seperti Jakarta, rekomendasi yang dihasilkan akan kurang

mencerminkan dinamika masyarakat pedesaan (ru#ral) seperti di Sulawesi atau Nusa Tenggara.

Selain bias geografis, algoritma yang tidak dilatth dengan pemahaman fikih yang presisi
berpotensi menghasilkan rekomendasi yang keliru. Misalnya, Al yang bias dapat salah
memberikan saran terkait pembagian harta bersama (gono-gini) karena mencampuradukkannya
dengan prinsip faraidh (hukum waris Islam yang mengatur porsi ketetapan seperti dua banding
satu untuk ahli waris laki-laki dan perempuan berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11).”

Kesalahan klasifikasi semacam ini jelas akan sangat merugikan pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan substansial mensyaratkan bahwa setiap
keputusan harus mendukung maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta benda (b#fz al-
mal) dan melindungi masa depan keturunan/keluarga (bify al-nasl). Bias algoritma dapat
mengganggu tujuan ini dengan memberikan solusi mediasi yang tidak mempertimbangkan

konteks budaya lokal atau kebutuhan spesifik anak pasca-perceraian.

Oleh karena itu, untuk mengatasi risiko ini diperlukan langkah mitigasi yang
komprehensif. Pertama, pelaksanaan audit algoritma secara berkala yang dilakukan melalui
kolaborasi antara tim pakar teknologi (AI) dan ahli hukum Islam. Kedua, penggunaan data
pelatihan yang inklusif—mencakup berbagai wilayah, latar belakang sosial, dan jenis sengketa—
untuk memastikan representasi yang adil. Ketiga, proses validasi syariah yang berkelanjutan
dengan melibatkan ulama untuk memverifikasi bahwa ouzput Al senantiasa selaras dengan prinsip

kewarisan, sulh, dan maqashid syariah.”®

Sengketa hukum keluarga seperti perceraian atau waris melibatkan informasi sensitif
seperti status perkawinan, keuangan keluarga, atau kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),
sehingga penggunaan Al dalam mediasi dan advokasi syariah menimbulkan risiko privasi dan
kerahasiaan data yang harus dijaga sesuai dengan prinsip /#fz al-%ird (perlindungan kehormatan)
dalam maqashid syariah, di mana di Indonesia Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU
PDP) No. 27 Tahun 2022 menetapkan bahwa data pribadi harus dilindungi melalui enkripsi,
anonimisasi, dan mekanisme keamanan lainnya, namun platform Al yang tidak dirancang dengan
baik dapat rentan terhadap kebocoran data atau penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Selain itu,

akuntabilitas teknologi menjadi isu penting karena jika AI menghasilkan rekomendasi yang keliru

37 Miftahul Huda and Muhammad Syahrul Zubaidi, “Negosiasi Dalam Tradisi Penyelesaian Sengketa
Kewarisan Keluarga Pada Masyarakat Mataraman Jawa Timur,” Laporan Penelitian Interdisipliner, Ponorogo, 2020.

38 Aufal Hadliq Khaiyyul Millati Waddin and Beni Ashari, “Integrasi Konsep Pewaris, Ahli Waris, Harta
Waris, Dan Mawani’al-Irts Dalam Kerangka Keadilan Distribusi Warisan Islam,” Mababits: Jurnal Huknm Keluarga Isiam
6, no. 01 (2025): 43-53.
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seperti saran mediasi yang tidak sesuai syariat, maka dalam hukum Islam akuntabilitas (wzas uliyyah)
adalah prinsip kunci dan keputusan akhir harus tetap berada di tangan manusia seperti hakim atau
mediator untuk memastikan kesesuaian dengan syariat, sehingga untuk mengatasi isu ini
diperlukan enkripsi dan anonimisasi data dengan menggunakan teknologi enkripsi tingkat tinggi
untuk melindungi informasi sensitif, kebijakan transparansi di mana pengembang Al
menyediakan dokumentasi tentang cara kerja algoritma dan sumber data untuk memungkinkan
pengawasan oleh otoritas seperti Mahkamah Agung atau Kementerian Agama, serta mekanisme
pengaduan yang menyediakan saluran bagi pengguna untuk melaporkan kesalahan atau

pelanggaran privasi dengan respons cepat dari tim pengelola platform.”

Agar sistem Al syariah tidak bertentangan dengan syariat, peran ulama dan akademisi
harus diperluas dalam proses pengembangan, validasi, dan pengawasan, di mana dalam hukum
Islam ijtihad dan fatwa memerlukan keahlian agama yang mendalam yang tidak dapat digantikan
oleh Al sehingga ulama seperti anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat
memastikan bahwa algoritma Al menghormati prinsip faraidh, sulh, dan tahkim (arbitrase),*
misalnya dalam kasus mediasi perceraian ulama dapat memverifikasi bahwa rekomendasi Al
untuk natkah anak sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur

kewajiban nafkah berdasarkan kemampuan ayah.

Akademisi dari institusi seperti IAIN Parepare atau UIN Jakarta dapat berkontribusi
melalui penelitian interdisipliner yang menggabungkan hukum Islam, teknologi, dan etika,
misalnya mengembangkan pedoman etika untuk Al syariah yang mencakup prinsip bz al-din
(petlindungan agama) dan Aifz al-‘ag/ (perlindungan akal), sehingga strategi untuk memperluas
peran ini meliputi pembentukan tim sertifikasi syariah yang terdiri dari ulama, akademisi, dan ahli
teknologi untuk mengevaluasi dan mensertifikasi platform Al syariah yang dapat diinisiasi oleh
MUI atau Kementerian Agama, pelatihan interdisipliner bagi ulama tentang dasar-dasar Al dan
bagi teknolog tentang hukum Islam untuk memfasilitasi kolaborasi, serta forum diskusi akademik
melalui seminar atau lokakarya di perguruan tinggi Islam untuk membahas tantangan etis dan
hukum AI dalam hukum keluarga dengan melibatkan Pengadilan Agama dan organisasi
keagamaan, di mana contoh implementasi adalah pembentukan tim sertifikasi syariah di
Pengadilan Agama Parepare untuk menguji platform Al dalam kasus perceraian guna memastikan

bahwa fitur seperti analisis prediktif atau chatbot hukum tidak bertentangan dengan fatwa MUI

% Agus Wibowo, “REGULASI APLIKASI Al (Artificial Intelligence),” Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik,
2025.

4 Iyoyo Dianto, Muhammad Arif, and Abdul Majid, “Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Implementasi Akad Syariah Di Perbankan Syariah Indonesia,”
Syarikat: Jurnal Rumpun E konomi Syariah 8, no. 1 (2025): 66—78.
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atau KHI.

Arah Pengembangan Kebijakan dan Regulasi

Integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam mediasi dan advokasi syariah menawarkan potensi
untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas penyelesaian sengketa hukum keluarga, seperti
perceraian, waris, dan nafkah.* Namun, tanpa kebijakan dan regulasi yang jelas, penerapan Al
dapat menimbulkan risiko etis, hukum, dan teknis yang bertentangan dengan prinsip syariah.
Bagian ini mengusulkan rekomendasi kepada pembuat kebijakan, kebutuhan regulasi baru, dan
peran kelembagaan untuk memastikan sinergi antara teknologi dan hukum Islam, sejalan dengan
magqashid syariah seperti 47z al-‘adl (petlindungan keadilan) dan Az al-din (petlindungan agama).

Pembuat kebijakan, termasuk Mahkamah Agung, Kementerian Agama (Kemenag), dan
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), memiliki peran krusial dalam mengintegrasikan
Al ke dalam sistem hukum keluarga Islam secara bertanggung jawab. Sinergi ketiga lembaga ini

dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung Sebagai otoritas tertinggi dalam pengelolaan Pengadilan Agama,
Mahkamah Agung dapat mengintegrasikan Al ke dalam sistem e-Cozrt untuk mendukung mediasi

dan administrasi perkara. Langkah konkret yang dapat dilakukan meliputi:

a. Mengembangkan modul Al dalam aplikasi e-Court yang mencakup fitur analisis

prediktif dan simulasi interaktif untuk mediasi (sebagaimana diuraikan pada

subbab 4.4).

b. Memperbarui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi guna memasukkan pedoman penggunaan Al, termasuk standar

validasi syariah dan pengawasan manusia.

c. Meluncurkan program percontohan di Pengadilan Agama tertentu (seperti di
Parepare atau Jakarta Selatan) untuk menguji platform Al syariah sebelum

diterapkan secara nasional.

2. Kementerian Agama (Kemenag) Kemenag, yang mengawasi pendidikan dan
pelatihan keagamaan, dapat memfasilitasi peningkatan kapasitas mediator dan advokat syariah

dalam menggunakan teknologi. Hal ini diwujudkan melalui:

a. Pengadaan pelatihan interdisipliner bagi hakim dan mediator Pengadilan Agama

mengenai dasar-dasar Al dan aplikasinya dalam mediasi syariah.

4 Ahyani, Membumikan Syariab: Pendekatan Fikih Keluarga Dan Ekonomi Menuju Kesgabteraan Sosial.
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b. Pengembangan kurikulum teknologi dan hukum Islam di perguruan tinggi Islam
(seperti IAIN Parepare) untuk mempersiapkan generasi baru advokat syariah yang

melek teknologi.

c. Kolaborasi dengan startup teknologi untuk mengembangkan platform Al yang
ramah akses (misalnya melalui aplikasi sederhana atau SMS) bagi masyarakat di

wilayah pedesaan (ru#ral) seperti Sulawesi atau Nusa Tenggara.

3. Komisi Fatwa MUI Komisi Fatwa MUI berperan penting dalam memberikan

legitimasi syariah terhadap penggunaan Al Peran strategis ini mencakup:

a. Menerbitkan fatwa tentang penggunaan Al dalam mediasi dan advokasi hukum
keluarga yang menetapkan prinsip keadilan serta asas wagashid syariah, khususnya
hifz al-nasl (petlindungan keturunan/keluarga) dan hifz al-ird (petlindungan

kehormatan).

b. Membentuk tim sertifikasi syariah untuk mengevaluasi platform Al guna
memastikan bahwa algoritma dan ouput-nya sesuai dengan prinsip faraidh, sulb,

dan Kompilasi Hukum Islam (KKHI).

c. Memberikan panduan etika untuk pengembang Al seperti menghindari bias

algoritma dan menjaga kerahasiaan data.*?

Untuk mendukung integrasi Al dalam mediasi syariah, diperlukan regulasi baru yang
mengatur aspek teknis, etis, dan hukum, yang mencerminkan prinsip syariah dan kebutuhan
masyarakat Indonesia. Usulan regulasi baru mencakup Peraturan tentang Standar Al Syariah yang
diterbitkan oleh Kemenag atau Mahkamah Agung untuk menetapkan standar teknis dan syariah
bagi platform Al, seperti persyaratan validasi syariah oleh ulama atau ahli hukum Islam, standar
keamanan data sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022,
serta mekanisme pengawasan manusia (human oversight) untuk memastikan keputusan akhir
tetap berada di tangan hakim atau mediator; Pedoman Etika Penggunaan Al yang mencakup
prinsip-prinsip etika seperti transparansi algoritma, akuntabilitas pengembang, dan perlindungan

terhadap bias gender atau regional,®

misalnya dengan mewajibkan audit algoritma setiap enam
bulan oleh tim independen; serta Regulasi Akses Inklusif untuk mengatasi keterbatasan akses di

wilayah rural melalui pengembangan teknologi berbasis SMS atau aplikasi ringan yang tidak

42 E Haikcal Firdan El-Hady and M Fauzan Zenrif, “Pandangan Islam Terhadap Etika Kecerdasan Buatan
(Artificial Intelligence) Dalam Kehidupan Sehari-Hari,” Nuansa: Jurnal Penelitian 1inmn Sosial Dan Keagamaan Islam 21, no.
2 (2024): 84-98.

# Loso Judijanto and Rabith Madah Khulaili Harsya, “Etika Dan Hukum Dalam Penggunaan Artificial
Intelligence Terhadap Privasi Digital Di Indonesia,” Sanskara Hukum Dan HAM 3, no. 03 (2025): 141-49.
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memerlukan koneksi internet cepat, seperti Peraturan Menteri Agama yang mengatur distribusi
platform AI ke Pengadilan Agama di daerah terpencil. Contoh regulasi serupa adalah Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang teknologi finansial syariah, yang dapat dijadikan model

untuk mengatur Al syariah dalam hukum keluarga.

Kelembagaan memiliki peran strategis dalam menciptakan sinergi antara teknologi dan
hukum Islam, di mana kolaborasi antarlembaga dapat memastikan bahwa Al mendukung
magqashid syariah tanpa mengorbankan nilai-nilai agama. Strategi kelembagaan meliputi sinergi
antarlembaga melalui pembentukan satuan tugas nasional oleh Mahkamah Agung, Kemenag, dan
MUI untuk mengkoordinasikan pengembangan dan implementasi Al syariah, yang melibatkan
perguruan tinggi Islam seperti IAIN Parepare serta startup teknologi untuk merancang platform
yang relevan dengan konteks lokal; program percontohan yang diluncurkan di Pengadilan Agama
tertentu seperti di Parepare untuk menguiji platform Al dalam kasus mediasi perceraian atau waris,
dengan hasil percontohan digunakan untuk menyempurnakan regulasi dan teknologi sebelum
diterapkan secara luas; serta pemberdayaan komunitas melalui keterlibatan organisasi keagamaan
seperti pesantren atau Nahdlatul Ulama (NU) untuk meningkatkan literasi digital dan hukum
syariah di kalangan masyarakat, misalnya dengan menjadikan pesantren sebagai pusat pelatihan
penggunaan chatbot hukum berbasis fatwa untuk masyarakat rural. Contoh keberhasilan sinergi
adalah kolaborasi antara Kemenag dan Badan Wakaf Indonesia dalam digitalisasi pengelolaan
wakaf, di mana pendekatan serupa dapat diterapkan untuk mengembangkan platform Al syariah

dengan fokus pada hukum keluarga.

Kesimpulan

Konteks Normatif Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Keluarga Islam menunjukkan
bahwa prinsip sulh (perdamaian) dan tahkim (arbitrase) merupakan dasar penyelesaian sengketa
dalam Islam, dengan dukungan dari Al-Qur’an dan Hadis. Mediasi dalam Islam bukan sekadar
pendekatan prosedural, tetapi mencerminkan maqashid syariah seperti hifz al-nas/ dan hifz al-mal.
Implementasi di Pengadilan Agama Indonesia telah mengikuti prinsip ini, namun tantangan praktis
masih ada.

Problematika Praktik Mediasi dan Advokasi Syariah di Indonesia mencerminkan adanya
hambatan serius, seperti kekurangan mediator terlatih, keterbatasan waktu sidang, dan akses
terbatas di wilayah terpencil. Meskipun sistem e-Court telah diterapkan, efektivitasnya masih
rendah akibat literasi digital dan infrastruktur yang belum merata. Pendampingan syariah pun

belum efisien karena belum berbasis data atau teknologi.
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Peluang Integrasi Al dalam Sistem Hukum Keluarga Islam menggarisbawahi bahwa Al
berpotensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas mediasi dan advokasi syariah. Al dapat
digunakan dalam analisis data, pemberian saran hukum awal (¢hat bo?), dan prediksi hasil mediasi,
namun harus tetap dikawal oleh prinsip-prinsip syariah agar tidak melanggar nilai-nilai agama.
Konsep Ideal Sistem Mediasi dan Advokasi Syariah Berbasis Al adalah sebuah platform
terintegrasi yang mencakup fitur analisis prediktif, simulasi interaktif, basis data yurisprudensi
syariah, dan chatbot hukum berbasis fatwa. Platform ini dirancang untuk inklusif, syariah-
compliant, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk di daerah terpencil.

Tantangan Etis, Hukum, dan Teknis dalam penerapan Al syariah meliputi risiko bias
algoritma, pelanggaran privasi data, serta kebutuhan keterlibatan ulama dan akademisi dalam
validasi. Solusi atas tantangan ini mencakup audit algoritma, perlindungan data, dan pelibatan aktif
lembaga-lembaga keagamaan dalam pengembangan sistem. Arah Pengembangan Kebijakan dan
Regulasi menekankan pentingnya sinergi antar lembaga seperti Mahkamah Agung, Kementerian
Agama, dan MUI dalam mengembangkan regulasi dan kebijakan pendukung Al syariah.
Dibutuhkan regulasi khusus mengenai standar Al syariah, pedoman etika, dan mekanisme

sertifikasi keislaman agar teknologi ini dapat diterapkan secara tepat dan bertanggung jawab.
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Abstract

This study aims to analyze the legal status of divorce (talaq) without witnesses from the perspectives of Islamic
Jurisprudence (figh) and Indonesian positive law, as well as to examine its social and legal implications. The study
is motivated by the continuing occurrence of divorces conducted outside the court system and without the presence of
witnesses, which raises concerns regarding legal certainty and the protection of family rights. This research employs
a library research method with a descriptive-analytical approach. The data were collected from primary and
secondary sources, including the Qur'an, Hadith, classical and contemporary figh literature, Law Number 1 of
1974 concerning Marriage, and the Compilation of Islamic Law (KHI). The findings reveal that the majority of
Islamic jurists consider divorce valid even when conducted without witnesses, provided that the essential pillars and
conditions prescribed by Islamic law are fulfilled. In contrast, Indonesian positive law requires that a divorce be
pronounced before a Religions Conrt and officially registered in order to be legally recognized. The study also finds
that divorce without witnesses and official registration may result in various legal and social problems, including
uncertainty regarding the legal status of the wife, neglect of children's rights, difficulties in obtaining maintenance,
and inadequate legal protection for women. Therefore, the implementation of divorce through judicial procedures
and official registration is considered consistent with the objectives of Islamic law (maqasid al-shari‘ah),
particularly in promoting justice, protecting family rights, and ensuring public welfare in contemporary society.

Keywords: Divorce (Talag), Witnesses, Islamic Jurisprudence, Indonesian Positive Law, MagaSid al-Shari ah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudnkan talak tanpa saksi dalam perspektif fikih Isiam dan
bukum  positif Indonesia serta mengkaji dampak  sosial dan hukum yang ditimbulkannya. Kajian ini
dilatarbelakangi oleh masih ditemnkannya praktik perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dan tanpa
kehadiran saksi, sehingga menimbulkan persoalan terkait kepastian bukum dan perlindungan hak-hak
keluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan
deskriptif-analitis. Data diperole dari sumber-sumber primer dan sekunder berupa Al-Quran, hadis, literatur
fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tabun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Hasil penelitian menunjukkan babwa mayoritas nlama fikih berpendapat bahwa talak tetap sab meskipun
dilaknkan tanpa saksi selama memenubi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat. Sebaliknya, hukum positif
Indonesia mensyaratkan babwa perceraian hanya diakui secara hukum apabila dilakukan di depan sidang
Pengadilan Agama dan dicatat secara resmi. Penelitian ini juga menemnkan bahwa talak tanpa saksi dan
tanpa pencatatan resmi berpotensi menimbulkan berbagai permasalaban, diantaranya, ketidakjelasan status
hukum istri, terabaikannya hak-hak anak, kesulitan dalam pemennban nafkah, serta lemabnya perlindungan
bukum bagi perempuan. Oleh karena itn, pelaksanaan perceraian melalui mekanisme peradilan dan disertai
pencatatan resmi dipandang sejalan dengan tujuan syariat (maqasid al-syari‘ab) dalam menjaga keadilan,
melindungi hak-hak keluarga, dan mewnjudkan kemaslabatan dalam kebidupan bermasyarakat.
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